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ABSTRAK

Nama : Dewi Damayanti
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tukar Menukar (Ruislag) Tanah Wakaf (Kasus Tanah

Wakaf Wan Syarifah, Petogogan, Jakarta Selatan)

Tesis ini membahas mengenat perselisihan tanah wakaf yang di ruislag di daerah
Petogogan, Jakarta Selatan dikaitkan dengan peraturan perwakafan dan peraturan
pertanahan. Adapun hal lain yang juga akan dibahas dalam tesis ini, bagaimana
ketentuan hukumn yang berlaku dalam penyelesaian perselisihan perwakafan serta
bagaimana peran BWI dalam tukar menukar (ruislag) tanah wakaf WAN
SYARIFAH? Ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 40
Undang-Undang Wakaf, mengatur bahwa benda wakaf dilarang untuk dirubah,
salah satunya di ruislag namun ketentuan larangan ini dapat dikecualikan, apabila
benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum serta tidak bertentangan dengan
prinsip syariah dan hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin Menteri Agama
(Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang
Wakaf). Penelitian ini adalah pepelitian hukum normatif dengan tipolog
penelitian  deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat
penyimpangan pada Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2)
Undang-Undang Wakaf. Dalam hal terjadi perselisihan perwakafan ditempuh
melalui musyawarah mufakat namun jika tidak tercapai, salah satu cara dapat
melalui gugatan ke Pengadilan Agama sedangkan peran yang lebih utama bagi
BWI dalam hal tukar menukar (ruislag) tanah wakaf ialah untuk mempertahankan
keberadaan aset wakaf.

Kata Kunci: Ruislag, Tanah Wakaf
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ABSTRACT

Name : Dewi Damayanti
Study Program : Magister of Notariat
Title : The Exchange (Ruislag) of Wakaf Land (Case on Wakaf

Land Wan Syarifah, Petogogan, South Jakarta)

This thesis is discuss about the dispute of ruislag wakaf land in Petogogan, South
Jakarta linked with Wakaf Law and Land Law. Also emphasized in this thesis is
how’s the provision of the applicable law in the settlement of wakaf dispute and
how’s the role of BWI on the exchange (rwisiag) on wakaf land WAN
SYARIFAH? In Article 11 paragraph (1) of the Government’s Regulation
Number 28 of the Year 1977 jo Article 40 of Wakaf Law, the object of wakaf is
prohibited to change, one of them is by ruislag. But the provision of this
prohibition could be excluded, when the object of wakaf is used for public
purpose which is not incompatible with the principle of syariah and can only be
done after obtaining a permission from the Minister of Religion (Article 11
paragraph (2) of the Government’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo
Article 41 paragraph (2) of Wakaf Law). This research is a normative legal
research with the typology descriptive analytical research. The result on this
research is indicate that there are irregularities in Article 11 paragraph (2) of the
Govemnment’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 41 paragraph
(2) of Wakaf Law. In case of wakaf dispute then it must be through deliberation,
but if that is not achieved then one of it way is by claim through to the Court of
Religion. Mean while, the most BWI’s major role in the exchange (ruislag) wakaf
land assets is to maintain the existence of the charitable assets.

Key Words: a
Exchange (Ruistiag), Wakaf Land
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini, setiap orang memerlukan sebidang tanah untuk
memenuhi kebutuhan hidup. Tanah yang diperlukan untuk keperivan tersebut
meliputi pula sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah serta ruang yang ada
di atasnya. Tanah merupakan salah satu unsur penting dan sumber kemakmuran
serta kesejahteraan bangsa Indonesia. Sebelum dan sesudah berlakunya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(untuk selanjutnya disebut UUPA), masalah tanah selalu ramai diperbincangkan.
Hal ini dikarenakan tanah merupakan hal penting bagi kehidupan manusia,
pemerintah maupun lembaga yang berhubungan dengan kebutuhan dan fungsi
atas tanah. Dengan demikian hal tersebut adalah wajar jika kita dapat melihat
serta memahami, sesungguhuya tanah ini sangat erat hubungannya dengan
kehidupan masyarakat.

Masalah pertanahan pada hakekatnya adalah merupakan masalah lintas
sektoral yang menyangkut berbagai instansi, di samping diatur oleh berbagat
undang-undang, baik yang langsung mengatur tentang pertanahan maupun bidang
lainnya tetapi tidak dapat dipisahkan dari masalah tanah, karena koordinasi
merupakan suatu proses yang mutlak diperlukan dalam penanganan masalah
pertanahan.' Tanpa koordinasi yang terjalin dengan baik antar lintas sektoral yang
terkait, akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang tidak dikehendaki
yang pada kasus tertentu akan mengorbankan kepentingan orang lain. Untuk
mempertahankan keadaan yang aman dan terkendali seperti yang diharapkan,
banyak pihak harus menjalankan fungsi dan peran dengan sebagaimana mestinya
dan tidak kalah penting adalah berjalan dengan baiknya fungsi kontrol diantara

mereka.

' Ali Achmad Chomzah, Hukum Pertanahan seri III dan IV, cetl, (Jakarta: Prestasi
Pustaka, 2003, hal.3)

1 Universitas Indonesia
Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



Menyadari pentingnya permasalahan tanah di Indonesia maka terhadap
masalah tanah diatur dalam Hukum Agraria Nasional, yang tertuang dalam UUPA
serta ditindaklanjuti oleh berbagai Peraturan Perundang-undangan lainnya.? Dalam

konsiderans berpendapat pada huruf a, disebutkan:

Bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-
pertimbangan di atas perlu adanya Hukum Agraria Nasional, yang
berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin
kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak
mengabaikan unisur-unsur yang bersandar pada hukum agama®

Pengertian yang dapat ditarik adalah bahwa Hukum Agraria Nasional akan
menjamin kepastian hukum dan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar
pada hukum agama.

Salah satu permasalahan tanah yang cukup banyak menyita perhatian
masyarakat adalah mengenai masalah perwakafan tanah dan berbicara mengenai
perwakafan tanah tentu tidak dapat dipisahkan dari umat Islam. Bagi masyarakat
Indonesia yang mayoritas masyarakatnya pemeluk agama Islam, wakaf tanah
merupakan salah satu ibadah sosial di dalam Islam yang sangat erat hubungannya
dengan keagrariaan, yakni yang menyangkut masalah bumi, air dan ruang angkasa
serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu masalah
wakaf ini, selain terkait dengan aturan-aturan Hukum Agama Islam juga terkait
dengan Hukum Agraria. Yang dimaksud dengan Hukum Agraria disini ialah
ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum dengan
bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Tanah, demikian juga tanah wakaf, termasuk dalam bagian Hukum Agraria.

Perwakafan bukan hal yang asing lagi dikarenakan merupakan salah satu
bentuk ibadah/pengabdian umat kepada Allah SWT dalam rangka penyempurnaan
ibadah dengan cara mengorbankan harta benda yang dimiliki untuk diberikan bagi

? Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional, (Jakarta:
PT Tata Nusa, 2003), hal.3.

? Indonesia [1], Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU No. 5, LN No. 104 tahun
1960, TLN No. 2043.

leJiiversitas indonesia
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kepentingan keagamaan dan kemasyarakatan.‘ Jika dilihat dari segi Hukum Islam,
telah terjadi transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Agraria Nasional, salah
satu bentuknya adalah wakaf. Menurut Dr. Rifyal Ka’bah., MA, wakaf adalah
lembaga islam kedua tertua di Indonesia (setelah atau bersamaan) dengan
perkawinan. Sejak zaman awal telah dikenal wakaf masjid, wakaf langgar/surau
dan wakaf tanah pemakaman di berbagai wilayah Indonesia.

Perwakafan tanah milik dapat dikatakan adalah sebuah aset berupa tanah
yang diserahkan pemiliknya untuk dikelola dalam mengembangkan dan
menggerakkan perekonomian masyarakat.’® Oleh karena begitu pentingnya
masalah tanah wakaf ini di mata Hukum Agrana yang menganut paham bahwa
bumi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sosial®
maka masalah tanah wakaf dan perwakafan tanah didudukan secara khusus serta
keberadaannya oleh negara diakui dan harus dilindungi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa:

Hak Milik tanah Badan-Badan Keagamaan dan Sosial sepanjang
dipergunakan untuk keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-
badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk
bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial

‘ Mengenai perwakafan tanah oleh karena kekhususannya di mata Hukum
Agraria, dengan demikian kedudukan dan praktek pelaksanaannya akan diatur
dengan suatu peraturan perundang-undangan tersendiri, sebagaimana ditentukan
dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) UUPA yang berbunyi: “Perwakafan tanah
milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah™. Ketentuan-ketentuan
demikian menegaskan bahwa soal-soal pertanahan yanp bersangkutan dengan
peribadatan dan keperluan suci lainnya, yang salah satunya adalah masalah
perwakafan tanah, di dalam sistem Hukum Agraria mendapat perhatian

sebagaimana mestinya.

* Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, (Yogyakarta;
Pilar Media, 2003), hal.167.

S Supriadi, Hukum Agraria, ed.l, cet2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal_133.

¢ Indonesia [1], gp.cit., Ps 1 ayat (2) dan Ps 6.

Universitas Indonesia
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Pasal 49 ayat (3) UUPA memberikan tempat yang khusus bagi hak-hak

yang bersangkutan dengan keagamaan. Dalam penjelasannya dinyatakan:

Untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian maka pasal ini
memberi ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan
peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, dalam Hukum Agraria
yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Hubungkan
pula dengan ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 14 ayat (1) huruf b’

Setelah UUPA lahir, UUPA memerintahkan pengaturan perwakafan tanah
Hak Milik dengan Peraturan Pemerintah, hal ini didasarkan pertimbangan oleh
karena pada waktu itu tidak ada pengaturan yang tuntas dalam bentuk peraturan
perundang-undangan, sehingga dalam praktek keadaan tersebut memudahkan
terjadinya penyimpangan dan hakikat dan tujuan wakaf sendiri. Terutama karena
terdapatnya beraneka ragam bentuk perwakafan, seperti wakaf keluarga, wakaf
urnum atau wakaf sostal dan lain-lainnya dan tidak adanya keharusan untuk
didaftarkannya benda-benda yang diwakafkan sehingga banyak yang tidak
diketahui keberadaannya. Bahkan dapat tegadi benda-benda yang diwakatkan
(termasuk tanah) dalam perkembangannya kemudian dianggap sebagai milik para
ahliwaris nadzir-aya (pengurus).®
Realisasi daripada kehendak dalam ketentuan Pasal 49 khususnya ayat (3)

UUPA maka sebagai wujud perlindungan dan perhatian Hukum Agraria terhadap
perwakafan tanah, adalah dengan divndangkannya peraturan perundang-undangan
sebagai berikut:’
a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

(untuk selanjutnya akan disingkat PP No. 28 Tahun 1977);

Dimana berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 5 dan Pasal 14

ayat (1) UUPA, sekaligus juga untuk memenuhi kebutuhan kepentingan

masyarakat Islam pada umumnya. Sedangkan untuk langkah mempositifkan

7 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Urndang
Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, cet.9, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal 348,

8 Ibid

® Hamami, op.cit., hal.38.
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dan penertiban tata cara adminstrasi serta manajemennya, diatur lebih lanjut
dalam:

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1977 tentang Tata Cara
Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik (untuk selanjutnya
akan disingkat PMDN No. 6 Tahun 1977);

c. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
{(untuk selanjutnya akan disingkat PMA No.1 Tahun 1978);

d. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No Kep 19/75/78
tentang Petunjuk pelaksanaan Perwakafan Tanah Milik;

e. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

f. Peraturan perundangan-undangan lainnya.

Selanjutnya, tidak hanya cukup dengan dikeluarkannya peraturan
perundang-undangan tersebut diatas, pemerintah kembali merasa perlu untuk
memberi dasar hukum yang lebih kuat lagi bagi pelaksanaan perwakafan di
Indonesia yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang Wakaf (untuk seclanjutnya disebut Undang-Undang Wakaf), yang
diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2004. Lahimnya peraturan perundcng-
undangan ini sekaligus melengkapi peraturan perundang-undangan yang telah
mengatur mengenai perwakafan di Indonesia. -

Berbicara mengenai perwakafan tanah maka di dalamnya akan
menentukan hak atas tanah itu sendiri, karena hak atas tanah mempunyai peranan
penting dalam kehidupan manusia, makin maju masyarakat makin padat
penduduknya dan akan menambah lagi pentingnya kedudukan hak-hak atas tanah
itu. Untuk menjamin kepastian hukum atas tanah hak diseluruh wilayah Indonesia,
dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, mengharuskan untuk dilakukannya pendaflaran
tanah menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya akan disingkat PP No.
24 Tahun 1997), dimana jika dikaitkan dengan masalah perwakafan tanah, dalam
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Pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa salah satu objek pendaftaran -

tanah adalah tanah wakaf.*

Lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan perwakafan, tidak serta
merta membuat masyarakat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada. Tanah
wakaf yang berada di wilayah Indonesia terbentang luas namun sayangnya masth
banyak tanah wakaf yang belum dilakukan pendaftarannya dan belum memiliki
sertipikat yang menjelaskan posisinya sebagai tanah wakaf. Sebagaimana yang
diketahui bahwa sertipikat merupakan alat bukti yang kuat dalam hubungan
dengan pihak ketiga; terutama pada kondisi dimana nilai dan penggunaan tanah
semakin besar sertz luas sekarang ini maka tanah wakaf yang tidak jelas secara
hukum dapat memudahkan kerawanan dan terjadinya penyimpangan dari hakikat
dan tujuan wakaf, seperti adanya tanah wakaf yang seolah-olah telah menjad:
milik ahli waris dari wakif (pemberi wakaf), adanya sengketa dan gugatan
terhadap tanah wakaf dan berbagai kasus tanah wakaf lainnya.

Hal mana berarti, belum sempat tanah wakaf tersebut di dayagunakan
sepenuhnya, ahli waris dari wakif menggugat dan mengklaim bahwa tanah yang
kini dikelola oleh radzir (pengelola tanah wakaf) adalah miliknya dan setiap saat
dapat diambil dan dialihkan fungsinya. Jika terjadi demikian, radzir tidak akan
mampu melakukan perlawanan dan mempertahankan tanah wakaf tersebut. Pada
akhimya, tanah wakaf yang semula diharapkan dapat menopang kepentingan
masyarakat, hanya akan dinikmati oleh segelintir orang saja."" Melihat pentingnya
wakaf bagi wakif maka untuk mendapatkan manfaat dari perbuatannya yang akan
selalu mengalir setelah ia meninggal dunia, nadzir harus dapat mengelola dan
mengurus tanah wakaf dengan baik serta dilarang memindahtangankan atau
menggunakan dengan cara yang dapat menghabiskan atau melenyapkan
eksistensinya.

Adapun permasalahan lain yang juga timbul berkaitan dengan perwakafan
tanah ialah dalam hal dilakukannya perubahan fungsi ataupun perubahan status

' Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, (Jakarta: Sinar Grafika,
2008), hal.178.

" Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf &
Negara Kita, (Bandung: Alumni, 1979), hal.2.
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tanah wakaf. Pada dasarmya, tanah yang sudah diwakafkan tidak dapat dilakukan
perubahan, baik yang menyangkut masalah peruntukan/penggunaan lain dari apa
yang sudah ditentukan dalam ikrar wakaf, maupun yang menyangkut masalah
status tanah wakafnya itu sendini, seperti dijadikan jaminan, disita, dihibahkar,
dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya
yang akan berakibat berubahnya status tanah wakaf menjadi tanah bukan wakaf,
kecuali atas keadaan-keadaan tertentu dengan persetujuan tertulis Menteri Agama,
dapat diadakan perubahan, yaitu:
1. karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
2. karena kepentingan umum."™

Seorang nadzir dalam melakukan perubahan peruntukan maupun status
tanah wakaf tidak dapat melakukannya dengan begitu saja melainkan haruslah
dengan persetujuan atau izin dari Menteri Agama. Tujuan pembatasan secara ketat
semacam ini, adalah untuk mencegah agar penyimpangan yang terjadi dimasa
lampau tidak terulang lagi, dimana di masa lampau sebelum berlakunya PP No. 28
Tahun 1977, nadzir secara sepihak dapat melakukan perubahan status atau
kegunaan tanah wakaf. Tentunya hal semacam ini sering menimbulkan reaksi di
masyarakat terutama bagi mereka yang secara langsung berkepentingan dengan
wakaf tersebut seperti halnya wakif atau keturunannya, maupun masyarakat yang
menikmati manfaat dan tanah wakaf yang bersangkutan. Salah satu contoh kasus
berkaitan dengan perubahan status tanah wakaf dalam hal ini karena adanya tukar
menukar (ruislag) tanah wakaf antara nadzir dengan pihak ketiga 1alah pada kasus
tanah wakaf WAN SYARIFAH, Petogogan, Jakarta Selatan.

Sebidang tanah (belum bersertipikat) seluas + 8985 m? yang terletak di
Jalan Nipah, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
telah diwakafkan secara lisan oleh Habib Abdullah Al Aidid (wakif) sejak tahun
1935. Tanah dimaksud diwakafkan bagi pemakaman uwmum khususnya bagi
penduduk asli Petogogan. Amanah ini dahulu diserahkan kepada Lurah
Petogogan, Abdul Malik. Untuk mengenang salah satu putri Habib bernama Wan
Syarifah yang juga dimakamkan di tempat itu maka kemudian tanah tersebut

2 Indonesia [2], Peraturan Pemerintah tentang Perwakafan Tanah Milik. PP No. 28, LN
No. 38 tahun 1977, TLN No. 3107, Ps. 11 ayat (2).
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dikenal dengan tanah (pemakaman) wakaf WAN SYARIFAH, bahkan dinamakan
Jalan Nipah karena merupakan panggilan akrab Wan Syarifah.

Pada tahun 1975 Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur
DKI Jakarta Nomor D.III-6143/a/16/75 Tanggal 3 November 1975 tentang
Penutupan Tempat Pemakaman Umum Nomor 4 Blok P Kebayoran Baru
(termasuk Pemakaman Wakaf Wan Syarifah yang terletak di sebelahnya). Dengan
SK Gubernur, Pemda DKI berencana menata ulang lokasi tanah wakaf. Oleh
karenanya, Gubermnur pada waktu itu ingin agar tempat pemakaman dikosongkan
dan dipindahkan ke TPU lain. Bahwa sejak penutupan tersebut dilakukan,
pelayanan Pemakaman Umum Blok P maupun Pemakaman Wakaf WAN
SYARIFAH terhenti. TPU Blok P maupun WAN SYARIFAH tertutup bagi
pemakarman baru maupun pemakaman tumpangan.

Setelah dikeluarkannya SK Gubernur, praktis tidak ada lagi warga
Petogogan yang dikuburkan di pemakaman wakaf WAN SYARIFAH namun
justru masalah baru mulai bermunculan. Kondisinya tidak terawat lagi, sehingga
sebagian arealnya dapat dimanfaatkan dengan mudah untuk mendirikan
bangunan/rumah hunian tanpa ijin (liar). Akibatnya mengganggu kondisi
lingkungan (kumuh, rawan sosial/rawan kamtibnas) terutama pada malam hari
dijadikan tempat mangkal para WTS/PSK:- dan transaksi narkoba. Dengan
demikian diatas tanah pemakaman wakaf WAN SYARIFAH tersebut telah
terdapat bangunan liar yang dihuni sebanyak 85 KK dan kuburan + 1000 makam.

Adanya kondisi-kondisi tersebut tentunya merugikan serta menirmbulkan
suasana yang tidak nyaman bagi warga Petogogan yang mempunyai makam
keluarga di lokasi tersebut. Yang lebih utama lagi tentunya penggunaan tanah
wakaf dirasa sudah melenceng dari niat awal wakif. Di atas tanah wakaf kemudian
Juga sempat didirikan sebuah bangunan Musholla oleh para ahli waris wakif. Oleh
karena adanya kondisi-kondisi sebagaimana yang telah disebut diatas, para ahli
waris Habib Abdullah Al Aidid (wakif) pada tahun 1987 mendirikan sebuah
yayasan yang diberi nama Yayasan Amaliyah Arrofiqqorrahin Wan Syarifah.
Yayasan ini berposisi sebagai nadzir (pengelola tanah wakaf).

Seiring dengan berjalannya waktu, lokasi pemakaman umum Blok P
kemudian telah dimanfaatkan untuk pembangunan kantor Walikotamadya Jakarta
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Selatan dan taman kota sedangkan pada lokasi pemakaman Wakaf WAN
SYARIFAH kondisinya masih sama. Pada tahun 2004 ada rencana dari
Pemerintah Kota (untuk selanjutnya akan disingkat Pemkot} Jakarta Selatan untuk
menjadikan lokasi pemakaman wakaf WAN SYARIFAH sebagai bagian dari
perluasan kantor Walikotamadya Jakarta Selatan. Atas adanya penutupan serta
kondisi-kondisi yang kemudian ada di atas tanah wakaf ditambah lagi dengan
adanya rencana Pemkot itulah maka pihak yayasan berharap agar tanah wakaf
WAN SYARIFAH dapat ditukar (di ruislag) dengan tanah lain.

Pada tahun 2005, Pemkot Jakarta Selatan merespon keinginan yayasan
untuk melakukan ruisiag tanah wakaf. Pihak penukar sekaligus pihak
pengembang yang akan terlibat dalam tukar menukar (ruisiag) tanah wakaf ini
adalah PT Multi Promo Mandiri (untuk selanjutnya akan disingkat PT MPM).
Perusahaan tersebut kemudian melakukan perjanjian tukar menukar dengan pihak
yayasan pada tanggal 24 Juli 2006 di hadapan Notaris dengan ditandatangani oleh
Direktur Utama PT MPM dan Ketua Yayasan. Adapun tanah pengganti yang akan
diteima oleh pihak yayasan yaitu sebidang tanah bekas HMA (belum
bersertipikat atas nama Dean Bin Dekok) seluas 16.600 m? di Jalan Raya Kecapi,
Jatirahayu, Pondok Meiati, Bekasi. Bukti kepemilikan ialah surat girik dan bukti
pembayaran PBB atas tanah yang bersangkutan. Diatas tanah pengganti menurut
rencana PT MPM akan dibangun madrasah, musholla serta fasilitas keagamaan
lainnya. PT MPM juga menjanjikan akan dilakukan pemugaran terhadap musholla
Wan Syarifah yang telah ada di Jalan Nipah. Lokasi tanah penukar terletak di
daerah yang strategis, diantara perumahan.

Atas rencana ini, makam-makam yang ada di lokasi tanah wakaf WAN
SYARIFAH akan segera dipindahkan ke tempat lain namun adapun enam lokasi
TPU yang disarankan menjadi tempat pemindahan makam, yaitu TPU Tanah
Kusir, TPU Jeruk Purut, TPU Kampung Kandang, TPU Srengseng Sawah, TPU
Menteng Pulo dan TPU Jaga Garsa. Pihak yayasan atas biaya PT MPM
menjanjikan akan memberikan uvang sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) per
kerangka sebagai kompensasi pemindahan kerangka.

Proses ruislag tanah wakaf WAN SYARIFAH tidaklah berjalan lancar
seperti yang diharapkan oleh karena sejumlah warga (untuk selanjutnya akan
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disebut ahli wans makam) merasa keberatan apabila makam anggota keluarga
mereka harus dipindah. Tindakan keberatan para warga juga dilakukan karena
belum adanya alasan yang jelas, akan dibangun apakah diatas tanah Wakaf WAN
SYARIFAH namun menurut kabar akan dibangun sebuah apartemen. Tanpa ada
sosialisasi sebelumnya, satu persatu makam telah dibongkar sejak akhir
November 2006. Sebagian ahli waris makam yang berkeberatan terhadap
pembongkaran makam keluarga mereka kemudian membentuk lkatan Keluarga
Besar Ahli Waris Makam Tanah Wakaf Wan Syarifah.

Setelah beflakunya Undang-Undang Wakaf, dalam Pasal 40 huruf f, juga
diatur suatu ketentuan bahwa terhadap harta benda yang sudah diwakafkan salah
satunya dilarang untuk ditukar. Namun ketentuan dalam pasal ini dapat
dikecualikan apabila tanah wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesnai
dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan didasarkan pada ketentuan
perundangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan syariah.” Pelaksanaan
ruislag hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri
Agama atas Persetujuan Badan Wakaf Indonesia' (sebelumnya berdasarkan PP
No. 28 Tahun 1977, harus ada izin dari Menteri Agama cq. Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam).

Dalam proses ruislag tanah wakaf ini masth terdapat sejumlah ahli waris
makam yang berkeberatan selain itu yang lebih penting lagi masih menunggu
keputusan dari Departemen Agama Kotamadya Jakarta Selatan, yang
sebagaimana dalam isi suratnya tertanggal 31 Juli 2006, dikatakan bahwa proses
ruislag tanah wakaf Wan Syarifah masih belum memenuhi persyaratan. Meskipun
demikian, para ahli waris makam kemudian menerima surat edaran atau formulir
pemindahan kerangka jenazah yang diedarkan dengan mengatasnamakan yayasan
dan hanya dengan pemberitahuan melalui telepon dengan bernada ancaman yang
mengaku pihak dari yayasan, pada bulan Mei 2007, makam-makam yang ada satu
persatu kembali mulai dibongkar.

"* Indonesia [3], Undang-Undang tentang Wakaf- UU No. 41, LN No. 159 tahun 2004,
TLN No. 4459, Ps. 41 ayat (1).

" Ibid., Ps. 41 ayat (2).
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Apakah dalam hal ini pihak yayasan sebagai nadzir dapat dikatakan telah
melakukan penyalahgunaan tanah wakaf mengingat telah dilakukannya perjanjian
tukar menukar dengan pihak ketiga serta memperbolehkannya dilakukan
pembongkaran makam, sebelum adanya izin tertulis dari Menteri Agama
mengenai tukar menukar (ruislag)? Prosedur dan syarat-syarat apakah yang harus
dilakukan untuk dapat melakukan ruislag tanah wakaf? Bagaimanakah pengaturan
yang berlaku apabila terjadi perselisihan perwakafan? Serta bagaimanakah peran
dan Badan Wakaf Indonesia (untuk selanjutnya akan disingkat BWI) dalam tukar
menukar (ruislag) tanah wakaf WAN SYARIFAH?

1.2 Pokok Permaszlahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan
sebelumnya, pokok permasalahan yang akan dibahas 1alah:
1. Bagaimana pelaksanaan tukar menukar (ruisiag) tanah wakaf WAN
SYARIFAH yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Bagaimana pengaturannya apabila terjadi perselisihan perwakafan?
2. Bagaimana peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam tukar menukar
(ruislag) tanah wakaf WAN SYARIFAH?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk memberikan gambaran dan menganalisis secara jelas mengenai tukar
menukar (ruisiag) dalam pengaturan perwakafan;
2. Untuk memberikan gambaran dan menganalisis secara jelas mengenai
ketentuan hukum yang berlaku dalam hal terjadi perselisihan perwakafan;
3. untuk memberikan gambaran dan menganalisis secara jelas mengenai peran

BWI dalam tukar menukar (ruislag) tanah wakaf WAN SYARIFAH.
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1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai 2 {(dua) manfaat yaitu:

1. Manfaat Akademis: Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya ilmu hukum serta diharapkan
pula dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang tertank
pada masalah yang dibahas dalam penulisan ini;

2. Manfaat Praktis: Penulisan ini diharapkan dapat berguna dan memberikan

pengetahuan lebih mendalam mengenai tukar menukar (ruisiag) tanah wakaf.

1.5 Metode Penelitian

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam swvatu
penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan." Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat normatif,'® yang
bertujuan meneliti terhadap sisternatik hukum'? dalam hal ini menganalisis norma-
norma hukum yang ada dan melihat bagaimana berlakunya hukum tersebut yaitu
hukum" yang mengatur mengenai perwakafan tanah serta ruislag tanah wakaf.
Apakah dalam prakteknya felah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun tipologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dari
sudut sifatnya ialah penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan dan
menganalisa mengenai pelaksanaan ruislag tanah wakaf menurut ketentuan
hukum yang berlaku. Selain itu penelitian ini juga merupakan penelitian
multidisipliner yaitu ditinjau dari sudut Hukum Islam dan Hukum Tanah

Nastonal.

13 Soerjono Soekanto, Pengantar Perelitian Hukum, cetlll, (Jakarta: Universitas
Indonesia-Press, 1986), hal.7.

*® Penelitign Normatif ygjty penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang
tertulis, baik yang difpangkan dalam pgntuk peraturan maupun dalam bentuk literatur lainnya.

17 8ri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, cetl, (Jakarta: Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.10.
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Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang
diperoleh dari kepustakaan, yang terdiri daci:

a. Bahan hukum primer,'® yang meliputi peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan peraturan tanah, peraturan perwakafan tanah khususnya
ruislag tanah wakaf. Selain itu juga melalui;

b. Bahan hukum sekunder,” berupa semua buku-buku, tesis serta artikel-artikel
dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan peraturan tanah,
perwakafan tanah khususnya ruislag tanah wakaf.

¢. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum.

Penelitian ini juga menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil

wawancara dengan narasumber yaitu pihak yang terkait sekedar untuk menambah

informasi atas penelitian.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
dokumen, yaitu mencari dan mengumpulkan data berdasarkan data yang tertulis
seperti buku, peraturan-peraturan dan tesis. Di samping itu juga wawancara
dengan narasumber sekedar untuk menambah informasi atas penelitian. Metode
analisis data yang digunakan adalah kualitatif, sebagai hasil pengumpulan data
melalui data primer dan data sekunder sehingga hasil dari analisa tersehnt dapat
ditarik kesimpulan yang dikaitkan dengan konsep yang mempunyai relevansi

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan disusun dalam tiga bab dengan sistematika
penulisan sebagai berikut:
Bab 1 Pendakuluan

13 Bahan Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berlaku di Indonesia.
Bahan hukum primer digunakan untuk mencari landasan hukum yang dapat digunakan dalam
penelitian.

' Bahan Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan
hulcum sekunder digunakan sebagai landasan teoritis.
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Bab 2

Bab 3
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Dalam bab ini berisikan gambaran umum mengenai Latar
Belakang yang menjad: dasar penulisan, Pokok Permasalahan,
Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Tukar Menukar (Ruislag) Tanah Wakaf Berdasarkan
Ketentuan Hukum yang Berlaku

Dalam bab ini akan terbagi dalam beberapa sub bab sebagai
berkut:

Sub bab 2.1 yang berjudul Uraian Tentang Perwakafan

Dalam sub bab ini akan diterangkan mengenai Perwakafan Tanah
Menurut Hukum Islam, Perwakafan Tanah Menurut Ketentuan
Hukum Lain, Pengaturan Perwakafan, Pengelolaan Benda Wakaf
Oleh Nadzir, Pclaksanaan Perwakafan, Pendaftaran dan
Pencatatan Perwakafan, Perubahan Status Tanah) Wakaf dan
Pengertian mengenai Yayasan.

Sub bab 2.2 yang berjudul Analisis Mengenai Tukar Menukar
(Ruislag) Tanah Wakaf (Kasus Tanah Wakaf WAN SYARIFAH,
Petogogan, Jakarta Selatan)

Dalam sub bab ini akan diterangkan mengenai Posisi Kasus serta

Analisis terhadap pokok permasalahan yang diteliti, vyailu -

bagaimana pelaksanaan tukar menukar (ruislag) tanah wakaf
WAN SYARIFAH yang sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku, Ketentuan hukum penyelesaian perselisthan perwakafan
serta Peran BWI dalam tukar menukar (ruislag) tanah wakaf
WAN SYARIFAH.

Penutup

Dalam bab ini bersi tentang Kesimpulan dan Saran dari
permasalahan yang diteliti.
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BAB 2
TUKAR MENUKAR (RUISLAG) TANAH WAKAF
BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

2.1 Uraian Tentang Perwakafan

2.1.1 Perwakafan Tanah Menurut Hukum Islam

2.1.1.1 Sejarah Perwakafan Tanah

Sejarah perwakafan (khususnya tanah) di Indonesia, tidak terlepas
dari sejarah perkembangan wakaf secara Islam itu sendiri, khususnya sejarah
perkembangan di Negara-Negara Islam terutarna di Arab Saudi. *. Sgjarah
yang dijadikan titik awal mula praktik perwakafan tanah dimulai ketika dalam
suatu hadits: #

Dan dari Ibnu ‘Umar, bahwa ‘Umar pernah mendapatkan sebidang
tanah dari tanah Khaibar, lalu ia bertanya: Ya Rasulullah! Aku
mendapat sebidang tanah di Khaibar, suatn harta yang belum
pemah kudapat sama sekali yang Iebik baik bagiku selain tanah itu,
lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku? maka jawab
Nabi, “jika engkau suka, tahanlah pangkalnya dan sedekahkanlah
hasilnya” lalu “Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh
dujual, tidak boleh diberikan dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk
orang-orang fakir, untuk kelusrga terdekat, untuk memerdekakan
hamba sahaya, untuk menjamu tamu dan untk orang yang
keputusan bekal dalam perjalanan (ibnu sabil); dan tidak berdosa
orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan
carayang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya)
dengan syarat juga dijadikan Hak Milik dan dalam satu riwayat
dikatakan: dengan syarat juga dikuasai pokoknya (HR Jama’ah).

?® M. Fuad Nasar, “Implementasi Wakaf dari Masa ke Masa”, Republika, (11 Apustus
2603) : 4.

¥ Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadits-Hadits Hukum, jil.5, ditejemahkan oleh
Mu’ammal Hamidy, Imron A. M, Umar Fanany (Surabaya: PT Bina llmu, 1993), hal.2001.
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Sejak perbuatan wakaf dari Umar bin Khatab tersebut itulah

kemudian diikuti oleh perbuatan-perbuatan para sahabat lainnya seperti:

a.

Sahabat Ustman bin Affan: *

Dan dari ‘Ustman, bahwa Nabi saw, pemah datang ke Madinah,
sedangkan di Madinah ketika itu tidak ada air tawar, kecuali sumur
Rumabh, lalu ia bersabda, “Siapakah yang mau membeli sumur Rumah lalu
ia memasukkan timbanya ke dalam sumur ifu bersama-sama timba-
timbanya kaumn muslimin lainnya yang dia akan mendapakan sesuatu yang
lebih baik daripada sumur itu kelak di surga”. Lalu kubelinya sumur itu
dari tulang punggung hartaku (HR Nasai dan Tarmidzi; dan Tarmidzi
mengatakan Hadis ini Hasan).

Untuk wakaf semacam ini di dalam Hukum Islam (figh) dikenal dengan
istilah wakaf Khairi, yakni svatu wakaf yang diperuntukkan untuk
kepentingan umum (masyarakat). Wakaf semacam inilah yang digariskan
oleh politik Hukum Nasional.

Sahabat Abi Thalhah:*

Dari Anas, sesungguhnya Abu Thalhah berkata, ya Rasulullah! Bahwa
Allah berfirman “kamu. Yidak akan mendapat kebaikan hingga kamu
menginfagkan sebagian dan apa-apa yang kamu cintai” sedang hartaku
yang amat kucintai ialah Bairaha® (yaitu tanah lapangan terbuka), sedang
tanah itu benar-benar (telah ku) sedekahkan (waqafkan) untuk (jalan)
Allah, yang kubarapkan kebaikan dan simpanannya di sisi Allah. Oleh
karena itu letakkan dia, ya Rasulullah dimana saja yang engkau (pandang
baik) sesuai dengan petunjuk Allah kepadamu. Lalu Rasulullah bersabda
“QOh Oh, (ini adalah suatu hal yang besar dan bagus). Itu adalah harta yang
menguntungkan. Sungguh aku telah mendengar dan aku berpendapat
hendaknya harta itu engkau jadikan untuk kelaurga terdekat”. Lalu Abu
Thalhah berkata “akan kukerjakan, ya Rasulullah”. Lalu oleh Abu Thalhah

2 Ibid., hal 2002.

B 1bid., hal.2008.
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harta itu dibagi-bagi untuk kelvarga dekatnya dan anak-anak pamannya.
(HR Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Wakaf semacam ini di dalam Hukum Islam (figh) dikenal dengan istilah
wakaf" Ahli, yakni wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan keluarga

atau perseorangan.

c. Sahabat Bani Nadjar:*

Secara bergotong royong mengumpulkan harta bendanya dan kemudian
mewakafkannya untuk membangun sebuah masjid. Wakaf semacam ini
seperti halnya yang terkisah di dalam hadits dari Anas “Bahwa Nabi
memerintahkan untuk dibangun sebuah Masjid. Lalu setelah selesai, beliau
bertanya kepada Bani Nadjar “Berapa harga dinding-dinding itu?”. Jawab
mereka “Tidak, Ya Rasullullah! Kami tidak ingin diganti, itu adalah untuk
Allah”.

Wakaf semacam ini dikenal dengan istilah Wakaf Syuyu’, yakni suatu
wakaf yang dilakukan oleh kelompok perorangan atau dilakukan secara
gotong royong.

Setelah peristiwa-peristiwa perwakafan sebagaimana yang telah
dilakukan oleh para sahabat Nabi tersebut, wakaf menjadi berkembang dan
melembaga sebagai salah satu komponen dalam Hukum Islam yang tidak
kalah pentingnya dari komponen-komponen Hukum Islam lainnya. Berbagai
peristiwa dan perbuatan para sahabat Nabi tersebut diatas, dapat dijadikan
sebagai dasar khusus dari pada perintah amalan wakaf.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, sejarah
perkembangan perwakafan tanah mengikuti pula perkembangan sejarah Islam
yang terdapat di suatu negara. Namun demikian, pada saat bangsa Indonesia
dijajah oleh Belanda, pemerintahan Belanda yang ada di Indonesia sangat
memperhatikan perwakafan tanah milik ini, yakni dengan mengaturnya dalam
sebuah peraturan yaitu Bijblad-Bijblad Nomor 6196 Tahun 1905, Nomor
12573 Tahun 1931, Nomor 13390 Tahun 1934 dan Nomor 13480 Tahun 1935.

* Hamami, op.cit., hal 44,
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Gambaran pengaturan perwakafan tanah yang terdapat dalam peraturan
pemerintahan jajahan Belanda tersebut mengindikasikan bahwa perwakafan
tanah telah disetujui oleh Pemerintahan Belanda pada waktu itu.

2.1.1.2 Hukum Islam Sumber Transformasi Perwakafan Tanah dalam Hukum

Nasional

Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sebenarnya.
bengm kata lain, selain mengandung kaidah-kaidah yang mengatur hubungan
manusia dengan Tuhannya, yang sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh
pemeluk agama Islam secara pribadi, namun agama islam juga mengandung
kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan
benda dalam kehidupan masyarakat, yang dalam pelaksanaannya memerlukan
bantuan penyelenggara negara untuk dapat melaksanakannya dengan
sempurna. Untuk hal yang pertama, dikenal dengan istilah ibadat sedangkan
untuk hal yang kedua dikenal dengan istilah mu'amalaf. Dengan demikian
antara Islam dan Hukum Islam tidak dapat dipisah-pisahkan, sehingga
pertumbuhan Islam selalu diikuti olefi pertumbuhan Hukum Islamnya itu
sendiri.”

Mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk Agama Islam
dengan demikian pergaulan kehidupan masyarakatnya banyak dipengaruhi
oleh Hukum Agamanya, yakni Hukum Islam. Oleh karenanya kedudukan
Hukum Islam menjadi amat penting dan menentukan pandangan hidup serta
tingkah laku para pemeluknya maka Hukum Islam telah menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari kesadaran masyarakatnya mengenai hukum dan
keadilan. Berkaitan dengan hal-hal di atas maka praktek-praktek Hukum Islam
di Indonesia secara sosiologis empirik, penerapannya di tengah-tengah
masyarakat juga terus berkembang serta makin lama makin meningkat ke
berbagai sektor hukum. Tidak hanya di sektor hukum kekeluargaan seperti
perkawinan dan kewarisan tapi juga ke sektor hukum lainnya seperti hukum

5 Ibid., hal.33-34.
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hibah, wasiat, shodaqoh, zakat dan bahkan sampai ke sektor hukum
perbankan.
Kenyataan di atas dapat kita lihat dalam perkembangan pembinaan
Hukum Nasional di Indonesia, dimana Hukum Islam telah banyak
memberikan pengaruh yang positif dalam berbagai macam peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Adapun transformasi Hukum Islam ke
dalam peraturan perundang-undangan dapat dilihat pada:
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
¢. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
d. Undang-Undang Nomeor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat,
e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syanah;
f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah
Negara; it
g. Undang-Undang Nomor 13 Tahuzn 2008 tentang Penyelenggaraan Haji,
h. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Perkawinan;
i. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim;
Selain transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional mengenai hai-hal
diatas, juga telah ditransformasikan ke dalam Hukum Nasional (peraturan
perundang-undangan) tentang pertanahan, yakni mengenai perwakafan tanah.

Mengingat betapa pentingnya masalah tersebut dalam kehidupan
masyarakat Indonesia yang mayoritasnya pemeluk agama Islam maka
lembaga wakaf tanah ini harus ditransformasikan ke dalam peraturan
perundang-undangan, guna melindungi eksistensi dan keberadaannya di
tengah-tengah masyarakat. Dimana pengaturan sebelumnya didasarkan kepada
doktrin-doktrin figh yang banyak mengandung ikhfilaf sehingga berakibat
menimbulkan ketidakpastian satu sama lain. Ditransformasikannya Hukum
Islam tentang perwakafan ke dalam Hukum Nasional mengakibatkan
peraturannya tidak lagi terpisah-pisah di dalam berbagai doktrin kitab-kitab
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figh (madzhab), yang seringkali mengandung ikhtilaf dan membawa ketidak
pastian disebabkan tata cara dan pengadministrasiannya secara publik tidak
diatur dan oleh karenanya langkah ke arah terwujudnya landasan kesamaan
kerangka hukum dan kesamaan pandangan hukum yang berwawasan nasional,
telah tercipta dengan dituangkannya perwakafan tanah tersebut ke dalam
peraturan perundang-undangan,

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah UUPA yang
tidak mengesampingkan Hukum Agama. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan
Pasal 5 yang berbunyi:

Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa
ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan
bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-
peraturan yang tercanfum dalam undang-undang ini dan dengan
peraturan  perundangan lainnya, segala sesuatu  denpan
mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada Hukum Agama

Pasal 14 ayat (1) huruf b UUPA menyebutkan:

-.Pemer:ntah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu

rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan

bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung

di dalamnya:

2 .

b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci
lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;

c.

Mengingat prinsip bahwa semua hak atas tanah adalah berfungsi
sosial serta harus mewujudkan penjeimaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha
Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial maka
dengan tegas negara melalui Pasal 49 ayat (3) UUPA, mengakui dan
melindungi masalah perwakafan. Dan karena masalah perwakafan tanah
dinilai penting, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan
tersendiri yaitu yang kemudian diatur dalam PP No. 28 Tahun 1977 serta
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diatur lebih lanjut dalam PMDN No. 6 Tahun 1977, PMA No. 1 Tahun 1978
serta peraturan-peraturan lainnya.

Kesemuanya kemudian disempurnakan arah dan pengaturannya
dalam buku III tentang Hukum Perwakafan sesuai dengan Instruksi Presiden
No. 1 Tahun 1991 jo Keputusan Menteri Agama No. 145 Tahun 1991 tentang
Kompilasi Hukum Islam. Pada perkembangan mengenai pengaturan
perwakafan selanjutnya, dikeluarkan Undang-Undang Wakaf.

Dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, dapat disimpuikan
bahwa dalam rangka perkembangan pembangunan Hukum Nasiona! yang
diamanatkan dalam TAP MPR No. IV Tahun 1973, pemerintah telah
menurjukkan kehendak politik hukum di bidang perwakafan terutama
perwakafan tanah dalam bentuk hukom positif, schingga untuk selanjuinya
rujukan pokok masalah perwakafan sudah pasti dan jelas, tidak lagi ada
kerancuan di tengah-tengah masyarakat mengenai masalah perwakafan,
terutama perwakafan tanah.

2.1.1.3 Kedudukan Wakaf sebagai Lembaga Hukum

Eksistensi dan keberadaan wakaf dalam sistem keperdataan dan
peribadatan dalam Islam, tidak lain adalah sebagai lembaga dan ibadah sosial
yang oleh Al Qur’an dikategorisasikan sebagai amal sholeh yang merupakan
perwujudan dari iman. Selain itu bersumber pada sunnah rasul, wakaf adalah
merupakan shodagoh jariyah, yakni suatu shodageh yang selama masih dapat
dimanfaatkan hasilnya oleh masyarakat dan umat, akan mengalirkan pahala
secara terus menerus kepada pemberinya. Dikatakan demikian oleh karena
harta yang disedekahkan melalui wakaf, khususnya tanah, merupakan harta
benda yang tahan lama sehingga manfaatnya akan dapat terus dinikmati untuk
maksud-maksud kebaikan meskipun orang yang bersedekahnya itu sendir
telah meninggal dunia. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW
yvang berbunyi: “Bila telah mati seseorang anak Adam, maka terputusiah
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semua amal perbuatannya, kecuali tiga hal, yakni shodagah jariyah, ilmu yang
bermanfaat dan anak shaleh yang senantiasa mendoakannya”.?

Shodagoh Jariyah merupakan suatu amal perbuatan shaleh, terpuji
dan mulia yang mana pelaksanaan dan penunaiannya sangat dianjurkan oleh-
NYA demi pengembangan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan,
khususnya bagi umat Islam dalam rangka usaha mencapai kesejahteraan
material dan spiritual, menuju terciptanya masyarakat yang adil dan makmur

atas dasar ridha-NYA. Dengan demikian wakaf sangat besar artinya bagi
‘ kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan.

Terhadap periniah amalan wakaf beberapa diantaranya dapat
dilihat dan dipahami dari ketentzan Al Qur’an surat Ali ‘Imran ayat 92 dan
surat Al Hajj ayat 77 yang terjemahannya berbunyi:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah)
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa
yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganiah kamu
memilih yang buruk-buruk lalu kamu npafkahkan dari padanya,
padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan
memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah
Maha Kaya lagi Maha Terpuji

Kamu tidak sekali-kali sampai kepada svatu kebaktian (yang
scmpurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu
cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya
Allah mengetahuinya

Hal orang-orang yang bériman, ruku’lah, sujudlah, sembahiah
Tubanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu dapat

kemenangan

Jika ditelaah berbagai ketentvan firman di atas maka dapat
diketahui bahwa penyampaian perintah penunaiannya adalah bersifat umum,
yaitu berupa suatu perintah untuk berbuat kebaikan. Kebaikan yang dimaksud
mengandung dan mencakup pengertian zakat, infak, shadagah serta wakaf.
Wakaf dikatakan sebagai suatu kebaikan karena merupakan suatu penyerahan

%8 fbid., hal.39-40.
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harta benda untuk kepentingan sosial yang tujuannya semata-mata hanyalah
untuk mendekatkan diri (fagarrub) kepada Allah dalam rangka mendapatkan
pahala dari-NYA. Sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa
ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat dijadikannya sebagai dasar umum
dari perintah amalan wakaf.

Dengan demikian dapat dinilai bahwa perbuatan wakaf tidak
seperti sedekah biasa. Wakaf akan mendatangkan pahala dan manfaat yang
lebih besar terhadap pewakafnya (wakif). Dikatakan demikian, karena
pahalanya akan tetap diterima olehnya secara terus menerus selama benda
yang diwakafkan itu masih dapat dimanfaatkan. Selain itu, juga dapat
mendatangkan kemajuan bagi kehidupan masyarakat, terutama umat [slam,

baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang kemasyarakatan lainnya.

2.1.2 Perwakafan Tanah Menurut Ketentuan Hukum Lain

2.1.2.1 Latar Belakang Hukum Agrania dalam Pengaturan Perwakafan Tanah

Berdasarkan peristiwa-peristiwa di masa lampau terhadap benda
wakaf (khususnya tanah}, seperti berubahnya status tanah wakaf menjadi milik
pribadi, ketidakjelasan perwakafan tanah dalam hal untuk apa tanah tersebut
diwakafkan setelah wakif dan nadzir-nya meninggal dunia, adanya perubahan
status maupun peruntukkan wakaf oleh nadzir atas kehendaknya sendiri tanpa
dilakukan permusyawarahan teriebih dahulu dengan masyarakat dan
sebagainya maka pemerintah berpendapat bahwa oleh karena masalah
perwakafan tanah merupakan salah satu masalah agama yang penting ditinjau
dari UUPA serta erat hubungannya dengan tugas-tugas keagrariaan dengan
demikian perlu diatur persoalannya secara khusus sebagaimana kemudian
diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 49 ayat (3) UUPA
dimana pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam PP No. 28 Tahun 1977. PP

ini masih ditindak lanjuti oleh peraturan perundangan lainnya.?”

2 Ibid., hal.16.
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Pengaturannya ke dalam sistem Hukum Agraria, ialah mengingat
wakaf (terutama wakaf tanah) merupakan suatu lembaga keagamaan yang
dapat dipergunakan sebagai salah. satu sarana pembangunan dan
pengembangan kehidupan keagamaan khususnya bagi umat Islam, dalam
rangka mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil menuju masyarakat adil
dan makmur berdasarkan pancasila. Sementara di sisi lain, peraturan
perundang-undangan sebelum diatur dalam Hukum Agraria, belum memenuhi
kebutuhan akan cara-cara perwakafan scrta membuka kemungkinan timbuinya
hal-hal yang tidak diinginkan yang disebabkan tidak adanya data-data yang
nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang di wakafkan.”

Adapun hal-hal yang diatur oleh peraturan perundangan
perwakafan antara lain mengenai tata cara kepengurusan, tata cara pemberian
hak, sampai dengan tata cara untuk mendapatkan kepastian hak atas tanah
vang diwakafkan. Hal ini dimaksudkan guna memberikan jaminan dan
perlindungan terhadap keutuhan dan kelestarian harta agama yang berupa
wakaf tersebut.

Selain alasan-alasan tersebut di atas, penuangannya ke dalam
berbagai peraturan perundangan selain untuk memberikan kepastian hukum
terhadap tanah wakaf juga untuk menghindari terjadinya persoalan-persoalan
yang tidak diinginkan di kemudian hard. Dimapa di lain pihak, kedudukan
tanah menjadi sangat penting dan sangat kompleks, sehingga sering
dihadapkan kepada perbenturan kepentingan aatar berbagai pihak.
Persengketan-persengketaan tanah wakaf antara lain disebabkan karena tidak
jelasnya status dan kedudukan tanahnya, baik antara wakif dengan nadzir
ataupun antara keluarga wakif dan umat Islam setempat dengan nadzir-nya.
Demikian pula persengketaan antara nadzir dan masyarakat dengan pihak-
pihak lain yang berkepentingan dengan tanah tersebut. Selain itu, juga banyak
persengketaan terjadi karena adanya perubahan status atau peruntukkan wakaf
(seperti perubahan tanah wakaf menjadi milik perseorangan atau berubahnya
peruntukkan dari apa yang telah diikrarkan, yang oleh nadzir-nya kemudian
dimanfaatkan untuk keperluan lain tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu

* Indonesia [2), op.cit., Konsideran Bagian Menimbang,
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dengan wakif atau keluarga). Sebab persengketaan lainnya, dimana setelah
wakif meninggal dunia, sebagian ahli waris menolak dan tidak mengakui
bahwa tanah dimaksud adalah tanah wakaf. Peristiwa semacam ini banyak
tejadi terutama bagi perwakafan yang berbentuk wakaf mu‘alaq, yakni wakaf
yang pengikrarannya diucapkan sewaktu wakif masih hidup sedangkan
pelaksanaannya itu sendiri ditangguhkan setelah ia meninggal dunia.

Kenyataan-kenyataan sebagaimana yang telah disebut di atas
apabila tidak diadakan pengaturannya dan tetap di bierkan terus menerus
berlanjut sebagaimana praktek yang telah terjadi di masa lampau (sebelum
adanya peraturan perundang-undangan perwakafan) Maka tidak saja akan
dapat mengurangi kesadaran beragama (terutama mereka yang beragama
Islam) namun juga dapat menghambat usaha-usaha pemerintah dalam
menggalakkan semangat dan bimbingan kewajiban ke arah beragama
sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

Diaturnya mengenai masalah-masalah perwakafan dalam berbagai
peraturan perundang-undangan di maksud, berarti pelaksanaannya itu sendiri
tidak hanya cukup dilaksanakan melalui pengikraran secara lisan semata
pamun juga harus dituangkan dalam bentuk tulisan atau akta, yang
pengikraran dan pengaktaan-nya harus dilakukan di hadapan pejabat yang
berwenang sehingga perwakafan tanah kemudian akan mempunyai alat
pembuktian yang kuat berupa akta yang akan dapat melindungi dan menjamin
kesinambungan, kelestarian dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri.
Dengan demikian atas dasar kemaslahatan umum pengaturannya dalam
Hukum Agraria yang kemudian tertuang di berbagal peraturan perundangan
adalah memang dikehendaki oleh Hukum Islam.

Dikeluarkannya peraturan perundang-undangan perwakafan,
menunjukkan bahwa masalah perwakafan tanah di negara kita telah diatur,
ditertibkan dan di arahkan menuju tercapainya suatu kehakekatan tujuan
wakaf sebagaimana yang di kehendaki oleh ajaran Islam itu sendiri, oleh
karena pelaksanaannya tidak hanya semata cukup di dasarkan pada arah
terpenuhinya berbagai unsur dan syarat tertentu sesuai dengan kehendak
peraturan perundangan yang berlaku.
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Terhadap setiap pelaksanaan wakaf kini dalam pengucapan ikrar
wakafnya harus dinyatakan di hadapan pejabat khusus yang berwenang serta
harus dituangkan pula dalam sebuah akta resmi dan agar tanah wakaf tersebut
dapat terkelola secara tcriib dan teratur maka pengurusan wakaf harus
diserahkan kepada seorang pengelola khusus yang telah mendapat pengesahan
dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya tanah yang telah di wakafkan harus
segera didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional
(Kantor Pertanahan) Kabupaten/Kota (dulu Kantor Sub Direktorat Agraria)
setempat.

Hal mana berarti ada 2 {dua) lembaga pemerintah yang berwenang
menangani masalah perwakafan tanah ini, yaitw:®
a. Departemen Agama

berwenang dan berkewajiban untuk mengatur, melaksanakan tata cara,
pengawasan serta bimbingan pelaksanaannya.
b. Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan)
berwenang dan berkewajiban untuk mendafiar dan mencatat perwakafan
tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertipikatnya.
Telah di daftar dan di catatnya perwakafan tanah pada Kantor Pertanahan
maka tanah wakaf dimaksud telah mempunyai kedudukan kuat karena wakaf
telah mempunyai alat pembuktian yang kuat.

2.1.2.2 Sejarah Peraturan Perwakafan Tanah di Indonesia

Wakaf sebagai suatu Lembaga Islam yang erat kaitannya dengan
masalah sosial dan adat Indonesia, sejak dulu diatur dalam Hukum Adat yang
bersifat tidak tertulis dengan mengarnbil sumber dari Hukum Islam. Di
samping itu, Pemerintah Kolonial juga telah mengeluarkan peraturan yang
mengatur mengenai perwakafan tanah.*

* Hamami, op.cit., hal.19.

3 Farida Prihartini; Uswatun Hasanah; dan Wirdyeningsih, Hukum Islam Zakat dan
Wakaf, Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universilas
Indonesia, 2005), hal 122,

Universitas Indonesia
Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



27

Mengenai perwakafan tanah yang telah dikenal sejak sejak

Pemerintahan Kolonial sampai dengan Pemerintahan Orde Baru

pengaturannya itu sendiri tidaklah secara tuntas mengatur yang mencakup

pengaturan mengenai tata caranya, pengelolanya, perubahan peruntukan

maupun pendaftarannya dan lain-lain. Keadaan dimaksud tercantum pada

peraturan perundang-undangan sebagai berikut:"'

a, Zaman Pemerintahan Kolonial

Selama Pemerintahan Kolonial berkuasa di Indonesia ada 3 (tiga)

macam peraturan yang berhubungan dengan perwakafan tanah, yakni:
1) Surat Edaran Sekretaris Gubemur tanggal 31 Januani 1905, Nomor 435

2)

3)

Peraturan dimaksud sebagaimana termuat dalam Bijblad 1905
Nomor 6196. peraturan ini hanya berlaku untuk daerah Jawa dan
Madura, kecual: daerah-daecrah Vostalanden Surakaria dan
Yogyakarta. Adapun kandungan yang ada dalam peraturan tersebut:

a) Untuk mengawasi agar tanah-tanah yang di atasnya telah didirikan
suatu bangunan dan yang sudah tidak lagi dipergunakan sebagai
wakaf, jangan ditelantarkan;

b) Supaya diadakan pendaftaran agar dapat dibatasi kepentingan
apabila kepentingan umum menghendaki.

Dengan adanya peraturan ini maka bagi seseorang yang hendak
mewakafkan tanahnya harus minta izin terlebih dahulu kepada Bupati
setempat. Surat Edaran ini mendapat reaksi yang cukup keras dari
umat Islam.*”

Surat Edaran Sekretaris Gubernur tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A

Peraturan dimaksud sebagaimana termuat dalam Bijblad 1931 Nomor

125/3.

Surat Edaran Sekretaris Gubernur tanggal 24 Desember 1934 dan

tanggal 27 Mei 1935

Kedua peraturan perundang-undangan tersebut ialah:

3! Hamami, op.cit., hal.6-8.

%2 Imam Suhadi, Hukum Wakaf Indonesia, (Y ogyakarta: Dua Dimensi, 1983), hal.6.
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a) Nomor 3088/A yang termuat di dalam Bijblad tahun 1934 Nomor
13390 dan;
b) Nomor 1273/A yang termuat di dalam Bijbald 1935 Nomor 13480.
Kedua Surat Edaran tersebut berisi antara lain bahwa untuk sahnya
suatu wakaf tidak disyaratkan lagi harus minta izin terlebih dahulu
kepada Bupati akan tetapi cukup memberitahukannya. Hal ini
dilakukan dengan maksud untuk mempertimbangkan apakah ada atau
tidak peraturan-peraturan umum atau daerah yang menghalang-halangi
pelaksanaan tujuan wakaf. Apabila ada, maka Bupati berhak
mengajukan wakaf tanah-tanah yang lainnya. Dengan demikian
diharapkan tanah wakaf tidak akan terkena dengan perubahan-
perubahan dan rencana-rencana yang akan dibuat di masa yang akan
datang dan tidak terkena gangguan atau kepentingan pemerintah
lainnya sehingga tanah wakaf dapat berfungsi untuk selama-lamanya.
Ketiga macam peraturan tersebut di atas bukanlah merupakan
peraturan yang mengubah hukum figh yang mengatur perwakafan yang
tidak mengatur tentang keharusan adanya gabul, nadzir, saksi-saksi,
pencatatan dan pendaftarannya di Badan Perianahan (Kantor Agraria)

setempat.

b. Zaman Kemerdekaan

Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang agama
sebagai salah satu struktur kelengkapan pemerintahan maka kemudian
didirikanlah Departemen Agama yaitu dengan suatu pertimbangan bahwa
masalah perwakafan tanmah selain berkaitan erat dengan masalah
keagrariaan namun juga dengan masalah keagamaan maka dari itu tugas
pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Departemen Agama.

Sehubungan dengan kewenangan Departemen Agama atas
masalah-masalah perwakafan, dikeluarkan beberapa peraturan pemerintah
tentang perwakafan tanah, antara lain:
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1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 1950 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 dan 10
Tahun 1952;

2) Petunjuk Departemen Agama Tanggal 22 Desember 1952 tentang
Petunjuk-Petunjuk Mengenai Wakaf;,

3) Surat Edaran Jawatan Urusan Agama Islam tanggal 8 Oktober 1956
Nomor 3/I)/1956 tentang Wakaf yang Bukan Milik Kemasjidan;

4) Surat Edaran Jawatan Urusan Agama Islam Nomor 5/D/1956 tentang
Prosedur Perwakafan Tanah.

Peraturan-peraturan sebagimana yang telah disebut di atas namun
keadaannya sama halnya dengan peraturan-peraturan yang telah
dikeluarkan pada zaman Kolonial, dalam arti tidak memberi aturan yang
jelas, tegas dan tuntas terhadap praktek perwakafan tanah, yakni dalam hal
mengatur tata cara, peruntukan atau kegunaannya, hak dan kewajiban
pengelolanya, kewajiban pendaftaran tanahnya, cara perubahan status dan
peruntukkannya, dan lain-lain.

Akibat dan ketidaktegasan dan ketidaktuntasan pengaturannya
dalam mengatur masalah perwakafan tanah maka dengan adanya peraturan-
peraturan tersebut tetap saja memudahkan timbulnya penyimpangan dan
penyelewengan dari hakekat dan tujuan wakaf it sendiri sehingga dalam
prakteknya peraturan perundang-undangan yang dimaksud baik yang
dikeluarkan di zaman penjajahan Belanda maupun setelah kemerdekaan tidak
dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, dalam rangka
pembaharuan Hukum Agraria di Indonesia, persoalan teptang perwakafan
tanah diberi perhatian khusus sebagaimana terlihat dalam pasal 49 UUPA dan
berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) perwakafan tanah menjadi wewenang
Menteri Agama yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala
Kantor Urusan Agama Kabupaten.®

Tugas Menteri Agama/Pejabat yang ditunjuk ialah mengawasi,
meneliti dan mencatat perwakafan tanah apakah sesuai dengan maksud dan

* Ibid., hal.9.
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tujuan perwakafan menurut agama Islam atau - tidak. Untuk keperluan
perwakafan yang telah ada sebelum berlakunya peraturan-peraturan
pemerintah sebagaimana yang telah disebut diatas, dapat dibuat surat-surat
bukti baru berdasarkan kesaksian-kesaksian yang ada. Sebagai langkah
penerbitan, Kantor Pusat Jawatan Agama mengeluarkan Surat Edaran Jawatan
Urusan Agama Islam Nomor 5/D/1956 tentang Prosedur Perwakafan Tanah
tersebut yang antara lain memuat anjuran agar perwakafan tanah dibuat secara
tertulis.

Sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Bersarma antara
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria tertanggal 5 Maret 1959 No.Pem
19/22/23/7 SK/62 Ka/59 P, maka pengesahan perwakafan tanah milik yang
semula menjadi wewenang Bupati dialihkan kepada Penpgawas Bidang
Agraria. Dimana dalam pelaksanaan selanjutnya dengan diatur Surat Pusat
Jawatan Perwakafan Tanah di Indonesia, pemerintah akan memberikan
pengaturan melalui Peraturan Pemerintah yaitu PP No. 28 Tahun 1977 PP
dimaksud baru dikeluarkan setelah 17 tahun berlakunya UUPA. Dengan
dikeluarkannya PP ini, diharapkan tanah wakaf yang jumlahnya cukup banyak
di Indonesia dapat lebih tertib dan lebih terjaga.

Wakaf sebagai salah satu Lembaga Islam yang berkembang di
Indonesta khususnya tanah, erat sekali hubungannya dengan pembangunan.
Semakin meningkatnya pembangunan di Indonesia, kebutuhan tanah baik
untuk memenuhi kebutuhan perorangan maupun untuk pembangunan-
pembangunan prasarana umum meningkat pula. Kondisi yang demikian
menyebabkan masyarakat dan pemerintah mulai memikirkan usaha-usaha
untuk memanfaatkan tanah yang ada secara efisien dan mencegah adanya
pemborosan dalam memanfaatkan tanah. Disamping hal tersebut, adanya
keluhan masyarakat dan instansi yang mengelola tanah wakaf bahwa sebelum
dikeluarkannya PP, pengurusan dan pengelolaan tanah-tanah wakaf kurang
teratur dan kurang terkendali sehingga sering terjadi penyalahgunaan wakaf.

Sebagai suatu Lembaga Islam yang erat kaitannya dengan masalah
tanah, perwakafan di Indonesia diatur pelaksanaannya dengan beberapa
peraturan perundang-undangan, baik yang langsung maupun tidak langsung.
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Adapun peraturan perundang-undangan yang langsung mengenai perwakafaan
tanah adalah:*

d.

PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;

Dimana berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 5, Pasal 14
ayat (1) huruf b serta Pasal 49 ayat (3) UUPA, sekaligus juga untuk
memenuhi kebutuhan kepentingan masyarakat Islam pada umumnya.
Sedangkan untuk langkah mempositifkan dan penertiban tata cara
administrasi serta manajemennya, diatur lebih lanjut dalam:

PMDN No. 6 tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai
Perwakafan Tanah Milik;

PMA No. [ tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
Instruksi Bersama antara Menteri Agama dan Mente;i Dalam Negeri
Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.
Kep/D/75/D/1978 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan
tentang Perwakafan Tanah Milik;

Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian
Wewenang Kepada Kepala Xantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi/Setingkat di Seluruh Indonesia Untuk
Mengangkat/Memberhentikan Setiap Kepala KUA Kecamatan Sebagai
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;

Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 tanggal 19 Juni 1979
tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73
Tahun 1978;

Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji
Nomeor D 1i/5/07/1981 tanggal 17 Februari 1981 kepada Gubemnur Kepala
Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia, tentang Pendaftaran Perwakafan
Tanah Milik dan Permohonan Keringanan dan Pembebanan dari Semua

Pembebanan Biaya;

* prihartini, op.cit., hal, 125-127.

Universitas Indonesia
Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



32

Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji
No.D/II/511/1981 tanggal 16 April tentang Petunjuk Pemberian Nomor
pada Formulir Perwakafan Tanah Milik

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Di samping itu, ada juga beberapa peraturan perundang-undangan

yang tidak langsung menyebut mengenai perwakafan tanah antara lain sebagai

berikut:*

a.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA) tangpal 24 September 1960, yaitu dalam Pasal 49
ayat (3);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tanggal 23 Maret 1961
tentang Pendaftaran Tanah (kemudian diganti dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Peraturan
ini berlaku umum, artinya semua tanah. Oleh karena itu peraturan ini juga
berlaku untuk tanah wakaf;

Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 tanggal 23 September
1961 tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas
Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-
Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1978 tentang Biaya
Pendaftaran Tanah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 348 Tahun 1982 tentang
Penyertipikatan Tanah Bagi Badan Hukum Keagamaan, Badan Hukum
Sosial dan Lembaga Pendidikan yang Menjadi Objek Proyek Operasi
Nasional Agraria;

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor SK.178/DJA/1982 tentang
Penunjukkan Badan Kesejahternan Masjid (BKM) Pusat Sebagai Badan
Hukum yang Dapat Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik.

3 Ibid,, hal.127-128.
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Dari beberapa peraturan-peraturan penting yang berhubungan
dengan peraturan-peraturan perwakafan tanah milik yang telah dikemukakan,
terlihat jelas bahwa perwakafan di Indonesia mendapat perhatian besar dari
pemerintah. Selanjutnya pemerintah mengeluvarkan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan adanya peraturan-peraturan
diatas dan Undang-Undang Peradilan Agama ini diharapkan pelaksanaan
perwakafan di Indonesia dapat berjalan tertib dan teratur tanpa penyimpangan-
penyimpangan sebagaimana yang sudah disebutkan,

Untuk mengefektifkan peraturan-peraturan yang telah ada pada
tanggal 30 Nopember 1990 dikeluarkan Instruksi Bersama Menteri Agama
dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 dan Nomor 24
Tabun 1990 tentang Sertipikai Tanah Wakaf. Dengan dikeluarkannya PP No.
28 Tahun 1977 dan beberapa peraturan yang mendukung terlaksananya PP
tersebut maka seluruh peraturan atau ketentuan-ketentuan perwakafan tanah
milik zaman Kolonial terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selain dikeluarkannya peraturan-peraturan sebagaimana yang telah
disebut, masih diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun semua
hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat
dijadikan pedoman oleh para Hakim dalam melaksanakan tugasnya, schingga
terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.** Oleh karenanya kemudian
ada suatu gagasan mengenai perlunya untuk menyusun suatu Kompilasi
Hukum Islam (KHI).

Meskipun sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang
berkenaan dengan masalah perwakafan, kenyataan menunjukkan bahwa jika
dilihat dari tertibnya administrasi, perwakafan di Indonesia telah meningkat
karena sudah cukup banyak tamah wakaf yang bersertipikat, akan tetapi
dampak bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat masih belum nampak.
Hal ini dikarcnakan dalam PP No. 28 Tahun 1977 hanya mengatur wakaf
tanah milik saja sedangkan wakaf dalam bentuk benda bergerak belum diatur.
Dengan demikian tentunya perwakafan di Indonesia masih cukup sulit untuk

% Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (Dircktorat Pembinaan Badan

Peradilan Apama, 1992}, hal.139,
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dikembangkan ditambah lagi dengan masih kurang profesionalnya para nadzir

.wakaf dalam pengelolaan wakaf, schingga mereka belum bisa

mengembangkan wakaf secara produktif.

Selain itu apabila dilihat dari tujuan Negara Indonesia dalam
pembukazan Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain adalah memajukan
kesejahteraan umum maka dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlu
diusahakan menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam
lembaga keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah
strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dipandang perlu untuk
meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya
bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial melainkan juga
memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain uniuk memajukan
kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai
dengan prinsip syariah.”’

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta untuk
memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan Hukum Nasional
perlu dibentuk Undang-Undang Wakaf. Pada dasamnya ketentuan mengenai
perwakafan berdasarkan syzriah dan peraturan perundang-undangan yang
telah ada dicantumkan kembali dalam Undang-Undang Wakaf namun terdapat
pula berbagat pokok pengaturan baru antara lain sebapai berikut:**

1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi
benda wakaf, undang-undang ini menegaskan bahwa untuk sahnya
perbuatan hukum wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan yang
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus
dilaksanakan. Dengan demikian, undang-undang ini tidak memisahkan
antara wakaf aghli yang pada umumnya pengelolaan dan pemanfaatan
benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi
yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesvai dengan
tujuan dan fungsi wakaf;,

%7 Indonesia [3], op.cit., Penjelasan Bagian Umun,

8 Ibid,
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2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum yakni
cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan
bangunan maka menurut undang-undang ini, wakif dapat pula mewakafkan
sebagian kekayaannya berupa benda wakaf bergerak, baik berwujud
maupun tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga,
kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak
lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, wakif dapat mewakafkan
melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS);

3. Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana
ibadah dan sosial melainkan diarahkan pula untuk memajukan
kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat
ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan benda wakaf
dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang
pengelolaan tersecbut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi
syariah;

4. Untuk mengamankan benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang
merugikan kepentingan wakaf, perlu ditingkatkan kemampuan profesional
nadzir;

5. Dalam undang-undang ini di bentuk Badan Wakaf Indonesia (BW1) yang
merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas di bidang
perwakafan yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nadzir,
melakukan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf berskala
internasional, memberikan persetujuan atas perubahan dan status benda
wakaf serta memberikan saran dan perfimbangan kepada Pemerintah
dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
(selanjutnya akan disebut Undang-Undang Wakaf) merupakan saat yang
dinanti-nantikan baik di lingkungan akademis maupun praktisi dan adanya
Undang-Undang Wakaf di Indonesia merupakan suatu keharusan, Hal ini
berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada bahwa jumlah tanah wakaf di

Indonesia cukup banyak tetapi sampai saat ini keberadaan wakaf belum
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berdampak positif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Padahal di
Negara lain seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Bangladesh dan Turki,
wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang dapat
membantu berbagai kegiatan umat dan di berbagai negara yang wakafnya
sudah berkembang dengan baik tersebut pada umumnya masalah wakaf telah
diatur dengan undang-undang.”

Masalah-masalah yang sudah disebutkan di atas, di berbagai negara
telah diatur dengén baik dalam undang-undang maupun peraturan
perundangan yang lain. Wakaf sebagai salah satu lembaga sosial ekonomi
Islam yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat maka pelaksanaan dan
pengelolaannya harus diatur dengan peraturan perundangan yang memadai.
Selama ini pengelolaan wakaf di berbagai nepara pada umumnya diatur
dengan undang-undang. Sejarah menunjukan bahwa wakaf yang tidak diatur
dengan peraturan yang memadai akan menimbulkan berbagai permasalahan
sehingga wakaf yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan umat, sulit

teralisasi.
2.1.2.3 Ruang Lingkup Pengaturan Perwakafan Tanah

Dalam tujuan pokok pengundangan UUPA yang bertujuan untuk
menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu antara lain:

a. Meletakkan dasar-dasar penyusunan Hukum Agraria Nasional, yang akan
merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan
bagi negara dan rakyat, terutama rakyat petani, dalam rangka terciptanya
masyarakat yang adil dan makmur;

b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan di
dalam hukum pertanahan;

¢. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai
hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia

maka azas Hukum Agraria Barat yang bersifat individualisme, dirubah dengan

azas nasionalisme. Azas mana berarti bahwa bumi, air dan ruang angkasa serta

-*® Prihartini, op.cir., hal.131.
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kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik
Indonesia menjadi hak dari Bangsa Indonesia, tidak semata-mata menjadi hak
dari pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah di daerah dan pulau tidaklah
pula menjadi hak rakyat asli daerah atau pulau yang bersangkutan saja. Atas
pengertian ini maka hubungan Bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang
angkasa merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat dalam
tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan mengenai seluruh wilayah

negara.

Berkaitan dengan dianutnya azas nasionalisme maka sistem
perhakkan atas tamah yang semula dialur berdasarkan hubungan
individualisme Hukum Barat dirubah berdasarkan hubungan hak ulayat
negara. Semua hak-hak atas tanah datam Hukume Agraria berfungsi sosial.
Artinya bahwa hak atas tanzh apapun yang ada pada seseorang, tidak
dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (tidak dipergunakan)
semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu akan
menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaannya harus disesunaikan
dengan keadaan dan sifatnya dari pada haknya, sehingga tanah tersebut akan
dapat bermanfaat bagi pemiliknya maupun bagi masyarakat serta negara. Oleh
karena itu dalam Hukum Agraria kita tidak menganut sistem adanya suatu hak
mutlak atas tanah.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam PP No.
28 Tahun 1977, rvang lingkup wakaf hanya terbatas pada wakaf benda tidak
bergerak seperti tanah dan bangunan, namun dengan adanya Undang-Undang
Wakaf, wakif dapat mewakafkan sebagian kekayaannya berupa benda tidak
bergerak yang meliputi:*

(a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku baik yang telah maupun yang belum terdaftar;

(b) Bangunan atau bagian yang berdiri di atas tanah sebagaimana yang
dimaksud pada huruf a;

{c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanab;

* Indonesia [3], op.cit., Ps. 16 ayat (2).
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(d) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

(e) Benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan
peraturan perundangan yang berlaku.

Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa benda-benda
bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Benda bergerak ini meliputi
benda bergerak berupa uang dan benda bergerak selain vang. Benda bergerak
selain vang meliputi:*'

(a) Logam mulia;

(b) Surat berharga;

(¢} Kendaraan

(d) Hak Atas Kekayaan Intelektual;

(e) Hak Sewa; dan

(f) Benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syarizh dan peraturan
perundangan lainnya.

Adapun mengenai hak atas tanah yang dapat diwakafkan
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) PP No. 42 Tahun 2006
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf kini telah diperluas yaitu
meliputi:

{a) Hak Milik atas tanah baik yang sudah atav belum terdaftar;

(b) Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha atau Hak Pakai di atas tanah
negara;

(c) Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau
Hak Milik wajib mendapat izin tertulis pemegang Hak Pengelolaan atau
Hak Milik;

(d) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Apabila wakaf di atas Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas
tanah Hak Pengelolaan atau Hak Milik dimaksudkan sebagai wakaf untuk
selama-lamanya maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang Hak

1 1bid., Ps. 16 ayat (3).
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Pengelolaan atau Hak Milik.* Hak-hak atas tanah yang diwakafkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki atau dikuasai oleh wakif
secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa dan tidak
dijaminkan.

Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan
untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah dalam Pasal
17 ayat (1) huruf c tersebut. Benda wakaf tidak bergerak dapat diwakafkan
beserta banpunan dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.*
Namun untuk hak atas tanah yang diperoleh dari instansi pemerintah,
pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan pemerintah desa atau sebutan lain
yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang
sesuai peraturan perundang-undangan.*

Undang-Undang Wakaf tidak lagi memisahkan antara wakaf ahli
(wakaf keluarga) yang pada umumnya pengelolaan dan pemanfaatan benda
wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi (wakaf
sosial/umum) yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai
dengan tujuan dan fungsi wakaf. Pengalithan hak melalui cara wakaf bersifat
kekal, abadi dan untuk seclama-lamanya. Artinya suatu tanah yang telah
dialihkan haknya kepada pihak lain dengan cara wakaf, berakibat tanah
tersebut terlembagakan untuk selama-lamanya dan tidak dapat dialibkan
kepada pihak lain lagi, baik melalui jual beli, tukar menukar, hibah dan
sebagainya kecuali ada alasan-alasan hukum yang membolehkannya.

*2 Indonesia [4), Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41

Tatun 2004 tentang Wakaf, PP No. 42, LN No. 105 Tahun 2006, TLN No. 4667, Ps. 17 ayat (2).

 Ibid., Ps. 18 ayat (2).

¥ Ibid., Ps. 18 ayat (3).
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2.1.3 Pengaturan Perwakafan
2.1.3.1 Pengertian dan Fungsi Wakaf

Wakaf berasal dan Hukum Islam, yang diberlakukan sebagai
Hukum Nasional. Negara Indonesia menganut asas Pancasila yang
memberikan hak kepada rakyatnya untuk melaksanakan kaidah-kaidah yang
sesuai dengan keyakinan agamanya. Menurut pendapat Akhmad Ashar Bassir,
dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat (2), yang
menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya dan kepercayaannya itu maka secara yuridis formal
Hukum lslam berlaku bagi penduduk yang memeluk ajaran Islam.*

Bersumber pada sunnah Rasul, wakaf merupakan suatu shadagah
Jjarriyah yaitu salah satu sumbangan kebatkan yang mengalirkan pahala
setelah yang bersangkutan meninggal dunia, sebagaimana yang dijelaskan
dalam sebuah hadits nwayat muslim. Berdasarkan hadits tersebut, agar amal
seseorang dapat berlangsung terus, ia perlu melakukan shadagah jariyah yang
apabila di wujudkan dalam bentuk benda (terutama benda tidak bergerak yaitu
tanah) makz sebagaimana yang telah Nabi ajarkan kepada kita, supaya
eksistensi tanah itu berlangsung terus maka yang disedekahkan atau dibagikan
kepada umum ialah manfaat (hasil) dari tanahnya.

Perkataan wagf yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia
berasal dari kata kerja dalam bahasa Arab wagofa-yaqifu-wagqfan yang berarti
ragu-ragu, berhenti, memberhentikan, memahami, mencegah, menahan,
mengatakan, memperlihatican, meletakkan, memperhatikan, mengabdi dan
tetap berdiri.*

Arti kata wakaf dengan demikian menurut istilah berarti menahan
harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa muspah seketika dan

* Dewi Shinta Anggraini, “Tinjauan Yuridis Pengalihan Fungsi dan Status Tanah Wakaf
di Indonesia (Studi Kasus Lahan Pemnakaman Muslim di Kelurahan Citenrup, Kecamatan Cimahi
Utara)”, Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2004, hal. 17.

“¢ Prihartini, op.cit., hal.108.
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penggunaannya dibolechkan oleh agama dengan maksud mendapatkan
kcridhaan Allah. Walaupun lembaga wakaf ini bersumber dari Hukum Islam,
namun bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam wakaf sudah meresap
dalam Hukum Adatnya, dalam arti masyarakat Hukum Adat sudah mengenal
dan mengetahui lembaga wakaf sebagaimana diatur dalam Hukum Islam.”
Meresapnya wakaf ke dalam Hukum Adat sebagaimana dikemukakan oleh Ter
Haar menyebabkan timbulnya berbagai bentuk wakaf di tengah-tengah
masyarakat seperti wakaf keluarga, wakaf umum, dan lain-fain.

Definisi wakaf dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 jo.
Pasal 1 huruf b PMA No. 1 Tahun 1978 ialah perbuatan hukum seseorang atau
orang-orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta
kekayaannya bermpa tanah miiik dan melembagakannya untuk selama-
lamanya untuk kepentingan peribadatan atav kepentingan umum sesuai
dengan ajaran Islam. Sedangkan definisi wakaf memurut Pasal 1 Undang-
Undang Wakaf, ialah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/fatau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya uatuk dimanfaatkan selamanya
atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna
keperluan ibadab dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari berbagai definisi yang ada maka dapat ditank svat
kesimpulan bahwa eksistensi benda wakaf haruslah bersifat tetap, artinya
walaupun faedah harta itu diambil namun tubuh (zat) benda itv masih ada
selarna-lamanya, sedangkan hak kepemilikannya berakhir dan berpindah ke
tangan Tuhan. Hal ini mengandung arti bahwa wakaf dipersembahkan oleh
walkif untuk tujuan amal sholeh guna mendapat keridhaan Tuhan. Dengan
melepaskan harta wakaf tersebut maka harta tersebut menjadi kepunyaan
Tuhan sehingga tidak dapat dimilikiserta dipindahtangankan kepada siapapun
dan dengan cara bagaimanapun juga, kecuali dalam hal-hal yang
diperbolehkan.

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar ibadah wakaf menurut
ajaran Islam, adalah sebagai berikut:

*" Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, Hulum Perdata Islam, Kompetensi
Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibeh, Wakaf dan Shodaqoh, (Bandung:
Mandar Maju, 1997), hal.63.
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Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 245:*

...Barangsiapa yang memberi “pinjaman” kepada Allah berupa
“pinjaman-pinjaman” yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah)
maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan
lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan
(rezeki) dan kepadaN'Y A-lah kamu dikembalikan;

Al Qur’an surat Al Hajj ayat 77:*

...Perbuatlah oleh kamu kebaikan semoga kamu dapat kemenangan;

Al Qur’an surat Ali ‘Imran ayat 92:%
...T'idaklah akan tercapai oleh kamu kebaikan, sebefum kamu sanggup

membelanjakan sebagian daripada barang yang kamu sayangi;

Hadits Riwayat Bukhari Muslim:*

Bahwa Umar mendapat tanah di negeri Khaibar, Jalu berkata ia kepada
Rasullullah SAW: Ya Rasulullah, apakah yang akan engkau perintahkan
kepadaku mengenai tanah itu? Lalu Rasulullah berkata, “Kalau engkau
mau dapat engkau tahan asal (pokok)-nya, dan engkau btersedekah dengan
dia”, maka bersedekahlah Umar dengan tanah itu, dengan syarat pokoknya
tiada dijual, tiada dihibahkan dan tiada pula diwariskan;

Hadits Riwayat Nasai:*

Dari Ibnu ‘Umar r.a.m ia berkata: “Umar pernah berkata kepada Nabi
saw: bahwa seratus bagian yang menjadi milikku di Khaibar itu adalah
harta yang belum pernah saya peroleh yang sungguh lebih kukagumi selain
harta itu, lalu sungguh aku berkehendak wuntuk menyedekahkan
(mewaqafkan)-nya kemudian Nabi saw menjawab, “tahanlah pokoknya
dan wawafkanlah buah (hasil)-nya”;

*! Abdurrahman, op.cit., hal.7.

* fbid.

 1bid.

*! Terjemahan Nailul Authar, op.cit., hal. 2003.

52 Ibid., hal 2005.
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6) Hadits Riwayat Jama’ah kecuali Bukhari dan Ibnu Majjah:*

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw bersabada, “apabila manusia
meninggal dunia maka terputuslah amainya kecuali tiga hal, yattu
shodaqoh jariyah, ilmu yang dapat dimanfaatkannya atau anak shaleh yang
mendoakannya™

Mengenai keutamaan harta wakaf dapat dijelaskan bahwa
mewakafkan harta benda jauh lebih utama manfaatnya daripada bersedekah
dan berderma biasa sebab harta wakaf itu kekal dan terus menerus selama
harta itu masih tetap mengasilkan sebagaimana layakinya dengan cara yang
produktif.

Fungsi yang diemban oleh wakafnya itu sendiri adalah tidak iain,
sebagai pengekalan manfaat benda wakaf sesnai dengan tujuan wakaf.
Sehingga melaluinya, manfaat daripada tanah atau harta benda yang telah
diwakafkan tersebut dapat dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat.

2.1.3.2 Bentuk dan Macam Wakaf

Menurut Ameer Ali, wakaf dapat dibagi dalam 3 (tiga) golongan,
yaitu:
1) Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda
Wakaf dalam golongan pertama ini dapatlah disamakan dengan apa
yang disebut oleh Hukum Modem sebagai public frust yang bersifat amal
atau untuk tujuan kebaikan umum, misalnya sckolah atau rumah sakit;
2) Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin
Wakaf golongan kedua meliputi wakaf keluarga yang dimaksudkan
untuk kepentingan keluarga yang mendirikan wakaf;
3) Untuk keperluan yang miskin semata-mata
Wakaf golongan ketiga meliputi lembaga-lembaga yang membagi-
bagikan bahan makanan, bahan pakaian atau bantuan obat-obatan bagi

mereka yang tidak mampu semata-mata.

53 Ibid., hal 2000.

Universitas Indonesia
Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



Ditinjau dari sudut peruntukkannya, dalam lembaga wakaf dalam

Hukum Islam, dikenal adanya 2 {dua) istilah yaitu:*

1) Wakaf 4hli, atau dikenal dengan wakaf khusus atau wakaf keluarga karena
ditujukan khusus bagi orang-orang tertentu, perorangan atau banyak, baik
dari keluarga wakif ataupun bukan;

2) Wakaf Khairi, atau dikenal dengan wakaf sosial karena diberikan dengan
tyjuan agar manfaatnya dapat dintkmati oleh kalangan masyarakat secara

umum, tidak boleh orang-orang tertentu saja.

Sedangkan apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya di dalam
Hukum Islam dikenal juga:*
i) Wakaf Syuyu’

Adalah wakaf yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara gotong
royong, dalam arti beberapa orang berkelompok (bergabung} menjadi satu
untuk mewakafkan sebidang tanah (harta benda) secara patungan dan
berserikat.

Praktek-praktek wakaf syuyu’ ini banyak terjadi dan dilakukan oleh
masyarakat Indonesia dimana harga tanah sudah semakin mahal, misalnya
dalam hal pembangunan suatu masjid yang memerlukan lahan atau tanah
yang cukup luas. Apabila panitia pembangunan masjid tersebut tidak
memiliki dana yang cukup untuk membeli laban yang diperlukan dan tidak
ada orang yang mampu/orang yang mewakafkan tanah seluas tanah yang
diperlukan maka panitia pembangunar biasanya (apabila tanah yang
diperlukan sudah ada namun dana untuk pembelian tanah belum
mencukupi), akan menawarkan kepada masyarakat untuk memberikan
wakaf semampunya. Dalam arti masyarakat tersebut secara berserikat
(gotong royong) membeli sisa harga tanah yang belum terbeli (terbayar)
oleh panitia. Praktek perwakafan ini baik menurut Hukum Islam (figh)
maupun menurut Hukum Agraria dapat dibenarkan.

> Hamami, gp.cit., hal.66.

53 Ibid., hal 68-69.

Universitas Indonesia
Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



45

2) Wakaf Muallag
| Adalah suatu wakaf yang dalam pelaksanaannya digantungkan atau
ikramya ditangguhkan pelaksanaannya oleh wakif sampai ia meninggal
dunia. Dalam arti, bahwa wakaf itu baru berlaku setelah ia meninggal
dunia.

Untuk wakaf ini dalam prakteknya di masa sekarang, yakni setelah
masalah perwakafan diatur secara positif melalui Hukum Agraria, sudah
tidak dibenarkan lagi. Hal tersebut karena menurut Hukum Agraria, suatu
perwakafan tanah harus berlaku seketika itu juga, yakni setelah wakif
mengucapkan ikrar wakaf.

2.1.3.3 Rukun dan Syarat Wakaf

Demi kekalnya tujuan yang hendak dicapai dengan perbuatan
wakaf, ada beberapa unsur/rukun yang harus dipenuhi sebagai berikut:*
a. Wakif

Yang dimaksud dengan wakif ialah subyek hukum, yakni orang yang
berbuat. Oleh sistem peraturan perundang-undangan wakif im
dirumuskannya dengan “orang atau orang-orang atau badan hukum yang
mewakafkan tanah miliknya™.

Bagi seseorang atau orang-orang yang hendak mewakafkan tanahnya
haruslah memenuhi berbagai syarat tertentu. Pemenubannya itu sendiri
dimaksudkan uniuk menghindari adanya ketidaksahan perbuatan
hukumnya, baik karena adanya faktor intern seperti cacat alau kurang
sempumanya dalam cara berfikir, maupun fakfor ekstern seperti karena
merasa dipaksa oleh orang lain. Pemenuhan berbagai syarat semacam ini,
juga berlaku bagi perwakafan yang dilakukan oleh suatu badan hukum
atau yayasan yang bergerak di dalam bidang keagamaan atau sosial,
dengan menyesuaikan persyaratan seperlunya sesuai dengan persyaratan

subyek hukam tersebut.

% Ibid., hal.70
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Adapun syarat yang dimaksud ialah:*"

1) Wakif harus mukallaf, yakni orang atau orang-orang yang dianpgap
mampu untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum. Dengan kata lain,
ia oleh hukum tidak dilarang untuk melakukan perbuatan hukum.
Sehingga apabila temnyata perbuatan wakaf dilakukan oleh orang-orang
yang belum dewasa, berada di bawah pengampuan, maka perbuatan
wakafnya dianggap tidak sah.

2) Dalam pelaksanaan perwakafannya itu seadiri harusiah atas dasar
kehendak sendiri. Yakni kehendak dan kemauwan yang ikhlas, tanpa
disertai adanya suatu paksaan dan/atau ancaman dari pihak lvar.
Apabila tidak terpenuhi, maka wakafnya tidak sah.

3) Wakif harus dapat mewakafkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, suatu
perwakafan adalah sah dan dapat dilaksanakan apabila wakif
mempunyai kecakapan untuk melakukan fabarru yaitu melepaskan hak
milik tanpa mengharapkan imbalan materiil. Orang dapat dikatakan
mempunyai kecakapan tabarru dalam hal perwakafan apabila orang
tersebut merdeka, benar-benar pemilik harta yang diwakafkan, berakal
sehat, baligh dan rasyid. Kemampuan melakukan fabarru dalam
perbuatan wakaf sangat penting karena wakaf merupakan pelepasan
benda dan pemiliknya untuk kepentingan umum. Qleh karenanya
syarat wakif yang paling penting ialah kecakapan bertindak, telah dapat
mempertimbangkan baik buruknya perbuatan yang dilakukannya dan
merupakan pemilik dari harta yang diwakafkan tersebut. Mengenai
kecakapan bertindak ada dua istilah, baligh dititikberatkan pada umur,
dalam hal ini umumnya ulama berpendapat 15 tahun. Sedangkan
rasyid dititikberatkan pada kesempurnaan cara berpikirnya, yaitu
haruslah orang-orang yang cerdas atau matang dalam bertindak.
Ketentuan mengenai wakif dalam Undang-Undang Wakaf diatur dalam

Pasal 7-8. Wakif dapat meliputi perseorangan, organisasi atau badan

hukum. Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila

37 Ibid., hal.71.
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memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan
perbuatan hukum dan pemilik sah harta -benda wakaf. Wakif Organisasi
hanya dapat melakukan wakaf apabila harta benda wakaf milik Organisasi
sesuai dengan anggaran dasar QOrganisasi yang bersangkutan. Sedangkan
bagi wakif Badan Hukum ialah apabila mewakafkan harta benda wakaf
milik Badan Hukum sesuai dengan anggaran dasar Badan Hukum yang
bersangkutan.

. Mauquf Bih

Yakni harta kekayaan yang diwakafkan itu sendiri. Agar harta yang
diwakafkan sah maka harta benda yang diwakafkan itu harus memenuhi
syarat-syarat tertentu scbagai berikut:**
1) Benda yang diwakafkan harus mutagawwim dan ‘aqar

Yang dimaksud dengan mutagawwim adalah barang yang dimiliki
olelh sesecorang dan atas barang yang dimiliki tersebut boleh
dimanfaatkan menurut syariat Islam dalam keadaan apapun, misal
kitab dan barang-barang tidak berperak. Di samping itu benda tersebut
juga harus ‘agar yaitu benda tidak bergerak dan dapat diambil
manfaatnya. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Wakaf, wakif
juga dapat mewakafkan benda-benda bergerak (baik berwujud maupun
tidak berwujud). Benda bergerak meliputi benda bergerak selain uang
dan benda bergerak berupa nang.

Manfaat suatu benda saja tidak bisa diwakafkan oleh karena
maksud wakaf adalah pengambilan manfaat zat oleh mauquf alaih dan
pahala bagi wakif. Untuk itu zat wakaf harus tetap dan dapat
dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama serta tidak habis dipakai.
Selain itu tidak sah pula harta yang diwakafkan untuk hal-hal yang
tidak dihalalkan menurut ajaran Islam, misalnya untuk alat-alat
pegjudian. Dari syarat-syarat di atas maka dapat disimpulkan bahwa
harta yang diwakafkan harus mempunyai nilai ekonomis, halal, tetap

zatnya dan dapat dimanfaatkan secara terus menerus.

38 Prihartini, op.cit., hal. 112-115.
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2) Benda yang diwakafkan harus jelas wujud dan batas-batasnya
Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan
permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta
tersebut diwakafkan. Dengan kata lain bertujuan untuk menjamin
kepastian hukum dan kepastian hak bagi mustahiq (orang yang berhak
untuk menerimanya) untuk memanfaatkan benda wakaf tersebut.

3) Harta yang diwakafkan harus benar-benar kepunyaan wakif secara

sempurna, artinya bebas dari segala beban.

4) Benda yang diwakafkan harus kekal
Pada umumnya para ulama berpendapat bahwa zat benda yang

diwakafkan harus kekal. Namun Imam Malik dan Golongan Syi’ah
Imamiah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya.
Sedangkan golongan Hanafiyyah mensyaratkan bahwa harta yang
diwakafkan zatnya harus kekal yang memungkinkan dapat
dimanfaatkan secara terus menerus. Mereka berpendapat demikian
karena pada dasarmya benda yang dapat diwakafkan adalah benda-
beada tidak bergerak. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah benda
bergerak hanya dapat diwakafkan dalam beberapa hal:*

Pertama, keadaan benda bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak

dimana ada 2 {dua) macam:

a) Benda tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam di tempat
dan tetap. Misalnya bangunan dan pohon. Menurut Ulama
Hanafiyyah, bangunan dan pohon termasuk benda bergerak yang
bergantung pada benda tidak bergerak;

b) Benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak
bergerak seperti alat untuk membajak, kerbau yang dipergunakan
untuk bekerja.

Kedua, kebolehan wakaf benda bergerak berdasarkan asas yang

memperbolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang

* Muhammad Abu Zahrah, Mudhadarat fi al-Wagf, (Kairo: Dar al-Fikri al Araby, 1971),
hal.41.
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dipergunakan untuk berperang. Ketiga, wakaf benda bergerak itu
mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf.

Dari pendapat di atas dapat dengan jelas diketahui bahwa para
ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa syarat benda yang diwakafkan
adalah benda-benda tidak bergerak, hanya benda-banda berperak
tertentu saja yang boleh diwakafkan yakni benda-benda yang
memenuhi syarat di atas dan yang sudah pernah diwakafkan oleh para
sahabat. Dengan demikian jelas bahwa ulama Hanafiyyah
memperbolehkan wakaf uang ©

Diperbolehkannya mewakafkan benda-benda bergerak seperti uang
dan benda bergerak selain vang sebagaimana yang kini diperbolehkan
dalam Undang-Undang Wakaf sangatlah penting untuk
mengembangkan benda-benda tidax bergerak. Untuk itu perumusan
mengenai benda yang boleh diwakafkan serta jangka waktunya sangat
diperlukan, terutama di Negara-negara yang wakafnya belum
berkembang dengan baik seperti Indonesia.

c. Mauguf Alain =

Yang dimaksud dengan mauquf alaih adalah yang berhak menerima
wakaf, Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesual dan
diperbolehkan oleh syari’at Istam. Syarat mauquf alaih adalah gurbar atau
pendekatan diri kepada Allah. Seperti yang telah diketahui bahwa wakaf
adalah perbuatan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah,
Oleh karenanya yang menjadi obyek atau tujuan wakaf (mauquf alaih)-nya
haruslah obyek kebajikan yang termasuk dalam bidang gqurbat kepada
Allah.

 Ibid.
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d. Shighat atau ikrar
Yaitu suatu pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda
miliknya.® Pengucapannya harus memenuhi berbagai syarat, yakni:

1) Ikrar harus jelas dan tegas kepada siapa (nadzir) dan untuk apa benda
tersebut diwakafkan. QOleh karena itu apabila dalam mewakafkan wakif
berikrar tanpa menyebutkan untuk siapa dan umtuk keperluan apa,
maka wakaf tidak sah;

2) Pengucapannya harus dilakukan di hadapan PPAIW (jika tanah,
PPAIW di kecamatan letak tanah berada). Selain diucapkan secara
lisan juga harus dituangkan ke dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf
(AIW)/Akta Pengganti Akta Tkrar Wakaf (APAIW). Apabila wakif
tidak dapat menghadap langsung, ia dapat membuat ikrar secara
tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kota setempat dan seclanjutnya ikrar tersebut dibacakan
oleh kuasa wakif kepada radzir di hadapan PPAIW;

3) Pengucapan dan penuangannya dalam AIW/APAIW harus disaksikan
oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Syarat saksi adalah
beragama Islam, adil, laki-laki serta agil baligh;

4) Dalam pengucapan ikramya harus berlaku seketika itu juga, tanpa
digantungkan dengan terjadinya sesuatu peristiwa yang akan datang
{bersifat tunai). Dengan demikian benda yang telah diikrarkan saat itu
juga telah diberlakukan/berstatus sebagai benda wakaf. Hat ini
mengingat bahwa dengan adanya ikrar wakaf berakibat lepasnya hak
seketika itu juga setelah wakif mengucapkan ikrar wakaf. Berbeda jika
suatu wakaf digantungkan kepada kematian seseorang (wakaf muallaqg)
maka dalam hal ini figh memandangnya sebagai perbuatan wasiat.
Wakaf baru dipandang terjadi setelah wakif meninggal dumia dan
hanya dapat dilaksanakan sebatas sepertiga bagian. Apabila wakaf ini
melebihi sepertiga harta peninggalan, kelebihannya dapat dilaksanakan

! Indonesia [2], op.cit., Ps. 1 ayat (3) jo. Indonesia [5], Peraturan Menteri Agama
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah
Miiik, PMA No. 1 tahun 1978, Ps. | hurufd.
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sebagai wakaf jika ahli warisnya mengizinkan. Praktek wakaf
semacam ini tidak dianut di Indonesia;

5) Tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu syarat apapun. Misalnya “saya
wakafkan tanah ini dengan syarat apabila suatu saat keturunan saya
membutuhkankannya maka wakaf ini boleh ditarik kembali”. Namun
figh Islam mengenal adanya kebolehan pemyataan syarat-syarat
penggunaan wakaf selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam,
misalnya sesorang mewakafkan tanah untuk mendirikan sebuah
Pondok Pesantren khusus untuk putri. Syarat seperti im harus
dihormati karena tidak berteniangan dengan ajaran agama Islam. Lain
halnya apabila seseorang mewakafkan tanahnya untuk didirikan
sebuah masjid namun hanya boleh dipergunakan oleh masyarakat atau
golongan-golongan tertenfu saja. Dalam keadaan demikian, wakaf
tetap sah mamun syaratnya tidak perlu diperhatikan (syaratnya batal)
karena bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu wakaf juga harus
dibebaskan dari segala macam imbalan;

2.1.4 Pengelolaan Benda Wakaf oleh Nadzir

Nadzir berasal dari kata kerja Bahasa Arab nadzara-yandzuru-
nadzran yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi.
Sedangkan nadzir wakaf atau biasa disebut nadzir adﬂah orang yang diberi
tugas untuk mengelola wakaf. Pengertian ini kemudian di Indonesia
dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas
untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. dengan demikian nadzir berarti
orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurasnya,
memelihara dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak
menerimanya ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta
itu tumbuh dengan baik dan kekal.®

52 prihartini, gp.cit., hal. 117.
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Dari pengertian nadzir yang telah dikemukakan, tampak bahwa
dalam perwakafan, nadzir memegang peranan yang sangat penting. Agar benda
wakaf dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus
menerus maka benda wakaf tersebut harus dijaga, dipelihara dan jika
memungkinkan dikembangkan. Apabila dilihat dari tugas nadzir dimana ia
berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari
benda yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas
bahwa berfungsi atau tidaknya suatu perwakafan bergantung pada nadzir yang
bersangkutan.®

Menurut Mustafa Syalabi, penunjukan wakif pada dininya sendin
untuk mengurus wakaf tidak dapat disebut nadzir namun keabsahan wakaf juga
tidak bergantung pada penunjukkan nadzir, baik pada diri sendiri maupun pada
orang lain.® Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai salah
satu rukun wakaf namun para ulama sependapat bahwa wakif harus menunjuk
nadzir wakaf (pengawas wakaf) baik radzir tersebut wakif sendiri ataupun atas
mauquf alaih-nya® Pengangkatan nadzir ini difujukan agar benda wakaf tetap
terjaga dan terurus sehingga benda yang telah diwakafkan tidak sia-sia.

Pada umumnya para ulama membahas nadzir yakni dari segi:

2.1.4.1 Bentuk-Bentuk Nadzir

Menurut golongan Hanafiyyah penunjukan nadzir adalah hak
wakif. Wakif bisa mengangkat dirinya sendiri sebagal nadzir atau tidak. Jika
wakif tidak mengangkat dirinya atau orang lain untuk menjadi nadzir maka
yang berhak menunjuk nadzir adalah orang yang diberi wasiat (jika ada) dan
jika tidak ada maka yang berhak menunjuk nadzir wakaf adalah Hakim.
Nadzir boleh lebih dari satu orang,

 Ibid.

® Ibnu Qudamah, al-Mughni, {Riyad: Maktabah al-Riyad), juz V, hal.646.

% prihartini, ep.cit., hal,117.
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Menurut golongan Hanafiyyah, jika nadzir lebih dari satu, mereka
akan menjaga harta wakaf tersebut bersama-sama dan tidak dibenarkan salah
seorang diantaranya membelanjakan harta tersebut dengan bebas.® Abdul
Wahab Khallaf juga menyebutkan bahwa menurut Abu Yusuf orang yang
paling berhak menentukan nadzir adalah wakif, dengan alasan bahwa wakif
tentunya berharap agar harta yang diwakafkan itu bermanfaat terus menerus.
Dengan demikian dialah sebemamnya yang paling mengetahui orang yang
mampu mengurues dan memelihara harta yang diwakafkan.

Wewenang Hakim untuk mengangkat nadzir kemudian diikuti oleh
beberapa nepara yang mempraktekkan perwakafan, misalnya Indonesia.
Pengangkatan nadzir yang dilakukan oleh Hakim pada umumnya berdasarkan
pertimbangan bahwa pengawasan terhadap nadzir akan lebih mudah.

Sekarang, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang
Wakaf, nadzir meliputi perseorangan, Organisasi atau Badan Hukum.

a. Nadzir Perseorangan

Nadzir Perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi
persyaratan menurut undang-undang. Nadzir wajib didafiarkan pada
Menter dan BWI melalui KUA setempat. Dalam hal tidak terdapat KUA
maka pendaftaran nadzi- dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor
Departemen Agama atau perwakilan BWI di Propinsi/Kabupaten/Kota.
BWI kemudian akan menerbitkan tanda bukti pendaftaran nadzir. Nadzir
Perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri paling sedikit
tiga orang. Salah seorang diantaranya diangkat menjadi ketua dan salah
seorang nodzir harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf
berada. Nadzir berhenti dari kedudukannya apabila ia meninggal dunia,
berhalangan tetap, mengundurkan diri atau diberhentikan oleh BWIL

% Dalam perkembangannya, nadzir wakaf terdiri dari kelompok orang bahkan ada yang

berbentuk Badan Huknm. Hal ini disebabkan nadzir yang terdiri dari kelompok orang ini
umumnya dapat mengembangkan wakaf dengan baik, baik dari segi pengawasan manpun
pengelolaan wakaf tersebut. Antara lain dapat menghindari terjadinya manipulasi atas harta wakaf
oleh perorangan, menghindari perselisihan di kemudian hari dan memudahkan koordinasi serta
bimbingan bagi nadzir. Apalagi jika wakaf itu dikelola oleh pemerintah dengan membentuk badan
pengelola wakaf tersendiri seperti di Mesir, Saudi Arabia, Yordania dan lain-lain,
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Namun berhentinya salah seorang nadzir Perseorangan tidak
mengakibatkan berhentinya nadzir perseorangan lainnya.¥’

Apabila diantara nagdzir Perseorangan berhenti dari kedudukannya,
nadzir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk
selanjutnya diteruskan kepada BW1I paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak
tanggal berhentinya nadzir Perseorangan dan pengganti nadzir akan
ditetapkan oleh BWI. Apabila tidak terdapat KUA setempat maka laporan
tersebut dilakukan nadzir melalui KUA, Kantor Departemen Agama atau
Perwakilan BWI di Propinsi/Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam hal
berhentinya nadzir untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf
dalam jangka waktu tidak terbatas maka nadzir yang ada memberitahukan
kepada wakif apabila wakif sudah meninggal dunia. Nadzir yang dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan
tugasnya, Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif
atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberheniian
dan penggantian nadzir.®

. Nadzir Organisasi

Nadzir Organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui
KUA setempat. Dalam hal tidak terdapat KUA maka pendaftaran radzir
dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor Departemen Agama atau
perwakilan BWI di Propinsi/Kabupaten/Kota.

Nadzir Organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang
sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang
memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

1} Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nadzir perseorangan;

2) Salah seorang pengurus harus berdomisili di Kabupaten/Kota letak
benda wakaf berada;

3) Memiliki:

% Indonesia [4], op.cit., Ps. 5.
% Ibid., Ps.6.

@ Ibid., Ps. 11 ayat (3).
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a) Salinan Akta Notaris tentang pendirian dan Anggaran Dasar;

b) Daftar Susunan Pengurus;

c) Anggaran Rumah Tangga;

d) Program Kerja dalam pengembangan wakaf;

€) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari

kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi;

f) Surat Pemyataan bersedia untuk di audit.
Persyaratan dalam point 3, harus dilampirkan pada permohonan
pendaftaran. Pendaftaran dilakukan sebelum penandatanganan ATW.

Nadzir Organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan. Apabila salah seorang
nadzir yang diangkat memnggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan
tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai nadzir maka nadzir yang
bersangkutan harus diganti. Organisasi yang bersangkutan kemudian harnss
melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling
lambat 30 (tigapuluh) hari sejak kejadian tersebut.

Nadzir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang tidak
melaksanakan tugas dan/atav melanggar ketentvan larangan dalam
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan
peruntukan yang tercantum dalam AIW maka pengurus pusat organisasi
bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atan tidak oleh BWI.
Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban
sebagaimana dimaksud tersebut, nadzir Organisasi dapat diberhentikan
dan diganti hak ke-nadziran-nya oleh BWI dengan memperhatikan saran
dan pertimbangan MUI setempat. Apabila nadzir Organisasi dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun sejak dibuatnya AIW tidak melaksanakan tugasnya
maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul wakif atau
ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan

penggantian nadzir.
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Nadzir Badan Hukum

Nadzir yang berbentuk Badan Hukum ini adalah suwatu bentuk
perkumpulan orang-orang yang bergabung dalam suatu organisasi yang
oleh hukum diperiakukan seperti halnya seorang manusia, sebagai
pengemban hak-hak dan kewajiban-kewajiban™, yang penunaiannya itu
sendiri diwakili oleh para pengurusnya. Nadzir Badan Hukum wajib
didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat. Dalam hal
tidak terdapat KUA, pendafiaran nadzir dilakukan melalui KUA terdekat,
Kantor  Departemen  Agama  atau  perwakilan BWI  di
Propinsi/Kabupaten/Kota.

Nadzir Badan Hukum yang melaksanakan pendaftaran harus
memenuhi persyaratan;”
1) Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan,

kemasyarakatan dan/atau keagamaan islam;
2) Pengurus Badan Hukum harus memenuhi persyaratan nadzir

perseorangan;
3) Salah seorang pengurus Badan Hukum harus berdomisili di

Kabupaten/Kota benda wakaf berada;
4} Memiliki:

a) Salinan Akta Notaris tentang pendirian dan Anggaran Dasar Badan

Hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;

b) Daftar Susunan Pengurus; -

c) Anggaran Rumah Tangga;

d) Program Kerja dalam pengembangan wakaf;

e} Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau

yang merupakan kekayaan badan hukum;

f) Surat Pernyataan bersedia untuk di audit.

Persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut di atas, harus dilampirkan

pada permohonan pendaftaran.

hal.15.

™ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980),

7" Indonesia [4], op.cit., Ps. 11 ayat (3).
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Nadzir perwakilan daerah dari suatu Badan Hukum yang tidak
melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai peruntukan yang
tercantum dalam Akta Tkrar Wakaf maka pengurus pusat Badan Hukum
bersangkutan wajib menyelesaikannya, baik diminta atau tidak oleh BWIL
Dalam hal pengurus pusat Badan Hukum tidak dapat menjalankan
kewajiban sebagaimana tersebut di atas maka nadzir Badan Hukum dapat
diberhentikan dan diganti hak ke-nadziran-nya oleh BWI dengan
memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat. Apabila nadzir
Badan Hukum dalam jangka wakiu 1 (safu) tahun sejak dibuatnya AIW
tidak melaksanakan tugasnya maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri
maupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada

BWI untuk pemberhentian dan penggantian nadzir.”

2.1.4.2 Syarat-Syarat Nadzir

1} Nadzir Perseorangan:

b.

1) Warga Negara Indonesia;

2) Beragama Islam;

3) Dewasa;

4) Amanah;

5) Mampu secara jasmani dan rohani; dan

6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Nadzir Organisasi:

1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir
perseorangan;

2) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan/atau

keagamaan Islam.

72 Ibid., Ps.12.
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c. Nadzir Badan Hukum:
1) Pengurus Badan Hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan
nadzir perseorangan;
2) Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan
3) Badan Hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial,
pendidikan dan/atau keagamaan Islam.

2.1.4.3 Kedudukan, Kewajiban dan Hak Nadzir

Nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan
mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan.
Sedemikian pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan sehingga
berfungsi atau tidaknya suatu perwakafan bagi mauguf alaih sangat tergantung
pada nadzir wakaf. Meskipun demikian tidak berarti bahwa nadzir
mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta/benda yang diamanatkan
kepadanya. Kekuasaan nadzir hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk
dimanfaastkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki wakif. Ia tidak
boleh menjual, menggadaikan harta wakaf kecuali diizinkan. -

Tugas-tugas nadzir apabila lebih diperinci yaitu antara lain
melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan
peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf serta
melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.™ Sehubungan dengan tugas-tugas
nadzir, ia wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI
mengenai kegiatan perwakafan.” Di dalam pengelolaan benda wakaf, ia bisa
menyewakan benda wakaf tersebut. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa
dalam pengelolaan benda wakaf tentu saja memerlukan biaya dan biaya itu
dapat diambil dari benda wakaf yang bersangkutan atau diambil dari sumber

™ Ibid., Ps. 13 ayat (1).

™ Ibid., Ps. 13 ayat (2). ' .
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lainnya. Mengenai sumber pembiayaan ini bergantung pada persyaratan yang
dikemukakan oleh wakif. Masa bakti nadzir adalah 5 (lima) tahun dan dapat
diangkat kembali. Pengangkatan kembali nadzir dilakukan oleh BWI dengan
syarat apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik
dalam periode sebelumnya sesuai ketentvan prinsip syariah dan peraturan
perundang-undangan.

Adapun hak-hak yang dipunyai oleh nadzir ialah ia dapat
menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta
benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).” Serta
berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas, yang jumlah dan jenisnya
ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran MUI kecamatan dan KUA

kecamatan setempat.™

2.1.5 Pelaksanaan Perwakafan

Seperti yang telah disinggung pada sub bab terdahulu, wakaf sebagai
suatu instansi keagamaan sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi.
Wakaf dapat dikatakan sebagai suatu pernyataan dar rasa iman yang mantap
dan rasa solidaritas yang tinggi antara sesama manusia.” Sehinpga ia merupakan
salah satu usaha mewujudkan dan memelibara hablum minallah (hubungan
dengan Tuhan YME) dan hablum minannas (hubungan dengan sesama
manusiay).

Oleh karena wakaf merupakan perwujudan hablum minannas, maka
bagi orang pribadi ataupun kolektif (keluarga) maupun Badan Hukum, apabila
bermaksud hendak mewakafkan harta bendanya maka ia tidak dapat sekehendak
hati saat itu juga dapat mewujudkan kehendaknya melainkan untuk mewujudkan

keinginannya tersebut ia harus terlebih dahulu menempuh proses sesuai dengan

* Indonesia [3], ep.cit., Ps. 12.
™ Indonesia [6], Kompilasi Hulkum Islam, Ps. 222.
7 Satria Efendi, M. Zein, Analisa Yuriprudensi tentang Perwakafan (Thrar Wakap),

Dalam Yurisprudensi (Peradilan Agama) dan Analisa, (Jakanta: Direktorat Pembinaan Peradilan
Agama, 1995), hal. 733.
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ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari proses

persiapan sampai kepada pelaksanaan ikrar wakafnya itu sendin.
2.1.5.1 Persiapan Pelaksanaan Perwakafan

Persyaratan-persyaratan administrasi atas harta benda wakaf yang
diperlukan untuk diserahkan kepada PPAIW ialah:
a. Surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf
Untuk perwakafan atas benda-benda tidak bergerak, diperlukan
sertipikat hak atas tanah atau sertipikat satuan rumah susun yang
bersangkutan. Apabila sertiptkat tersebut belum dipunyainya maka dapat
diganti dengan tanda bukti pemilikan lainnya atas tanah seperti petuk,
girik, ketikir dan semacamnya. Sedangkan untuk benda berperak selain
uang wajib pula mempunyai bukti pemilikan benda bergerak selain uang
tersebut. Persyaratan mana diperlukan untuk dapat membuktikan bahwa
yang akan diwakafkan adalah benar-benar miliknya.

b. Surat Keterangan tidak dalam sengketa dan pembebanan

Surat Keterangan ini diperlukan guna memberikan kejelasan bahwa
tanah yang akan diwakafkan betul-betul bebas untuk dialih-hakkan kepada
pihak lain, karena tidak terkat oleh suatu sitaan (tersangkut dalam
sengketa) akibat adanya pembebanan tertentu. Dengan demikian berarti
pelaksanaan wakaf dijamin keamanannya dari gangguan-gangguan yang
dapat mengancam keberadaannya.

Surat keterangan ini harus dimintakan oleh calon wakif kepada Kepala
Desa atau Lurah (sejenisnya) yang mewilayahi tanah yang akan
diwakafkan. Juga harus diperkuat oleh Camat setempat. Hal-hal tersebut
dimungkinkan karena dialah sebagai pejabat yang terdekat dengan
rakyatnya dimana setiap persoalan berada dalam pengurusannya, sehingga
ia tahu persis akan setiap perkembangan tanah yang berada di dalam
daerah yurisdiksinya.
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Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
Yang dimaksud ialah Surat Keterangan Pendaflaran Tanah yang diatur

oleh peraturan perundangan yang berlaku.

Surat Izin Bupati/Walikotamadya

Dalam prakteknya wewenangnya di delegasikan kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Surat ini dibutuhkan guna
mengetahui sejauh manakah keadaan tanah yang akan diwakafkan di masa
yang akan datang. Apakah termasuk dalam rencana pemerintah untuk
dipergunakan sebagai kepentingan pembanpunan seperti untuk gedung-
gedung pemerintah atau terlewati oleh pembangunan jalan-jalan baru dan
sebagainya.

Apabila ternyata tanah tersebut sudah termasuk dalam rencana
pemerintah seperti dalam contoh tersebut di atas maka Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota atas nama Bupati atau Walikotamadya tidak

akan mengizinkannya dan menganjurkan supaya tanah lain yang

~diwakafkan. Larangan ini dimaksudkan semata-mata agar tanah wakaf

tersebut tidak diganggu gugat nantinya sehingga keadaannya tetap aman.
Dengan kata lain, tanah-tanah yang akan diwakafkan juga tidak bolech
bertentangan dengan kepeatingan Pemerintah.

Termasuk pula dalam tahap persiapan adalah menghubungi para

saksi (minimal dua orang) yang akan dibawa oleh calon wakif. Para saksi
dimaksud sebaiknya dipilih dari mereka yang dalam pandangan kehidupan
masyarakat sehari-hari dapat dipercayai kesalahan dan kebaikannya, misalnya
Kyai, Pemuka Masyarakat, Imam Masjid, Ustadz. Dalam Undang-Undang
Wakaf, syarat-syarat saksi diatur dalam Pasal 20, yaitu dewasa, beragama
Islam, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Selain
itu, calon wakif juga harus menghubungi nadzir yang hendak diserahi amanat
guna pengurusan dan pengelolaan tanah wakaf tersebut.
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2.1.5.2 Tata Cara Pelaksanaan Perwakafan

Setelah semua syarat-syarat administrasi untuk mewakafkan telah
terpenuhi, selanjuinya calon wakif bersama-sama dengan nadzir serta para
saksi yang telah dihubungi harus datang menghadap dan menemui Kepala
KUA kecamatan setempat sebagai PPAIW untuk menyampaikan maksud dan
kehendaknya, yaitu hendak melaksanakan ikrar wakaf Ikrar wakaf ini
nantinya akan dituangkan dalam bentuk ATW.

PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah
Kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf. PPATW
harta benda wakaf bergerak selain uang adalah Kepala KUA dan/atau pejabat
lain yang ditunjuk oleh Menteri. Sedangkan PPAIW harta benda wakaf
bergerak berupa uvang adalah Pejabat Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
paling rendah setingkat Kepala Seksi LKS yang ditunjuk oleh Menteri.”
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1-3) ini tidak menutup
kesempatan bagi wakif untuk membuat AIW di hadapan Notaris. Persyaratan
Notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh Menteri. :

Sebelum dilaksanakan ikrar wakaf, PPAIW yang bersangkutan
berkewajiban memeriksa terlebih dahulu terhadap kehendak wakif.
Pemeriksaan yang dimaksud menyangkut hal-hal:

a. Latar belakang maksud dan kehendak calon wakif, dalam arti apakah
kehendak dan maksud calon wakif tersebut betul-betul ikhlas atas kemauvan
sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain;

b. Keadaan tanah yang hendak diwakafkan, apakah tanah tersebut merupakan
tanah milik dari yang bersangkutan dan terlepas dari pembebanan apapun
juga.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan berdasarkan penelitian

atas syarat-syarat administrasi yang telah diserahkan calon wakif kepadanya.

Tidak terlepas dari kewajiban PPATW adalah memeriksa para saksi
yang telah diajukan oleh calon wakif, apakah telah memenuhi persyaratan

™ Indonesia [4], op.cir., Ps 37 ayat (1), (2), (3).
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selain itu ia juga wajib memeriksa nadzir yang ditunjuk atau dibawa oleh
calon wakif. Apabila nadzir belum didaftackan maka setelah nadzir tersebut
dinilai oleh PPAIW telah memenuhi persyaratan, harus segera didaftarkan.

Setelah PPAIW menilai semua persyaratan telah terpenuhi
sehingga tidak ada halangan hukum untuk dilaksanakannya suatu perwakafan
maka PPAIW mempersilahkan calon wakif untuk mengucapkan ikrar wakaf
kepada nadzir yang bersangkutan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang
saksi.”™ Tkrar wakaf itu sendifi dapat dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan.*
Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak
dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan
oleh hukum, wakif dapat membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan
persetujuan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan selanjutnya ikrar
itu dibacakan oleh kuasa waki/ dengan surat kuasa kepada nadzir, dihadapan
PPAIW, yang diperkuat oleh dua orang saksi.

Pengucapan/pemyataan ikrar wakaf harus mencakup:

Nama dan identitas wakif,
Pernyataan kehendak;
c. Identitas harta benda yang akan diwakafkan;

g »

d. Tujuan yang diinginkan;

e. Nadzir beserta identitasnya; dan

f. Saksi-saksi.

Pernyataan kehendak wakif (ikrar wakaf) tersebut di atas dapat dalam bentuk
wakaf khairi atau wakaf aghli. Wakaf ahli diperuntukan bagi kesejahteraan
umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif.
Dan dalam hal sesama kerabat ahli tidak ada lagi karena telah meninggal
dunia, maka wakaf ghli karena hukum beralih statusnya menjadi wakaf khairi
yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

™ Indonesia [3], op.cit., Ps. 17 ayat (1).
® Indonesia [3], 7bid., Ps. 17 ayat (2).

B 1bid,, Ps. 18.
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Setelah pernyataan kehendak wakif dalam bentuk ikrar wakaf
dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan maka demi untuk memperoleh bukti
autentik, yang akan dipergunakan bagi keperluan pendaftaran pada Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota serla untuk keperluan penyelesaian sengketa yang
mungkin saja terjadi di kemudian hani maka PPAIW segera menuangkan ikrar
wakaf tersebut ke dalam AIW sesvai dengan jenis harta benda yang
diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf denpan dihadin oleh
nadzir, mauquf alaih dan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Kehadiran
nadzir dan mauguf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda
bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan nadzir
dan/atau mauquf alaih. Dalam hal mauguf alaih adalah masyarakat luas
(publik), kehadiran mauquf alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf tidak
disyaratkan. Tkrar wakaf kepada nadzir di hadapan PPAIW, diterima oleh
mauquf alaik dan harta benda wakaf diterima oleh nadzir untuk keentingan

maugquf alaih.

AIW harus mencakup:*
a. Nama dan identitas wakif;
h. Nama dan identitas nadzir,
c. Data dan keterangan harta benda wakaf;,
d. Peruntukan harta benda wakaf:
e. Jangka waktu wakaf.
Dalam hal wakif adalah Organisasi atau Badan Hukum, nama dan identitas
wakif yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus Organisasi atau
direksi Badan Hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar masing-masing. Sedangkan dalam hal radzir adalah Organisasi atau
Badan Hukum, maka nama dan identitas nadzir yang dicantumkan dalam akta
adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus Organisasi atau Badan Hukum
yang bersangkutan bersangkutan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
masing-masing.* AIW yang telah ditandatangani oleh wakif, nadzir, dua orang

* Indonesia [4], op.cit., Ps. 32 ayat (4).

¥ Ibid., Ps. 32 ayat (5), (6).
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saksi, dan/atau mauquf alaih (tanda tangan mauquh alaih dicantumkan dalam
AlIW, dalam hal wakif menentukan secara khusus mauguh alaih) disahkan
oleh PPAIW.

PPAIW segera membuat AIW rangkap 4 dengan materai menurut
ketentuan yang berlaku dan selanjutnya, selambat-lambatnya 1 bulan dibuat
ikrar wakaf, tiap-tiap lembar harus telah dikirim dengan pengaturan dan
pendistribusian sebagai berikut:

1) Lembar 1: disimpan oleh PPAIW

2) Lembar 2: lampiran surat permohonan pendaftaran tanah wakaf ke Kantor
Sub Direktorat Agraria setempat

3} Lembar 3: untuk Pengadilan Agama setempat

Harta benda wakaf wajib diserahkan oleh wakif kepada radzir dengan
membuat berita acara serah terima paling lambat pada saat penandatanganan
AIW/APAIW yang diselenggarakan dalam Majelis Tkrar Wakaf. Dalam berita
acara serah terima harus disebutkan tentang keadaan serta rincian harta benda
wakaf yang ditandatangani oleh wakif dan nadzir *

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sedangkan
perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk dan 2 {dua)
orang saksi serfa surat asli wakaf tidak mungkin dibuat karena wakif sudah
meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya maka dibuat Akta
Pengganti Akta Tkrar Wakaf (APAIW).

Mengenai APAIW, dibuat berdasarkan permchonan masyarakat atau
dua orang saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf dan mendengar
perbuatan wakaf., Permohonan tersebut harus dikvatkan dengan adanya
petunjuk tentang keberadaan benda wakaf. Apabila tidak ada orang yang
memohon pembuatan APAIW maka Kepala Desa tempat benda berada wajib
meminta pembuatan APATW tersebut kepada PPATW setempat.®

® 1bid., Ps. 36.

® Ibid,, Ps. 35 ayat (1), (2), (3).
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Atas penerbitan AIW/APAIW sebagaimana tersebut di atas, PPAIW
yang bersangkutan harus membuat salinannya dan kemudian disampaikan
kepada:®
a. Wakif;

b. Nadzir;

c. Mauquf alaih;

d. Kantor Pertanahan Kabupaten /Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah;

e. Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak
bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh PPAIW ialah mencatat dalam

Daftar Akta tkrar Wakaf dan menyimpannya bersama aktanya dengan baik.

Telah selesainya pengikraran wakaf dan penuangannya ke dalam
AIW/APAIW dan salinannya maka berarti perbuatan mewakafkan tersebut
telah dianggap sah dan mempunyai bukti autentik. Tindakan selanjutnya untuk
lebih memperkuat bukti autentik yang telah ada, yaitu dengan
mendaftarkannya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota scternpat
(dahulu Kantor Sub Dircktorat Agraria Kabupaten/Kota). PPAIW atas nama
nadzir wajib menyampaikan APAIW beserta dokumen pelengkap iainnya
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dalam rangka
pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama
30 (tigapuluh) hari sejak penandatanganan APAIWY sedangkan untuk ATW,
paling lambat 7 (tujuh) hari hari kerja sejak ATW ditandatangani.®

3 Ibid., Ps. 34 hurufe.
¥ Ibid., Ps. 35 ayat (4)

¥ Indonesia [3], op.cit., Ps, 32,
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2.1.6 Pendaftaran dan Pencatatan Perwakafan Tanah

2.1.6.1 Pendafiaran Perwakafan Tanah

Berdasarkan ketentuan perwakafan yang terdahulu yaitu PMDN No. 6
Tahun 1977, semua tanah yang telah diwakafkan dan telah dibuatkan AIW-
nya harus didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat
untuk memperoleh sertipikat wakaf. Kewajiban untuk mengajukan
pendaftaran ini dilakukan oleh PPAIW atas nama radzir. Permohonan bagi
pendaftaran perwakafannya harus disampaikan oleh PPAIW selambat-
lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dibuatnya Akta Ikrar
Wakaf "

Permohonan pendaftaran perwakafan tanah-tanah milik yang belum
terdaftar di Kantcr Pertanahan Kabupaten/Kota atau belum ada sertipikatnya
maka dapat dilakukan bersama-sama dengan permohonan haknya menurut
ketentuan pendaftaran tanah. Sedangkan jika suatu bidang tanah akan
diwakafkan sebagian maka oleh calon wakif terhadap bidang tanah tersebut
harus dilakukan pemisahan terdahulu atas bagian-bagian yang tidak
diwakafkan dan bagian yang akan diwakafkan kemudian pada masing-masing
bagian bidang tanah tersebut dibuatkan buku tanah dan sertipikatnya atas
nama calon wakif.

Adapun dokumen-dokumen yang harus diserahkan bagi keperluan
pendaftaran adalah sebagai berikut:®
a. Sertipikat tanah yang bersangkutan;

b. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat olebh PPAIW setempat;
c. Surat pengesahan dari KUA Kecamatan setempat mengenai nadzir yang
bersangkutan.

¥ Indonesia [7], Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Tata Pendafiaran Tanah
Mengenai Perwakafan Tanah Milik. PMDN No. 6 Tahun 1977, Ps. 3.

% Ibid., Ps. 6 ayat (1).
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Dalam hal bidang tanah milik yang diwakafkan tersebut belum
terdaftar atau belum ada sertipikatnya maka harus diserahkan:”"

a. Surat permohonan konversi/penegasan haknya;

b. Surat-surat bukti pemilikan tanahnya serta surat-surat keterangan lainnya
yang diperlukan sehubungan dengan permohonan konversi dan
pendaftaran haknya;

c. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat PPAIW setempat;

d. Surat pengesahan dari KUA Kecamatan setempat mengenai nadzir yang

bersangiutan.

Ketentuan yang kini berlaku sejak berlakunya Undang-Undang Wakaf
dalam hal pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah,
dilaksanakan oleh PPAIW berdasarkan AIW atau APAIW. Dalam
permohonan pendaftaran selain diperlukan salinan AIW atau APAIW,
dilampirkan pula:*

a. Sertipikat hak atas tanah atau sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya;

b. Surat pemyataan dari yang bersangkutan bahwa tanahnya tidak dalam
sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan yang diketahui oleh Kepala
Desa atau Lurah atau sebutan lain yang setingkat, dan diperkuat oleh
Camat;

c. Izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dalam hal tanahnya diperoleh dari instansi
pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan pemerintahan desa
atau sebutan lain yang setingkat dengan itu;

d. Izin dar pejabat bidang pertanzhan apabila dalam sertipikat dan
keputusan pemberian haknya diperlukan izin pelepasan/peralihan;

*! Ibid., Ps. 6 ayat (2).

% Indonesia {4), op.cit., Ps. 38 ayat (2).
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e. lzin dari pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Milik dalam hal Hak Guna
Bangunan atau Hak Pakai yang diwakafkan di atas Hak pengelolaan atau
Hak Milik.

Pendaftaran sertipikat tanah wakaf dilakukan berdasarkan AIW atau

APAIW dengan tata cara sebagai berikut:*>

a. Terhadap tanah yang sudah berstatus Hak Milik didaftarkan menjadi tanah
wakaf atas nama nadzir;

b. Terhadap tanah Hak Milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas
keseluruhan, maka harus dilakukan pemecahan sertipikat Hak Milik
teriebih dahulu kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama
nadzir. Dengan pemisahan tersebut, maka akan terbit dua sertipikat, yang
keduanya atas nama wakif. Untuk tanah yang tidak diwakafkan,
sertipikatnya tetap dipegang dan dikuasai wakif, sedangkan untuk
sertipikat tanah yang diwakafkan diserahkan kepada PPAIW bersamaan
dengan pendaftaran perwakafan tanahnya guna penerbitan/perubahan
sertipikat tanah tersebut menjadi sertipikat tanah wakaf;

c. Terhadap tanah yang belum berstatus Hak Milik yang berasal dari tanah
milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir;

d. Terhadap Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha atau Hak Pakai di atas
tanah Negara yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari
pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah
wakaf atas nama nadzir;

e. Terhadap tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, mushola,
makam di daftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nadzir.

Kantor Pertanahan selanjutnya akan menerbitkan bukti pendaftaran tanah

wakaf. Bukti pendaftaran ini harus disampaikan kepada Pejabat yang

berwenang di bidang pertanahan Kabupaten/Kota setempat kemudian
mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan
sertipikatnya.

» Ibid., Ps. 39 ayat (1).
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Adapun tata cara dalam proses penerbitan sertipikat wakaf lama jalah:
Nadzirfturunan padzir, wakiffturunan  wakif, masyarakat, Kepala
Desa/Lurah menghadap Kepala Kantor KUA selaku PPAIW guna
melaporkan tanah wakaf yang diketahuinya dengan formulir WD;

PPATIW meneliti keberadaan tanah wakaf tersebut, dapat diyakini sebagai
tanah wakaf/bukan dan selanjutnya mengesahkan nadzir,

PPAIW membuat APATW (W3) dan salinannya untuk para pelapor/nadzir
(W3a);

PPAIW atas nama nadzir menuju Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota,
dengan membawa permohonan data wakat dengan formulir W7;

Kantor Pertanahan memproses sertipikat tanah wakaf;

Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan sertipikat tanah wakaf kepada
nadzir dan selanjutnya ditujukan kepada PPAIW untuk dicatat pada
APATW (W4a)

Untuk proses sertipikat wakaf baru, dengan tata cara sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

3)
6)

Wakif, nadzir dan para saksi menghadap Kepala Kantor KUA selaku
PPAIW;

PPATW memeriksa persyaratan wakaf dan mengesahkan radzir;

Wakif mengucapkan ikrar wakaf di hadapan saksi-saksi dan PPAIW .
kemudia selanjutnya PPAIW membuat AIW dan salinannya untk
diserahkan kepada Wakif, nadzir dan para saksi

PPAIW atas nama nadzir memndaftarkan ke Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota dengan membawa berkas permohonan pendaftaran tanah
wakaf dengan pengantar formulir W7,

Kantor Pertanahan memproses sertipikat tanah wakaf;

Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan sertipikat tanah wakaf kepada
nadzir dan selanjutnya ditunjukkan kepada PPAIW untuk dicatat pada
Daftar Akta Ikrar Wakaf (formulir W4).
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2.1.6.2 Pencatatan Perwakafan Tanah

Setelah surat permohonan pendaftaran tanah wakaf diterima oleh
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dan semua
surat/dokumen yang harus diserahkan sehubungan dengan permohonan
dimaksud telah dianggap lengkap maka Kepala Kantor Pertanahan mencatat
tanah wakaf yang bersangkutan pada buku tanah dan sertipikatnya. *
Sehubungan dengan pencatatan ini, hal-hal yang perlu dilakukan
" oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan berdasarkan ATW/APAIW adalah:”
1) Mencoret nama/nama-nama pemegang hak yang lama yaitu wakif;
2) Mencantumkan kata-kata “WAKAF” dengan huruf besar di belakang
nomor Hak Milik tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan

sertipikatnya;

3) Mencantumkan kata-kata:
“Diwakafkan untuk............ Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf PPAIW
Kecamatan................. Tanggal......... Nomor......... . pada halaman

tiga kolom sebab perubahan dalam buku tanah dan sertipikamya.

4) Mencantumkan nama-nama radzir pada halaman tiga kolom nama yang
berhak dan pemegang hak iainnya dalam buku tanah dan sertipikatnya.
Pengisian kolom-kolom lainnya pada halaman tiga dalam buku tanah dan
sertipikat dilakukan sesuai dengén ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Jika nadzir terdiri dari Perscorangan maka yang ditulis dalam
buku tanah dan sertipikatnya adalah nama-nama orang dari kelompok tersebut
disertai kedudukannya Dalam kepengurusan sedangkan jika nadzir merupakan
Organiasasi atau Badan Hukum maka yang ditulis adalah nama Organisasi
atau Badan Hukum yang bersangkutan. Selanjutnya, setelah dilakukan
pencatatan, PPAIW wajib menyampaikan kepada nadzir. Dalam hal harta
benda wakaf ditukar atau dirubah peruntukannya, nadzir melalui PPATW
mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan BWI atas harta

™ Herman Hermit, Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Wakaf, (Bandung: CV. Mandar
Majuy, 2007), hal.36.

* Indonesia [7], op.cit., Ps. 8 ayat (1).
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benda wakaf yang ditukar atau dirubah peruntukannya itu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran tanah wakaf.

2.1.7 Perubahan Status Tanah Wakaf

Pada dasarnya suatu tanah yang telah diwakafkan dilarang untuk
dirubah menyangkut status tanah wakaf tersebut seperti dijual, dijaminkan, di
sita, dihibahkan, diwariskan, ditukar (ruislag) atau dialibkan dalam bentuk
pengalihan lainnya yang dapat mengakibatkan berubahnya status tanah wakaf
menjadi tanah bukan wakaf Larangan terhadap perubahan status harta benda
wakaf tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Wakaf
(sebelumnya ketentuan mengenai perubahan perwakafan tanah milik diatur
dalam Pasal 11 PP No. 28 Tahun 1977).

Ketentuan mengenai larangan perubahan status tanah wakaf karena
ditukar dapat dikecualikan, apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan
digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum fata ruang
(RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan tidak bertentangan dc;lgan syariah.™ Seorang nadzir dalam melakukan
perubahan status tanah wakaf tidak dapat melakukannya begitu saja melainkan
hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri
berdasarkan pertimbangan BWI. Tanah wakaf yang sudah dirubah statusnya
karena penukaran, wajib ditukar dengan tanah yang manfaat dan nilai tukar
sekurang-kurangnya sama dengan tanah semula. Ketentvan lebth lanjut
mengenai perubahan status harta benda wakaf pada Pasal 4] Undang-Undang
Wakaf akan diatur lebih lanjut dalam PP No. 42 Tahun 2006.

Izin tertulis dart Menteri hanya dapat diberikan dengan pertimbangan

sebagai berikut:”

% Indonesia [3], op.cit., Ps. 41 ayat (1).

% Indonesia [4], op.cit., Ps. 49 ayat (2)-

Universitas Indonesia
Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



73

Perubahan tanah wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai
dengan RUTR berdasarkan ketentvan peraturan perundang-undangan dan
tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

Tanzh wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan
mendesak.

Selain dari pertimbangan tersebut di atas, izin pertukaran tanah wakaf hanya
dapat diberikan jika:™

a.

Tanah penukar memiliki sertipikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

Nilai dan manfaat tanah penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta
benda wakaf semula.

Nilai dan manfaat tanah penukar ditetapkan oleh Bupati/Walikota

berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:*”

Boo

a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
b.

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten/Kota;
Kantor Departe;nen Agama Kabupaten/kota;
Nadzir tanah wakaf yang bersangkutan.

Adapun nilai dan manfaat tanah penukar dihitung sebagai berikut:'®
Tanah penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak {NJOP) sekurang-kurangnya
sama dengan NJOP tanah wakaf: dan
Tanah penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk
dikembangkan.

** Ibid., Ps. 49 ayat (3).
¥ 1bid,, Ps. 49 ayat {4).

1 1pid., Ps. 50.
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Penukaran terhadap tanah wakaf yang akan dirubah statusnya
dilakukan dengan cara-cara:'®

a. Nadzir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan
perubahan status/tukar menukar tersebut;

b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor
Departemen Agama Kabupaten/Kota;

c. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah menerima
permohonan tersebut membentuk 1im dengan susunan dan maksud seperti
dalam Pasal 49 ayat (4) dan selanjutnya Bupati/Walikota setempat membuat
Surat Keputusan;

d. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota meneruskan
permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan selanjitnya
meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan

e. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri maka tukar ganti
dapat dilaksanakan dan oleh nadzir hasilnya harus dilaporkan ke Kantor
Pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

Tata cara perubahan status perwakafan tanah milik sebelumnya diatur dalam

Pasal 12 dan Pasal 13 PMA No. 1 Tahun 1978 dimana perbedaannya dengan

Undang-Undang Wakaf ialah bahwa dalamn hal perubahan status tanah wakaf,

yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Agama cq. Direktorat

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Penyimpangan-penyimpangan dari

prosedur dan ketentuan tersebut di atas, selain terkena sanksi pidana seperti

namun juga dengan sendirinya batal menuret hukum. Sesuai dengan ketentuan-
ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu perubahan status
atas tanah wakaf, pelaksanaannya dibatasi secara ketat dimaksudkan agar dapat
dihindarkan praktek-praktek yang dapat merugikan akan eksistensi dan

keberadaan masalah perwakafan itu sendiri.

91 rbid, Ps. 51.
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2.1.8 Pengertian Mengenai Yayasan

Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang
dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.'™ Yayasan
mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas. Yayasan
didirtkan oleh satu orang/lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan
pendirinya, sebagai kekayaan awal. Pendirian Yayasan dilakukan dengan akta

- Notaris dalam bahasa Indonesia. Yayasan akan memperoleh status sebagai
badan hukum setelah Akta Pendirian yayasan disahkan oleh Menteri Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia Permohonon pengesahan Menteri harus diajukan
Notaris selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Akta Pendirian
ditandatangani.'”

2.2 Analisis Mengenai Tukar Menukar (Ruislag) Tanah Wakaf (Kasus Tanah
Wakaf Wan Syarifah, Petogogan, Jakarta Selatan)

2.2.1 Posisi Kasus

Sebidang tanah (belum bersertipikat) seluas + 8985 m? yang terletak
di Jalan Nipah, Kelurahan Pela Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan telah diwakafkan secara lisan oleh Habib Abdullah Al Aidid (Wakif)
sejak tahun 1935. Tanah dimaksud diwakafkan bagi pemakaman umum
khususnya bagi penduduk asli Petogogan, Amanah ini dahulu diserahkan kepada
Lurah Petogogan, Abdul Malik. Untuk mengenang salah satu putri Hab‘ib
bermama Wan Syarifah yang juga dimakamkan di tempat itu, maka kemudian
tanah tersebut dikenal dengan tanah (pemakaman) wakaf WAN SYARIFAH

' Indonesia [8], Undang-Undang Yayasan. UU No. 16, LN No. 112 tahun 2001, TLN
No. 4132, Ps L.

™ Indonesia [9), Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2001 tentang Yayasan. UU No. 28, LN. No. 115 tahun 2004, TLN No. 4430, Ps. 11.
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bahkan dinamakan Jalan Nipah karena merupakan panggilan akrab Wan
Syarifah. Tahun 1974, dikeluarkan Surat Keputusan Pendaftaran Tanah (SKPT)
yang isinya menerangkan bahwa menurut Daftar Pendaftaran Tanah, bidang
tanah yang terkenal sebagai Tanah Wakaf WAN SYARIFAH adalah tanah

bekas eigendom verponding tertulis atas nama Negara Republik Indonesia.

Adapun peristiwa-peristiwa atau hal-hal penting yang terjadi

sehubungan dengan kasus ini, ialah:

1.

Pada tahun 1975 Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan
Gubernur DKI Jakarta Nomor D.II1-6143/a/16/75 Tanggal 3 November
1975 tentang Penutupan Tempat Pemakaman Umum (untuk selanjutnya
akan disingkat TPU) Nomor 4 Blok P Kebayoran Baru (termasuk
Pemakaman Wakaf WAN SYARIFAH yang terletak disebelahnya) yang
pada waktu itu dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa mengingat TPU
Blok P (termasuk Pemakaman Wakaf WAN SYARIFAH) sudah tidak
dimungkinkan lagi (karena sudah penuh) untuk menampung pemakaman
jenazah baru maupun tumpangan serta mengingat pula bahwa TPU tersebut
akan dikosongkan dam dipindahkan maka sebagai langkah pertama perlu
menyatakan penutupan tempat pemakaman tersebut, baik untuk pemakaman
jenazah baru maupun pemakaman tumpangan.

Dengan SK Gubemur, Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan berencana
menata ulang lokasi tanah pemakaman wakaf tersebut. Oleh karenanya,
sejak penutupan tersebut dilakukan, pelayanan Pemakaman Umum Blok P
maupun Pemakaman Wakaf WAN SYARIFAH otomatis terhenti. TPU Blok
P maupun WAN SYARIFAH tertutup bagi pemakaman baru maupun
pemakaman tumpangan. Setelah dikeluarkannya SK Gubernur, praktis tidak
ada lagi warga, khususnya warga Petogogan yang dikuburkan di pemakaman
itu;

Dengan adanya penutupan justru masalah baru mulai bermunculan.
Kondisinya menjadi tidak terawat lagi, sehingga sebagian arealnya dapat
dengan mudah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung
Jjawab untuk mendirikan bangunan/rumah hunian tanpa ijin (liar). Akibatnya
mengganggu kondisi lingkungan (kumuh, rawan sosial/rawan kamtibnas),
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terutama pada malam hari dijadikan tempat mangkal para WTS/PSK dan
transaksi Narkoba. Dengan demikian diatas tanah pemakaman wakaf WAN
SYARIFAH tersebut telah terdapat bangunan liar yang dihuni sebanyak + 68
KK serta kuburan + 1000 makam. Di atas tanah wakaf fersebut oleh para
ahli waris wakif kemudian juga didirikan sebuah musholla yang bermama
Musholla Arrofiqurrahim.

Dengan adanya kondisi-kondisi yang terjadi di atas tanah pemakaman
wakaf WAN SYARIFAH, tentunya merugikan serta menimbulkan suasana
tidak nyaman yang dirasakan oleh warga masyarakat Petogdgan yang
mempunyai makam keluarga di lokasi tersebut (untuk selanjutkan akan
disebut ahli waris makam) namun yang lebih utama lagi penggunaan
terhadap lanahk wakaf tersebut dirasa telah melenceng dari niat awal wakif,
yaitu hanya diperuntukan bagi pemakaman umat khususnya bagi warga
Petogogan. Oleh karenanya kemudian para ahli waris wakif, pada tahun
1987 mendirikan Yayasan Amaliyah Arrofiqqorrahim Wan Syarifah (untuk
selanjutnya akan disebut yayasan). Yayasan ini terdiri dari Badan Pendin,
Badan Pengurus (di dalamnya juga terdapat Pengurus Haran) serta
pengawas. Pengurus Harian inilah yang nantinya akan berposisi sebagai
“Nadzir (pengelola tanah wakaf); !

Sebelumnya, pada tahun 1979, salah satu ahli waris waldf telah
mengajukan pendafiaran perwakafannya melalui KUA Kebayoran Baru, hal
mana dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 15 PMA No. 1
Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik.

Pada tanggal 17 September 1987, dikeluarkan suatu Daftar Isian
Inventarisasi Data Pemakaman Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang
merupakan suatu keterangan yang berisi bahwa berdasarkan informasi dari
Habib Hamid bin Abdul Rachman Aidid (ahli waris dan1 wakif) menyatakan
bahwa benar lokasi yang terletak di Jalan Nipah telah diwakafkan oleh wakif
secara lisan pada tahun 1935 dengan dihadiri 3 (tiga) orang saksi. Bukti
kepemilikan tanah berupa Surat Ukur Tanah dari Suku Dinas Pekerjaan
Umun_l Jakarta Selatan Nomor 007/1970. Bukti lain tentang wakaf adalah
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pengakuan masyarakat secara tertulis serta surat kuasa dari ahli waris kepada

Achmad bin Umar Alaydrus. Keadaan lokasi pemakaman saat ini tidak aktif,

perpetakan makam tidak teratur dan sudah ditutup dengan SK Gubernur DKI

Jakarta dengan No D.I1-6143/a/16/75 Tanggal 3 November 1975.

Kepengurusannya dilakukan oleh Yayasan Amaliyah Amofigorrahim;

Pada tanggal 1 Februari 1993, Syarief Husein Alaydrus, bertindak selaku
salah seorang dari para nadzir, mengajukan permohonan pendaftaran tanah
wakaf atas bangunan musholla. Hal tersebut dilakukan berdasarkan
ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) PP No. 28 Tahun 1977, Pasal 3-4, Pasal 6
ayat (2) serta Pasal 7-9 PMDN No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran
Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik;

Seiring dengan berjalannya waktu, lokasi Pemakaman Umum Blok P
kemudian telah dimanfaatkan untuk pembangunan Kantor Walikota Jakarta
Selatan dan Taman Kota sedangkan pada lokasi Pemakaman Wakaf WAN
SYARIFAH keadaannya masih sama;

Namun tanggal 23 Juli 2004 Walikota Jakarta Selatan mengundang
perwakilan dari pithak yayasan guna membicarakan hal-hal sebagai berikut:
1) Kawasan tanah wakaf tersebut direncanakan akan digunakan sebagai

perluasan/penataan kawasan Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan;

2) Di atas tanah wakaf tersebut terdapat + 68 KK yang telah menempati
taneh cukup lama, warga meminta kepada Walikotamadya Jakarta
Selatan, Camat Kebayoran Baru serta Lurah Petogogan guna segera
dilakukannya pengosongan bangunan liar sehubungan dengan rencana
tersebut di atas.

Oleh karenanya pada tanggal 22 September 2004, pihak yayasan
mengajukan surat permohonan kepada pihak Walikota Jakarta Selatan,
perihal agar tanah pemakaman wakaf WAN SYARIFAH secara pasti dapat
dijadikan bagian Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan namun dengan
catatan dapat diberikan penggantinya;

Tanggal 31 Maret 2005, pihak yayasan kembali membuat surat kepada
Walikotamadya Jakarta Selatan perihal tidak keberatan diserahkan ke
Pemerintah Kota asalkan diberi kompensasi;
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Pihak yayasan kemudian mencoba mengajukan permohonan ruisiag
tanah wakaf dengan surat No. 003/TV/IST/WS/2005 pada tanggal 25 April
2005 melalui Kepala KUA Keb Baru dengan alasan-alasan serta
pertimbangan sebagai berikut:

1) Bahwa lokasi tanah makam wakaf WAN SYARIFAH yang berada di
belakang Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan telah dimasukkan dan
direncanakan oleh Pemkot Jakarta Selatan untuk perluasan/penataan
Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan;

2) Bahwa guna realisasi program/rencana tersebut, kam sebagai
pengelola/pemelihara serta pelestari nilai-nilai wakaf dari keluarga Wan
Syarifah pada prinsipnya tidak berkeberatan, asalkan sesuai dengan
ketentuan Hukum Apgama dan Negara;

3) Bahwa untuk itu dimohon baik kepada Pemkot Jakarta Selatan c.q
Walikota serta KUA di bawah Departemer Agama c.q KUA Kebayoran
Baru, dapat memberi pertimbangan tentang hukumnya guna ruislag
(penukaran) lokasi tanah ke tempat lain, sepanjang tidak bertentangan
dengan Hukum Islam;

4) Bahwa yayasan berencana akan menukar/memindahkan ke lokasi di
Jakarta Timur;

5) Bahwa penukaran (ruislag) tanah wakaf yayasan, diharapkan kepada
Walikota dapat memberikan kebijaksanaan antara lain:

a} Tanah wakaf seluas minimal + 9000 m?;

b) Bangunan kantor yayasan dan rumah penjaga;

c) Musholla/masjid untuk masyarakat sekitarnya dan rumah yatim;

d) Sekedar kas yayasan untuk biaya operasional/perawatan dan

pemeliharaan.

Pemkot Jakarta Selatan akhirmya memenuhi keinginan yayasan untuk
melakukan ruisiag tanah wakaf. Pemkot kernudian menggandeng PT MPM,
perusahaan properti yang nantinya akan bertindak sebagai pihak penukar
sekaligus sebagai pihak pengembang;

Dengan telah adanya pihak yang bersedia untuk menjadi pihak penukar

maka sesuai dengan prosedur/tata cara pengajuan permohonan ruisiag, pihak
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yayasan pada tanggal 21 Juli 2006 mengajukan permohonan persetujuan
(izin)} tukar menukar tanah wakaf kepada Menteri Agama Up. Dirjen Bimas
Islam dan Urusan Haji yang mana telah sesuai prosedurnya, permohonan ini
harus diajukan terlebih dahulu melalui KUA Keb Baru. Dalam surat
permohonan, diterangkan bahwa pihak penukar (PT MPM) terlebih dahulu
telah membongkar bangunan liar di atas tanah wakaf serta pihak penukar
berencana akan memindahkan kuburan-kuburan/makam di atas tanah
pemakaman wakaf WAN SYARIFAH ke lokasi lain;

Pada tanggal 24 Juli 2006, PT MPM melakukan perjanjian tukar
menukar (ruislag) dengan pihak yayasan di hadapan Notaris, yang
ditandatangani oleh Direktur Utama PT MPM dan Ketua Yayasan. Dalam
perjanjian tersebut, telah di perjanjikan bahwa tanah pengganti yang akan
diterima oleh pihak yayasan adalah tanah bekas HMA (belum bersertipikat)
Nomor 156 Persil Nomor 53 seluas 10.600 m? terletak di Jalan Raya Kecapi,
Kampung Rawa Bacang, Jatirahayu, Pondok Melati, Bekasi (tertulis atas
nama Dean bin Dekok). Bukti kepemilikan berupa surat girik dan bukti
pembayaran PBB. Tanah pengganti terletak di lokasi yang strategis, diantara
perumahan. Di atas tanah pengganti, menurut rencana PT MPM juga akan di
bangun madrasah (TPA), musholla serta fasilitas keagamaan lainnya, hal
mana berarti telah sesuai dengan keinginan dari pihak yayasan;

Untuk menindaklanjuti surat permohonan pihak yayasan tertanggal 21
Juli 2006, KUA Kebayoran Baru meneruskan kepada Kantor Departemen
Agama Jakarta Selatan pada tanggal 25 Juli 2006;

Tanggal 31 Juli 2006 Kantor Departemen Agama Jakarta Selatan
menjawab surat permohonan ruislag tersebut, yang isinya menyatakan
bahwa belum dapat meneruskan/merekomendasikan permohonan ruislag
kepada Kantor Wilayah Departemen Agama c.q. Kepala Bidang mengingat
masih adanya persyaratan ruislag yang belum terpenuhi sesuai Surat Edaran
Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag RI  No.
D.II/5/HK/007/901/1989;

Adapun yang kemudian menjadi awal pemicu dari timbulnya
masalah/konflik serta terkuaknya fakta-fakta sebagaimana yang telah
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diuraikan diatas dalam kasus ruislag tanah wakaf WAN SYARIFAH ini
ialah meskipun izin untuk melakukan ruis/ag tanah wakaf masih tertahan di
Departemen Agama Jakarta Selatan, namun tanpa ada sosialisasi
sebelumnya yayasan meminta agar para ahli waris makam untuk segera
memindahkan makam ke TPU lain. Pihak yayasan menawarkan 6 (enam)
TPU baru, yaitu TPU Menteng Pulo, TPU Jeruk Puret, TPU Tanah Kusir,
TPU Srengseng Sawah, TPU Kampung Kandang dan TPU Jagakarsa.
Sekitar tanggal 26 November 2006, sebanyak 23 makam mulai dipindahkan
satu persatu. Atas pemindahan tersebut, pihak yayasan béljanji akan
memberikan vang sebesar Rp. 2.000.000,00- (duajuta rupiah) per kerangka
sebagai kompensasi pernindahan kerangka;

18.  Meuurut dalih ketua yayasan, Syarief Husein Alaydrus, mengatakan
“bahwa pembongkaran dilakukan karena ada rencana dari Pemkot. Pihak
yayasan tidak bisa melarang warga atau ahli waris yang ingin memindahkan
makam keluarganya. Pihak yayasan hanya mengajukan izin ruistlag
sedangkan mengenai pemindahan serta akan dibangun apa di atas tanah
wakaf tersebut adalah merupakan kewenangan pihak pengembang (PT
MPM) depgan Pemkot setempat. Namun menurut kabar yang kemudian
berhembus, di atas tanah wakaf tersebut akan dibangun sebuah apartemen.
Selain itu pihak Walikota juga telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang
nilai tukar menukar ruislag;

19. Pada tanggal 1 Mei 2007, Walikota Jakarta Selatan juga telah
mengeluarkan Surat Keputusan tentang Tim Monitoring Pemindahan
Makam Yayasan Amaliyah Arrofiqorrahim Wan Syarifah (Surat Tupas
Sekretaris Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 785/1.711.313). Tim inilah
yang akan berkoordinasi dengan warga yang ingin memindahkan
makamnya. Tim monitoring bukan terdiri dari unsur yayasan melainkan
terdin dari 20 instansi;

20.  Meskipun belum final (belum adanya izin ruislag dari Menteri Agama)
ditambah dengan adanya penolakan-penolakan dari sejumlah ahli waris
makam serta juga ditentang oleh pihak lain seperti ketua komisi Fatwa MUI,

para ahli waris makam kemudian menerima surat edaran atau formulir
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pendaftaran permohonan pemindahan kerangka jenazah yang diedarkan
dengan mengatasnamakan yayasan serta hanya dengan pemberitzhuan
melalui telepon bernada ancaman, sekitar bulan Mei 2007, makam-makam
yang ada satu persatu kembali mulai dibongkar. Sebagian ahli waris memilih
pasrah dan segera memindahkan makam anggota keluarga mereka, tapi
sebagian lagi dengan tegas menolak;

Para ahli wars makam yang menolak kemudian membentuk Ikatan
Keluarga Besar Ahli Waris Makam dan segera membawa persoalan ini
kepada Departemen Agama Jakarta Selatan serta mengadu ke Komisi A
DPRD DKI Jakarta. Iming-iming yayasan yang menjanjikan akan
memberikan uang sebesar Rp. 2 Juta per kerangka sebagai kompensasi,
hingga saat dibongkarnya makam ternyata belum juga diterima keluarga;

Mengenai adanya surat edaran atau formulir pcrmohonan pendaftaran
pemindahan kerangka jenazah yang telah diedarkan dengan
mengatasnamakan yayasan disangkal dengan tegas oleh Ketua Dewan
Pembina yayasan, Alwi Aidid, yang menyatakan pihaknya tidak pemah
meminta penggusuran makam. Dewan Pembina yayasan kemudian pada
tanggal 27 Mei 2007 menyurati Abli Waris keluarga yang dimakamkan yang
berisi pemberitahuan bahwa: o
1) Pihak yayasan tidak pernah mengeluarkan surat edaran pendafiaran

permohonan pemindahan kerangka jenazah dengan mengatasnamakan

yayasan
2) Pihak yayasan tidak pernah dan tidak akan mengeluarkan surat edaran
atau formulir dalam bentuk apapun juga).
Apabila beredar surat-surat tersebut Dewan Pembina yayasan tidak akan
bertanggung jawab;

Sementara itu, Wakil Walikota Jakarta Selatan juga menegaskan
pihaknya tidak pemah mengeluarkan surat perintah bongkar dan
pemindahan makam. Pihaknya mengatakan “mengenai masalah
pembongkaran adalah merupakan kesepakatan antara pihak yayasan dengan
ahli waris makam. Apabila ada makam-makam yang telah dibongkar berarti
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telah ada kesepakatan sebelumnya antara pihak yayasan dengan ahli warns

1

makam™.

2.2.2 Analisis Permasalahan

2.2.2.1 Bagaimana pelaksanaan Ruislag Tanah Wakaf WAN SYARIFAH
yang Sesuai dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku

Dari keadaan-keadaan berdasarkan data yang ada mengenai tanah
wakaf Wan Syarifah yang akan di ruislag maka dapat diketahui permasalahan-
permasalahan sebagai berikut:

1. Kasus tanah wakaf WAN SYARIFAH in terjadi sekitar pertengahan
tahun 2006-2007, dimana sebidang tanah yang terletak di Jalan Nipah
(belum bersertipikat atas narma wakif}, telah diwakafkan secara lisan untuk
pemakaman umum khususnya bagi warga Petogogan pada tahun 1935
kepada Lurah Petogogan. Tanah ini kemudian dikenal sebagai tanah
(pemakaman) wakaf Wan Syarifah. Tabun 1974, dikeluarkan Surat
Keputusan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang isinya menerangkan bahwa
menurut Daftar Pendaftaran Tanah, bidang tanah yang terkenal sebagai
tanah wakaf WAN SYARIFAH adalah tanah bekas eigendom verponding
tertulis atas nama Negara Republik Indonesia.

Kemudian pada tahun 1975, ada SK Gubemur DKI Jakarta yang
dikeluarkan dengan pertimbangan mengingat TPU Blok P (termasuk
Pemakaman Wakaf WAN SYARIFAH) sudah tidak memungkinkan lagi
untuk mepampung pemakaman jenazah baru maupun tumpangan serta
mengingat pula bahwa akan dikosongkan dan dipindahkan, maka sebagai
langkah pertama perlu dinyatakan penutupan tempat-tempat pemakaman
tersebut (baik untuk pemakaman jepazah baru maupun pemakaman
tumpangan). Akibatnya kondisi atas tanah wakaf menjadi tidak terurus
sehingga kemudian banyak berdiri bangunan-bangunan liar. Di atas tanah
wakafl oleh para ahli waris kemudian didirikan sebuah musholla. Hal

Universitas Indonesia
Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



84

demikian menurut analisis dilakukan agar atas tanah tersebut masih dapat
dimanfaatkan bagi keperluan keagamaan. Atas kondisi-kondisi yang
belakangan terjadi di atas tanah wakaf, tahun 1987 oleh para ahli waris
wakif didirikan suatu yayasan bemama Yayasan Amaliyah Arrofiqurahim
yang nantinya akan berposisi sebagai nadzir.

Berdasarkan hasil analisis, seseorang tetap dapat mewakafkan
sebidang tanahnyz walaupun tanah tersebut belum bersertipikat atas
namanya atau belum terdaftar haknya (meskipun demikian ia tetap barus
menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas tanahnya) sedangkan untuk
hal-hal pengaturan perwakafan lainnya mengalami suatu perubahan dalam
pengaturannya. Berdasarkan kasus ini dapat dianalisis bahwa Habib
Abdullah Al Aidid mewakafkan tanah di Jalan Nipah dengan berdasarkan
kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan seiama 20
tahun atau lebih secara berturut-turut olehnya atau pendahulu-
pendahulunya namun juga disertai syarat bahwa penguasaan dilakukan
dengan itikad dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang
berhak atas tanah serta diperkuat dengan kesaksian yang dapat dipercaya,
penguasaannya tidak dalam sengketa dan tidak pernah digugat oleh warga
masyarakat kelurahan Petogogan maupun pihak-pihak lainnya.

Adapun vang menjadi alasan didirikannya yayasan sebagai rnadzir,
dapat dianalisa dengan maksud agar tanah tersebut dapat dikelola secara
tertib dan teratur. Oleh karenanya, pengurusannya harus diserahkan
kepada suatu pengelola khusus yang telah mendapat pengesahan dari yang
berwenang. Dahulu amanah hanya diserahkan kepada seorang Lurah.
Berdasarkan ketentuan mengenai nadzir dalam PP No. 28 Tahun 1977,
dapat terdiri dari kelompok orang atau badan hukum.

Sebelum dikeluarkannya PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan
Tanah Milik, banyak terjadi penyelewengan terhadap tanah wakaf. Oleh
sebab itu pemerintah kemudian berpendapat karena masalah perwakafan
tanah merupakan salah satu masalah agama yang penting ditinjau dari
UUPA serta erat hubungannya dengan tugas-tugas keagrariaan, maka perlu
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diatur persoalannya secara khusus, sebagaimana yang kemudian telah
diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b jo Pasal 49 ayat (3) UUPA.
Berdasarkan ke dua pasal ini, peraturan mengenai perwakafan diatur lebih
lanjut dalam suatu Peraturan Pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya PP
No. 28 Tahun 1977. Selain itu, juga masih dipandang perlu untuk diadakan
pengaturan-pengaturan lain mengenai tata cara perwakafan, tata cara
kepengurusan, tata cara pemberian hak serta pendaftarannya dalam suatu
Peraturan Pemerintah. Hal-hal mana kemudian diatur dalam PMDN No. 6
Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah
Milik serta PMA No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No.
28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Dapat dianalisis bahwa perbuatan perwakafan tanah pada tahun 1935
secara lisan oleh wakif kepada Lurah Petogogan bagi pemakaman umum,
khususnya bagi warga Petogogan, dapat dibenarkan sclama perwakafan
yang hanya diucapkan secara lisan tersebut juga dihadiri oleh minimal 2
(dua) orang saksi. Haknya telah beralih sejak terpenuhinya syarat tunai
yaitu pada saat diikrarkan oleh wakif kepada nadzir. Dengan demikian
sejak haknya beralih, tanah tersebut tidak lagi mempunyai nilai ekonomis.

Telah diatwrnya masalah perwakafan dalam berbagai peraturan
sebagaimana yang telah disebut diatas maka terhadap pelaksanaannya itu
sendiri, wakif yang bersangkutan (jika wakif sudah meninggal, dapat
dilakukan oleh ahli warisnya dengan bertindak untuk dan atas nama wakif)
harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan fegas kepada nadzir di
hadapan PPAIW (Kepala KUA setempat) dengan disaksikan minimal 2
(dua) orang saksi yang kemudian akan dilanjutkan dengan penuangan ikrar
wakafnya ke dalam ATW/APATW-nya oleh PPAIW yang bersangkutan.

Dalam ketentuan PMA No. 1 Tahun 1978 yakni Pasal 15, diatur suatu
ketentuan mengenai tata cara pendaftaran wakaf yang terjadi sebelum PP
No. 28 tahun 1977. Hal mana karena alasan inilah, pada tahun 1979 nadzir
mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf (untuk pemakaman)
kepada Kepala KUA Kebayoran Baru selaku PPAIW dengan dilampiri
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dokumen yang diperlukan yakmi Surat Keterangan Kepala Desa tentang
perwakafan tanah serta 2 (dua) orang saksi ikrar wakaf atau saksi istifadah
(orang yang mengetahui atau mendengar perwakafan tersebut)

Untuk membuktikan pendaftaran tanah wakaf ditetapkan APAIW
namun kewajiban PPAIW sebelum dibuatkan APAIW-nya yaitu meneliti
keadaan tanah yang bersangkutan, meneliti, mengesahkan radzir dan
meneliti saksi-saksi serta menerima penyaksian wakaf. Dalam hal
perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW sebelumnya, sedangkan
perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (yaitu
adanya surat kuasa dari ahli warlis wakif kepada nadzir dan pengakuan
masyarakat yang mengetahui/mendengar perwakafan tersebut} dengan
disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi sementara surat asli wakaf
tidak mungkin dibuat oleh karena wakif sudah meninggal lebih dahulu,
maka dibuatkan dalam bentuk APAIW bukan ATW.

Dalam kasus, APAIW untuk pemakaman tidak dapat dibuat dan hasil
analisa penulis dalam hal ini disebabkan karena setelah berlakunya PP No.
28 Tahun 1977 diatur persyaratan bagi nadzir yaitu bahwa nadzir hanya
dapat terdin dari kelompok orang ataupun suatu Badan Hukum. Nadzir ini
juga harus telah didaftarkan pada KUA kecamatan setempat untuk
mendapatkan pengesahan. Guna pendaftaran yang dimaksud adalah untuk
menghindari perbuatan perwakafan yang menyimpang dari ketentuan yang
ditetapkan dan juga untuk memudahkan pengawasan. Pada waktu it
(tahun 1935), amanah wakaf atas pemakaman hanya diserahkan kepada
Lurah Petogogan (Abdul Malik). Atas telah berlakunya ketentuan
sebagaimana dimaksud di atas, pada tanggal 12 Oktober 1979 dibuatlah
surat pernyataan dengan ditandatangani oleh Lurah Petogogan yang dalam
isinya menyatakan bahwa benar pihak-pihak yang disebutkan didalamnya
sebagai nadzir tanah wakaf Wan Syarifah yang telah ditunjuk oleh ahli
waris Alm Habib Abdullah Al Aidid (wakif). Namun surat pernyataan
tersebut kemudian tidak ditindaklanjuti dengan pendaftaran nadzir-nya
kepada KUA Kebayoran Baru.
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Pada kenyataannya dalam kasus ini, meskipun tidak dapat dibuat
APAIW-nya namun atas perbuatan wakaf yang tegjadi pada tahun 1935
tetap dapat dianggap sah dan haknya telah beralih kepada nadzir oleh
karena telah dilakukan pengikraran wakaf secara lisan oleh wakif kepada
nadzir (Lurah Petogogan) serta disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang
saksi (dengan kata lain, telah terpenuhinya syarat tunai). Sebelum
dikeluarkannya PP No. 28 Tahun 1977, belun adanya suatu keharusan
untuk menyatakan ikrar wakaf di hadapan PPAIW. Namun dengan belum
adanya APAIW maka juga tentunya akan menimbulkan suatu dampak
yaitu tidak adanya bukti ofentik yang dapat dipergunakan bagi
pendaftarannya dan bagi keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin
terjadi di kemudian hari. Adapun fungsi dari dibuatnya AIW/APAIW itu
sendiri ialah:

a. Membuktikan telah terjadi perwakafan dan akta tersebut
ditandatangani oleh wakif nadzir, mauguf alaih, saksi-saksi serta
PPATW:

b. Merupakan syarat agar wakaf dapat di daftarkan di Kantor Kepala Sub
Direitorat Agrana (sekarang Kantor Pertanahan) setempat.

Menurut hemat hasil analisis, setiap perbuatan wakaf yang dahulu telah

dilakukan secara lisan tersebut harus diulang kembali menurut ketentuan

yang berlaku yaitu dinyatakan kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan
dilanjutkan pembuatan APAIW-nya

Pada tanggal 1 Februari 1993, yayasan berkeinginan untuk
mendafiarkan tanah wakaf yang sama untuk keperluan musholla yang
telah berdiri di atasnya. Dalam pengaturan perwakafan, meskipun
perwakafannya untuk keperluan musholla narnun yang didaftarkan adalah
tetap terhadap tanah wakaf dimana musholla itu telah berdiri. Sebagaimana
yang telah diketahui bahwa setelah berlakunya peraturan perundangan
perwakafan maka setiap perwakafan harus diikrarkan kehendaknya secara
jelas dan tegas dalam ikrar wakaf kepada nadzir di hadapan PPATW. Hal
ini berarti, harus dilakukan pengucapan ikrar wakafnya terlebih dahulu
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dihadapan PPAIW yang mana telah dilakukan pada tanggal 29 Maret 1993
dan pada tanggal yang sama telah dibuat serta ditandatanggani APAIW-
nya. Dengan telah selesainya pengikraran wakaf serta telah
ditandatanganinya APAIW, maka perbuatan wakaf telah sah dan
mempunyai bukti otentik (berupa APAIW). Tindakan selanjutnya, PPAIW
yang bersangkutan berkewajiban untuk mendaftarkan perwakafan tersebut
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan se¢jak APAIW ditandatangani.

Atas tanah pemakaman wakaf WAN SYARIFAH, sampai dengan
diajukannya permohonan persetujuan tukar menukar oleh yayasan juga
masth belum mempunyai sertipikat atas tanahnya. Sebagaimana yang telah
diuraikan diatas pada tanggal 1 Februari 1993, yayasan sebagai nadzir,
telah mengajukan surat permohonan bagi pendaftaran tanah wakaf atas
musholla kepada Kepala KUA Kebayoran Baru. Pada tanggal 29 Maret
1993 telah dibuat ikrar wakaf yang kemudian ditindaklanjuti dengan
penandatangan APAIW. Pada tanggal yang sama, KUA Kebayoran Baru
(bertindak sebagai PPAIW atas nama yayasan) telah mengajukan
pendaftaran tanah wakaf kepada Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan
dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi
pendaftarannya (sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PMDN No. 6
Tahun 1977) yaitu surat permohonan konversi/penegasan hak, surat bukti
pemilikan tanah, APAIW serta surat pengesahan nadzir.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 PMDN No. 6 Tabun 1977,
permochonan pendaftaran perwakafan tanah-tanah milik yang belum
terdaftar atau belum ada sertipikatnya, dilakukan bersama-sama dengan
permohonan pendaftaran haknya kepada Kantor Sub Direktorat Agraria
Kabupaten/Kotamadya (sekarang Kantor Pertanshan) setempat. Dengan
demikian berarti, jika tanah milik yang diwakafkan belum terdaftar atau
belum mempunyai sertipikat, maka pencatatan perwakafan tanah yang
bersangkutan pada buku tanah dan sertipikatnya dilakukan setelah tanah
tersebut dibuatkan sertipikatnya namun proses pensertipikatan tanah wakaf
WAN SYARIFAH mengalami kendala, hal ini dapat diketahui dari proses
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pengajuan bagi pensertipikatan tanah yang kemudian dilakukan kembali
pada tahun 2001.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Tanah, langkah-
langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh tanah yang berstatus
tanah Nepara adalah yaitu:

a. Melakukan permohonan hak atas tanah (diikuti pemberian hak)
Adapun tata cara permohonan hak adalah sebagai berikut:

1) Pemohon mengajukan permohonan hak dengan mengisi formulir

permochonan hak yang tersedia dengan dila.mp‘irkan surat-surat
yang diperlukan mengenai pemohon dan surat-surat tanah yang
dimohonkan hak atas tanah.
Surat permohonan tersebut diajukan kepada pejabat yang
berwenang memberikan hak sesuai dengan jenis hak yang
dimohon, peruntukan tanahnya (tanah pertanian atau non
pertanian) serta luasnya melalui Kepala Kantor Pertanahan yang
daerah kerjanya meliputi desa/kelurahan letak tanahnya.

2) Kepala Kantor Pertanahan kemudian memeriksa surat-surat dan
kelengkapan data mengenai pemohon seria tanah yang dimohon
tersebut. Dibantu dengan Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia A),
kemudian dibuat Berita Acara Pemeriksaan Tanah. Selanjutnya
akan dikeluarkan Surat Rekomendasi (dikabulkan atau ditolak)
permohonan hak yang bersangkutan dan disampaikan kepada
Pejabat yang berwenang memberikan hak. Apabila dikabulkan
maka akan diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH)
oleh pejabat yang berwenang memberikan hak yang akan
disampaikan kepada penerima hak serta Kepala Kanior Pertanahan
dimana bidang tanah tersebut terletak.

3) Berdasarkan SKPH yang telah diterima, penerima hak diharuskan
memenuhi kewajibannya sehubungan dengan pemberian hak
sebagai berikut:

a) Membayar Bea Perolchan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB);
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b) Membayar uang pemasukan;

¢) Mendaflarkan hak yang bersangkutan di Kantor Pertanahan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaflaran Tanah.

Sedangkan kewajiban pemegang hak sehubungan dengan

penguasaan tanahnya adalah sebagai berikut:

a) Memelihara tanda-tanda batas;

b) Menggunakan tanahnya secara optimal;

c) Mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya kesuburan
tanah;

d) Menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup;

e) Kewajiban yang tercantum dalam sertipikataya.

b. Melakukan Pendaftaran Hak yang bersangkutan (pendaftaran tanah
pertama kali)

Fungsi pendaftaran tanah dalam rangka permohonan hak pertama
kali ialah untuk keperluan pembuktian (karena akan dibuatkan buku
tanah dan sertipikatnya) serta sebagai syarat konstitutif (yaitu syarat
yang harus dipenuhi untuk lahimya hak atas tanah yang bersangkutan).

Kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dalam rangka
pendaftaran tanah pertama kali meliputi:

1) Pengumpulan data fisik dari tanah, yaitu:

a) Penetapan letak tanah;

b} Penetapan batas-batas tanah;

¢) Pemasangan tanda batas;

d) Pengukuran;

e) Hasil pengukuran dimasukkan ke dalam DAFTAR ISJIAN

DATA FISIK;

f) Diberikan nomor bidang tanah (5 digit)
2) Pengumpulan data yuridis dari tanah, yaitu:

a) Memeriksa surat-surat yang diajukan;
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b) Hasil pengumpulan data yuridis dimasukkan ke dalam
LEMBAR DAFTAR ISIAN DATA YURIDIS

3) Pengumuman data fisik dan data yuridis dalam daflar isian selama
60 hari (sporadik);

4) Dalam 60 hari tersebut harus dilihat jika tidak ada keberatan
dilanjutkan pamun jika ada yang mengajukan keberatan maka
harus diselesaikan secepatnya oleh Kepala Kantor Pertanahan;

5) Setelah jangka waktu pepgumuman 60 hari berakhir, data fisik dan
data yuridis vang diumumkan oleh Kepala Kantor Pertanahan
disahkan dengan suatu BERITA ACARA PENGESAHAN;

6) Penegasan Konversi;

7) Dilakukan pembukuan dalam buku tanah yang inemuat data yuridis
dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan dan sepanjang ada
surat ukurnya dicatat pula pada surat ukut tersebut;

8) Diterbitkan sertipikat yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat
ukur;

9) Penyerahan setipikat kepada pemegang hak.

Sertipikat itu sendiri mempakan tanda bukti hak yang kuat, dalam
arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka data fisik
dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai
data yang benar. Namun demikian data fisik maupun data yuridis yang
tercantum dalam sertipikat juga hars sesuai dengan data yang
tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena
data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut.

Dari data kasus diketahui bahwa berdasarkan kesimpulan dari
dafiar hadir dan penerimaan honorarium panitia pemeriksaan tanah
(panitia A dalam tugas pemeriksaan tanah) sesuai dengan SK Kepala
BPN No. 12 Tahun 1992, pada tahun 2001, dinyatakan bahwa
permohonan pendaftaran hak atas tanah wakaf Wan Syarifah dapat
diluluskan dengan pemberian hak milik serta dengan melihat letak dan
keadaan tanahnya maka tidak dipungut uang pemasukan kepada
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negara. Berdasarkan hasil dianalisis, alasan belum diterbitkannya
sertipikat atas tanah wakaf WAN SYARIFAH dikarenakan adanya
data yuridis yang belum terpenuhi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 31
ayat {2) PP No. 24 Tahun 1997, jika dalam buku tanah terdapat catatan
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data
yuridis, maka penerbitan sertipikat ditangguhkan sampai catatan yang
bersangkutan dihapus. Catatan sebagaimana dimaksud dapat hapus
apabila telah diserahkan tambahan alat pembuktian yang diperlukan
atau telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpa ada yang mengajukan
gugatan ke Pengadilan mengenai data yang dibukukan. Atas tanah
wakaf Wan Syarifah ini meski telah lewat 5 tahun namun prosesnya
tidak dilanjutkan kembali oleh nadzir.

Belum diterbitkannya sertipikat atas tanahnya maka sudah barang
tentu sertipikat wakaf juga belum bisa diterbitkan. Fungsi dari
dilakukannya pendaftaran wakaf (yang kemudian sebagai buktinya
akan diterbitkan sertipikat wakaf) adalah untuk memperkuat dan
memperluas pembuktian. Arti memperkuat perﬁbuktian ialah bahwa
wakaf yang telah dibuktikan dengan AIW/APAIW-nya, kini dapat
dicatat dalam buku tanah dan sertipikat hak yang bersangkutan
sedangkan memperluas pembuktian berarti bahwa wakaf yang semula
bersifat tertutup (hanya diketahui oleh wakif, nadzir, saksi-saksi serta
PPAIW) dengan dilakukannya pendaftaran wakaf, maka wakaf
tersebut dapat diketahui oleh umum (menjadi bersifat terbuka).

Kini dengan telah berlakunya ketentuan-Ketentuan dalam PP No.
42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf, Pasal 39,
terdapat suatu ketentuan baru yaitu dapat langsung didaftarkan menjadi
tanah wakaf atas nama radzir, salah satu ketentuannya ialah bahwa
terhadap tanah yang belum berstatus tanah hak milik yang berasal dari
tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama
nadzir demikian juga terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri
bangunan masjid, mushola, makam maka untuk keperluan pendaftaran
sertipikat tanah wakaf dilakukan dengan cara pendafiaran tanah wakaf
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atas nama nadzir (dengan demikian, langsung dibuatkan sertipikat
wakafnya atas nama nadzir yang bersangkutan) namun oleh karena
kasus ini terjadi sebelum berlakunya PP tersebut dan pada saat setelah
berlakunya PP juga tidak dilakukan pengajuan kernbali bagi sertipikat
wakafnya, dengan demikian atas tanah wakaf tersebut hingga kasus
terjadi masth belum bersertipikat.

Bahwa meskipun salah satu pertimbangan untuk diperbolehkannya
ruislag sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Dhjen Bimas Islam
dan Urusan Haji Departemen Agama huruf a jo. Pasal 11 ayat (2) PP No.
28 Tahun 1977 jo Pasal 49 ayat (2) PP No. 42 Tahun 2006, yaitu karena
harta benda wakaf tidak sesuai lapi dengan ikrar wakaf (dalam kasus, yaitu
berupa pemakaman Wan Syarifah yanp telah ditwtup dengan
dikeluarkannya Surat Keputusan Gubermnur pada tahun 1975 dan masuk
dalam rencana Pemkot sebagai bagian dari perluasan/penataan kawasan
Kantor Walikota Jakarta Selatan) dan persyaratan lainnya dalam Surat
Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depariemen Agama (yaitu
tanah wakaf tersebut diperlukan untuk keperluan keagamaan yang
langsung dan sangat mendesak), terpenuhi. Selain itu dalam pengajuan
permohonan untuk memperoleh izin dilakukannya ruislag juga telah sesuai
dengan tata cara yang berlaku. Namun proses ruis/ag tersebut tidaklah
berjalan lancar dikarenakan masih menunggu keputusan dari Departemen
Agama Kotamadya Jakarta Selatan. Dengan kata lain, surat permohopan
masih tertahan di Departemen Agama Kotamadya Jakarta Selatan (sesuai
dengan isi surat dari Departemen Apama Kotamadya Jakarta Selatan
kepada Yayasan dan PT MPM pada tanggal 31 Juli 2006).

Dalam hal penahanan proses pengajuan izin ruistag ini menurut analisa
penulis hal tersebut dilakukan karena masih belum terpenuhinya ketentuan
Pasal 49 ayat (3) PP No. 42 Tahun 2006 serta 2 (dua) syarat ruisiag
Jainnya sebagaimana yang diatur dalam Surat Dirjen Bimas Islam dan

Urusan Haji, yaitu:
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calon tanah penukar harus sudah bersertipikat

Dalam kasus sampai dengan tanggal diajukannya permohonan
persetujuan tukar menukar oleh yayasan (tanggal 21 Juli 2006), tanah
pengganti yang dimaksud masih dalam proses sertipikasi (bukti
kepemilikan surat girik serta bukti pembayaran PBB atas nama Dean
Bin Dekok). Yang lebih melanggar lagi, perjanjian tukar menukar
antara pihak yayasan dengan PT MPM telah dilakukan di hadapan
notaris (yaitu pada tanggal 24 Juli 2006) bahkan sebelum KUA
Kebayoran Baru menindaklanjuti untuk kemudian meneruskan
permohonan persetujuan (1zin) tukar menukar dari yayasan kepada
Kantor Departemen Agama Kotamadya Jakarta Selatan. Dalam isi
perjanjian tukar menukar, diperjanjikan bahwa pihak pengganti (PT
MPM) menyatakan akan menyelesaikan sertipikat dan pajak-pajak atas
tanah tersebut serta pajak-pajak atas tanah Nipah.

Dibuatnya perjanjian tukar menukar dengan demikian dapat
diketahui secara jelas bahwa nadzir yang bersangkutan tidak bertindak
secara professional (telah melakukan perbuatan melawan hukum). Ia
dengan jelas-jelas mengetahui bahwa belum ada izin ruislag dan
Menteri Agama namun tetap melakukan perjanjian tukar menukar
dengan PT MPM. Sedangkan Notaris yang bersangkutan juga dapat
dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum serta melanggar
kode etik Notarnis, walaupun ia mengetahui bahwa izin ruisiag belum
didapatkan dari Menteri Agama, ia tetap bersedia membuat

perjanjiannya.

nilai tanah penukar harus senilai dan seimbang serta sesuai dengan
tanah wakaf

Sesuai dengan hasil penilaian dari tim penilai ruislag yang
dibentuk oleh Walikota Jakarta Selatan, nilai keseimbangan terhadap
rencana ruislag tanah wakaf WAN SYARIFAH adalah sebagai
berikut:
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1) tanah wakaf WAN SYARIFAH terletak di Jalan Nipah, Petogogan,
Jakarta Selatan seluas + 8985 m? dengan NJOP Tahun 2006 = Rp.
2.013.288,- dibulatkan menjadi Rp. 2.015.000,- dengan demikian
mempunyai nilai keseluruhan 8985 m* x Rp. 2.015.000,- = Rp.
18.104.775.000,- (delapanbelas miliar seratus empatjuta tujuhratus
tujuhpuluh lima ribu rupiah);

2) tanah pengganti terletak di Jatirahayu, Bekasi seluas 10.600 m?
dengan NJOP Tahun 2006 Rp. 200.000,- dengan demikian
mempunyai nilai keseluruhan Rp. 2.120.000.000,- (duamiliar
seratus duapuluh juta rupiah).

Meskipun di atas tanah pengganti akan dibangun berbagai fasilitas
keagamaan seperti madrasah, musholla dan lainnya serta semua biaya-
biaya yang diperlukan seperti biaya pemugaran atas musholla Wan
Syarifah, biaya pemindahan makam yang akan dibagikan kepada para
warga yang bersedia memindahkan makam keluarganya, biaya
perijinan dan pajak-pajak serta dana taktis operasional akan di
tanggung oleh PT MPM selaku pihak pengganti sehingga nilainya
fentunya akan menjadi lebih besar daripada nilai tanah wakaf WAN
SYARIFAH yaitu menjadi senilai Rp 21.300.000.000,- (duapuluh satu
miliar tigaratus juta rupiah) namun dalam persyaratan ruislag yang
dihitung adalah nilai antara tanah wakaf dengan tanah pengganti itu
sendiri haruslah bemilai sama (dalam PP No. 42 Tahun 2006 disebut
dengan jelas dasarnya adalah NJOP).'"™

6. Bahwa mengenai masalah siapakah pihak yang sebeparnya
mengeluarkan surat edaran atau formulir permohonan pendaftaran
pemindahan kerangka jenazah dengan atas nama yayasan serta pihak yang
harus bertanggung jawab atas telah dilakukannya pembongkaran-
pembongkaran makam, terlihat dengan jelas bahwa pihak yayasan dan
pihak Walikota Jakarta Selatan saling menyalahkan (saling melepaskan
tanggung jawab).

'™ Hasil Wawancara dengan Ketua Seksi Zakat dan Wakaf Departemen -Agama
Kotamadya Jakarta Selatan, Suja’i, tanggal 23 Maret 2009.
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Menurut hasil analisis:

1} Pihak Walikota Jakarta Selatan, sebelum ada izin dari Menteri
yang menyetujui dilakukannya ruislag, ia dilarang mengeluarkan Surat
Keputusan apapun berkaitan dengan kasus yang bersangkutan
(Walikota mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Tim Monitoring
Pemindahan Yayasan. Tim monitoring inilah yang ditugaskan untuk
berkoordinasi dengan ahli waris makam yang ingin memindahkan
makam keluarganya) walaupun seandainya ada pihak-pihak yang
memohon;

2) Ahli waris makam bukanlah para ahli waris dari wakif, warga
hanya mendapat manfaat dengan dilakukannya perwakafan atas tanah
di jalan Nipah (diwakafkan untuk kuburan dan musholla bagi umat
Islam warga Petogogan) namun seharusnya para ahli waris makam
tetap berhak untuk dibentahukan (dilakukan sosialisasi) sebelumnya

mengenai adanya rencana pengosongan dan perindahan makam.

Dengan demikian secara keseluruhan dapat dianalisis bahwa
sehubungan dengan masih adanya kendala-kendala di lapangan serta belum
terpenuhinya syarat-syarat ruislag sehingga belum adanya izin dar Menteri
Agama perthal ruistlag tanah wakaf antara yayasan dengan pihak ketiga,
Departemen Agama Kotamadya Jakarta Selatan kemudian memutuskan untuk
melayangkan surat secara langsung kepada Walikota Jakafta Selatan dengan
Nomor KD.09.01/7/BA.03.2/5853/2007 Tanggal 7 Juni 2007, yang berisi
bahwa kewenangan untuk melakukan tukar menukar harta benda wakaf hanya
ada pada Menteri Agama. Oleh karena itu perjanjian atas kesepakatan dengan
pihak manapun yang dilakukan oleh nadzir tidak akan merubah status tanah
wakaf tersebut dengan demikian pembongkaran dan pemindahan kerangka
jenazah di tanah wakaf WAN SYARIFAH untuk sementara dihentikan. Hal
mana juga dilakukan untuk menghentikan keresahan para ahli waris makam
atas pembongkaran dan pemindahan makam keluarga mereka.

Menunjuk pada surat Departemen Agama tersebut diatas, pada

tanggal 15 Juni 2007, Dewan Pembina yayasan mengeluarkan surat
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pemberitahuan kepada Syarief Husein Alaydrus, selaku Ketua yayasan, yang

dengan surat itu memerintahkan:

1. menarik Surat Edaran mengangkat kerangka jenazah yang
mengatasnamakan yayasan;

2. menghentikan pembongkaran kerangka jenazah walaupun ada permintaan
dari ahli waris’kerabat makam, menutup kembali pagar-pagar yang terbuka
dan hanya ada pintu masuk satu seperti semula, tidak mendirikan
bangunan-bangunan lain seperti MCK, Pos, Posko, dil serta tidak ada lagi
melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pengangkatan atau
pemindahan kerangka jenazah; tidak ada lagi orang yang mengaku dari PT
Multi Promo Mandiri yang berada di lokasi;

3. memasang kembali papan nama “PEMAKAMAN WAN SYARIFAH
ABDULLAH AIDID” yang telah diangkat.

Tanggal 20 Juni 2007, Walikotamadya Jakarta Selatan
mengeluarkan Surat Sekretaris Kotamadya Jaksel Nomor 1081/1.711.313
kepada Ketua dan Angpgota Tim Monitoring Pemindahan Makam Yayasan,
yang menyatakan bahwa mulaj tanggal 21 Juni 2007 Surat Tugas Sekretaris
Kotamadya Jaksel Nomor 785/1/711.313 Tentang Tim Monitoring
Pemindahan Makam Yayasan dinyatakan dicabut. Selanjutnya pemindahan
makam yang berada di tanah wakaf yayasan menjadi tanggung jawab
sepenuhnya antara yayasan dengan para ahli waris makam.

Berdasarkan paparan-paparan hasil analisis terhadap kasus
sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa
tindakan Departemen Agama Kotamadya Jakarta Selatan untuk tidak
meneruskan permohonan izin terhadap ruislag tanah wakaf WAN
SYARIFAH adalah tepat mengingat izin untuk melakukan ruislag hanya ada
pada Menteri Agama. Dengan demikian ruislag tanah wakaf WAN
SYARIFAH tidak dapat dilakukan dikarenakan belum sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku yaitu masih diperlukan persyaratan-persyaratan
sebagai berikut:
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1. nilai keseimbangan (NJOP) antara tanah penukar sekurang-kurangnya
adalah sama dengan tanah wakaf;
2. tanah yang akan dijadikan penukar serta tanah wakaf harus sudah memiliki

sertipikat (bukti kepemilikan yang sah).

2.2.2.2 Ketentuan Hukum Penyelesaian Perselisihan Perwakafan

Dalam kasus mengenai ruislag terhadap tanah wakaf WAN
SYARIFAH kasusnya terhenti karena permohonan izin ruislag
ditahan/dibekukan oleh Departemen Agama Kotamadya Jakarta Selatan
dengan pertimbangan masih belum terpenuhinya syarat-syarat yang diperlukan
untuk memperoleh izin dan Menteri Agama. Dengan kata lain,
penyelesaiannya belum sampai pada diajukannya gugatan ke Pengadilan
Agama, namun hanya sebagai wacana, bahwa terhadap segala sengketa
perwakafan yang terjadi, maka penyelesaiannya harus di tempuh melalui
musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu. Apabila penyelesaian sengketa
sebagaimana dimaksud tidak berhasil, maka sengketa dapat diperbolehkan
untuk diselesaikan, salah satunya melalui pengajuan’ gugatan ke Pengadilan
Agama '®

Di Indonesia, hukum dijadikan sebagai suatu sandaran atau dasar
yang utama yang akan memungkinkan terjadinya komunikasi yang efektif
antara sesama anggota masyarakat dan negara. Hukum memberikan suatu
gambaran bagi hubungan-hubungan yang dilakukan dalam masyarakat.
Dengan kata lain, hukum mengatur bagaimana hubungan tersebut hendaknya
dilakukan, bagaimana akibatnya dan sebagainya.'*® Agar hukum dapat berjalan
sebagaimana mestinya, maka negara kita telah mendirikan sebuah lembaga
khusus yang diber kekuasaan pengawasan atas pelaksanaan hukum (lembaga
yudikatif) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lembaga yang

' Indonesia [3], op.cit., Ps. 62.

' Satjipto Raharjo, Hukum dan Masyaraka:, (Bandung: Angkasa, 1980), hal.10.

a
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dimaksud adalah Lembaga Kehakiman (diselenggarakan oleh Mahkamah

Agung dan badan-badan Peradilan lain dibawahnya).

Badan-badan peradilan yang ada yaitu Peradilan Umum, Peradilan

Agama, Peradilan Tata Usaha WNegara dan Peradilan Militer dapat

dikelompokkan menjadi dua, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Khusus.

Yang termasuk dalam kelompok Peradilan Khusus adalah salah satunya ialah

Peradilan Agama. Dikatakan Peradilan Khusus karena tugasnya adalah untuk

mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan tertentu. Bagi

Peradilan Agama (termasuk Peradilan Tinggi) maka wewenang dan

kompetensinya adalah khusus untuk mengadili masalah-masalah perselisihan

hukum kekeluargaan dan sebagian hukum perikatan yang memerlukan
penanganan dan penyelesaian secara syari’at Islam. Dengan demikian, karena
dalam pelaksanaan masalah pelaksanaan perwakafan (khususnya tanah) dalam
kehidupan masyarakat sehari-hari lebih banyak dilaksanakan secara syari’at

Islam maka dari itu politik Hukum Nasional menggariskan bahwa badan

Peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan pe;selisihan—perselisihan

yang terjadi di dalamnya adalah merupakan wewenang dan kompetensi dari

Peradilan Agama '’

Adapun apabila diperin¢i mengena: wewenang Peradilan Agama
dalam masalah perwakafan tapah yaitu meliputi:

a. Wakaf, wakif, ikrar, nadzir dan saksi. Kewenangannya menyangkut
masalah sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan, yaitu yang menyangkut
benda yang diwakafkan, wakif, ikrar, radzir dan saksi. Dalam hal
perselisihan perwakafan pada umumnya banyak di dorong oleh faktor
yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau
untuk menarik kembali tanah (harta) yang telah di wakafkan, baik oleh
wakif atau oleh para ahli warisnya. Salah satu faktor pendorongnya ialah
wakif mewakafkan seluruh atau sebagian besar dari hartanya, sehingga
dengan demikian ahli warisnya merasa kehilangan sumber rezeki dan

menjadi terlantar kehidupannya. Akibatnya tidak mustahil dijumpai ahli

¥? Indonesia [10), Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, UU No. 3, LN No. 22 Tahun 2006, TLN No. 4611, Ps. 49.
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waris yang mengingkari adanya ikrar wakaf dari orang tuanya kepada
nadzir.

b. Bayyinah atau alat bukti administrasi tanah wakaf, seperti Akta lkrar
Wakaf, Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, Sertipikat Tanah Wakaf dan hal
lainnya yang berhubungan dengan pencatatan dan pendaftaran perwakafan
dan tanah wakaf;

c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf, seperti penyimpangan dan

penggunaan harta wakaf oleh nadzir.

Kewenangan dari Peradilan Agama atas penyelesaian perselisihan
perwakafan tanah telah berjalan lama, yaita sejak keberadaan Peradilan
Agama di Indonesia. Akan tetapi atas kebijakan politik hukum Kolonial
Belanda sebagaimana tertuang dalam Stbl 1937 No. 116 dan Keputusan
Gubernur Jenderal No. 9 Tahun 1937, mencabut kewenangan Peradilan
Agama atas perselisithan perwakafan tanah dan selanjuinya dialihkan menjadi
wewenang Peradilan Umum.

Setelah berlakunya PP No. 28 Tahun 1977 yang diatur lebih lanjut
dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama,
ketentuan pasal ini menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perselisihan antara umat Islam di
bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan
hukum Islam serta wakaf dan shodagoh. Pengadilan Agama dimaksud adalah
Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf yang bersangkutan atau
Pengadilan Agama yang mewilayahi KUA Kecamatan atau PPAIW tempat
pelaksanaan ikrar wakaf dan pencatatannya.

Di dalam ketentuan PP No. 28 Tahun 1977 serta dalam berbagai
peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas siapa-siapa ataupun pihak-
pihak mana yang berhak mengajukan perkara perwakafan (khususnya tanah)
serta bagaimana tata cara pengajuannya ke Pengadilan. Dengan demikian tata
cara pengajuannya ke Penpadilan Agama adalah sama dengan tata cara
pengajuan masalah perkawinan dan perceraian serta perkara-perkara lain yang
telah berlaku selama ini di Pengadilan Agama, yakni berdasarkan hukum acara

_ __Universitas Indonesia
Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



101

perdata Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang

Peradilan Agama. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa:

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah
diatur secara khusus dalam undang-undang ini

Menurut Drs. H. TaufiQ Hamami, SH berdasarkan telaahan

terhadap berbagai yurisprudensi yang ada maka dapat disimpulkan bahwa

orang-orang yang berhak mengajukan perkara perwakafan ialah pihak-pihak

yang berkepentingan dengan perwakafan/tanah wakaf yang bersangkutan,

yaitu antara lain:

a.
b.
c.

d.

€.

Wakif atau keluarganya (ahli warisnya);
Wakaf (yang pelaksanannya dilakukan oleh nadzir);
Waldf (ahli warisnya) dan wakaf secara bersama-sama;
Orang lain yang merasa berkepentingan dengan perwakafan tersebut;
Nadzir atau anak keturunannya.
Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Peradilan

Agama yang mengatur mengenai hukum acara yang berlaku pada Pengadilan

Agama' maka tata cara penyelesaian perselisihan termasuk tata cara pengajuan
perkara perselisihan perwakafan tanah adalah berdasarkan ketentuan-
ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan Rbg. Gugatan

perwakafan tanah tersebut harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama

yang mewilayahi tanah wakaf atau tempat terjadinya perwakafan tanah.

Gugatan dapat diajukan secara tertulis ataupun secara lisan.

o T P

A

Isi gugatan antara lain harus memuat hal-hal sebagai berikut:
Identitas Penggugat;
Identitas Tergugat;
Dasar-Dasar gugatan (posifa); dan
Isi tuntutan (petitum) yaitu mengenai apa yang dituntut atau apa yang
dimohonkan,
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Isi tuntutan atau permohonan harus jelas, terang dan tertentu serta
tidak bersifat umum.'® Antara dasar tuntutan (posita) dengan isi tuntutan atau
permohonan (petitum) harus relevan. Ketidakrelevannya akan mengakibatkan
tuntutan tidak diterima, meskipun dasar-dasar tuntutan atau permohonannya
dinyatakan terbukti. Selain itu, penggugat di saat memasukkan perkaranya di
Pengadilan Agama harus membayar perskot biaya perkara. Tanpa disertai
dengan pembayaran ini maka perkara belum dapat diregistrasikan di
kepaniteraan Pengadilan, akibatnya perkara belum dapat diperiksa akan tetapi
bagi mereka yang tidak mampu dapat dibebaskan dari kewajiban pembayaran
tersebut dengan syarat bahwa ketidakmampuannya dapat dibukiikan dengan
surat keterangan tidak mampu darn Kepala Desa atau Lurah yang diketahui

oleh Camat setempat.

2.2.2.3 Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Tukar Menukar (Ruislag)
Tanah Wakaf WAN SYARIFAH

Pada dasarnya suatu tanah yang telah diwakafkan dilarang uwntuk
dirubah menyangkut status tanah wakaf tersebut seperti dijual, dijaminkan, di
sita, dihibahkan, diwariskan, ditukar (ruiflag) atau dialihkan dalam bentuk
pengaliban lainnya yang dapat mengakibatkan berubahnya status tanah wakaf
menjadi tanah bukan wakaf. Larangan terhadap perubahan status harta benda
wakaf tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Wakaf
(sebelumnya ketentuan mengenai perubahan perwakafan tanah milik diatur
dalam Pasal 11 PP No. 28 Tahun 1977).

Ketentuan mengenai larangan perubahan status tanah wakaf karena
ditukar dapat dikecualikan, apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan
digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang
(RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan tidak bertentangan dengan syariah. Tidak bertentangan dengan prinsip

' Supome, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradnya Paramita,
1972), hal.22,
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syariah di sini artinya tidak bertentangan dengan akidah dan serta diharuskan
peruntukkannya bagi kemaslahatan umum. Untuk lebih menjamin hal tersebut,
pihak penukar diharuskan untuk membuat surat permyataan bahwa di atas
tanah wakaf akan dibangun/digunakan dengan hal-hal yang tidak bertentangan
dengan syari’at Islam.

Seorang nadzir dalam melakukan perubahan status tanah wakaf
tidak dapat melakukannya begitu saja melainkan hanya dapat dilakukan
setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
BWI merupakan lembaga Independen dalam pelaksanaan tugasnya serta
berkedudukan di ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di propinsi
dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan perwakilan
BWI di daerah dilakukan setelah BWI berkonsultasi dengan pemerintah
daerah setempat.

Dalam ketentuan Pasal 51 diatur bahwa BWI terdiri atas Badan
Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Badan Pelaksana merupakan unsur
pelaksana tugas dari BW] sedangkan Dewan Pertimbangan mernpakan unsur
pengawas pelaksanaan tugas BWI. Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan
BWI masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang

Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Mengenai susunan - -

keanggotaan masing-masing, ditetapkan oleh para anggota. Adapun tugas dan

wewenang yang dipunyai BWI, antara lain:'®

a. melakukan pembinaan terhadap »nadzir dalam mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf;

b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala
nasional dan intemasional;

c. memberikan persefujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan
status harta benda wakaf;

d. memberhentikan dan mengganti nadzir;

e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;

f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam
penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

' Indonesia [3], gp.cit., Ps. 49 ayat (1).
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BWI dalam hal pemberian rekomendasi persetujuan (izin} tukar
menukar (ruislag) kepada Menteri di haruskan bertindak sangat hati-hati. Pada
dasarnya meskipun NJOP antara tanah penukar dengan tanah wakaf telah
seimbang dan lokasi tanah penukar berada di lokasi yang strategis namun
peran BWI yang utama adalah mengamankan aset wakaf.

Apabila lebih diperinci maka peran BWI dalam hal tukar menukar
(ruislag) tanah wakaf ialah sebagai berikut:'"®
1) Memberi rekomendasi kepada Menteri atas persetujuan (izin) tukar

menukar tanah wakaf;

2) BWI pada dasarnya mempunyai suatu keinginan untuk tetap dpat
mengamankan tanah wakaf (apabila hal tersebut masih dapat
dimungkinkan untuk dilakukan). Artinya apabila tanah wakaf masih bisa
untuk tidak ditukar (di ruislag) maka sebisa mungkin dipertahankan
keberadaannya di lokasi yang bersangkutan;

3) BWI berkeinginan untuk selalu mempertahankan peruntukkan tanah
wakaf. Niat awal peruntukkan harus tetap dijaga. Misalnya apabila tanah
wakaf tersebut awalnya diperuntukkan untuk keperluan pembangunan
sebuah masjid maka di tanah penukar juga minimal harus dibangun sebuah
masjid walaupun bisa secara tidak utuh (di tanah penukar dijadikan tempat
SPBU dimana di delamnya juga disediakan fasilitas musholia);,

4) BWI berorientasi untuk memproduktifkan tanah wakaf oleh karenanya
tanah penukar diharuskan berada di lokasi yang strategis sehingpga bias
dikembangkan menjadi wakaf produktif;

5) Apabila telah diizinkan untuk dilakukannya tukar menukar (ruislag) maka
peran BWI adalah untuk memantan agar tanah penukar dibuatkan
sertipikat wakafnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap peran yang lebih utama bagi BWI dalam

tukar menukar (ruislag) yang dikaitkan dengan kasus tukar menukar (ruislag)

tanah wakaf WAN SYARIFAH ialah bahwa sebisa mungkin BWI tetap
mempertahankan keberadaan tanah wakaf WAN SYARIFAH, dalam arti
apabila masih dimungkinkan maka sebisa mungkin tidak diberikan

" Hasil Wawancara dengan Staff Kelembagaan Badan Wakaf Indonesiz, Fahruroji
Tanggal 15 Juli 2009.

I’nzig(%sitas indonesia
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rekomendasi persetujuan untuk dilakukannya tukar menukar (ruislag) atas
tanah wakaf WAN SYARIFAH.
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BAB3
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dalam bab sebelumnya maka

dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Dalam kasus tukar menukar (ruislag) tanah wakaf Wan Syarifah, Petogogan,
Jakarta Selatan yang dilakukan antara pihak yayasan (selaku nadzir) dengan
PT MPM (selaku pihak penukar) tidak dapat dilaksanakan dikarenakan belum
sesuai dengan ketentuan hukurm yang berlaku mengingat dalam hal perubahan
status tanah wakaf dengan cara ruislag hanya dapat dilakukan apabila telah
mendapat izin dan Menteri Agama. Dengan demikian tindakan penghentian
permohonan persetujuan ruislag yang dilakukan oleh Departemen Agama
Kotamadya Jakarta Selatan adalah tepat;

Apabila terjadi sengketa mengenai perwakafan maka penyelesaiannya harus di
tempuh melalui musyawarah unfuk mufakat terlebth dahulu. Namun apabila
penyelesaian  sebagaimana dimaksud tidak berhasil, sengketa dapat
diselesaikan yaitu salah satu caranya melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan
Agama. Dalam kasus, sengketa ini belum sampai diajukan pugatan ke
Pengadilan Agama karena permohonan persetujuan ruistlag telah dihentikan
oleh Departemen Agama Kotamadya Jakarta Selatan;

Peran yang lebih utama bagi BWI dalam hal tukar menukar (ruis/ag) tanah
wakaf jalah mempertahankan keberadaan aset wakaf dalam arti apabila tanah
wakaf WAN SYARIFAH masih bisa untuk dipertahankan maka sebisa
mungkin tidak diberikan rekomendasi persetujuan untuk dilakukannya tukar
menukar (ruislag) atas tanah wakaf WAN SYARIFAH.
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3.2 Saran

1.

Perlunya ditingkatkan pengelolaan wakaf yang dilakukan dengan manajemen
yang profesional, terutama dari segi nadzir karena ia memegang peranan yang
sangat penting. Berfungsi atau tidaknya suatu perwakafan bergantung pada
nadzir yang bersangkutan. Agar benda wakaf dapat berfungsi sebagaimana
mestinya dan dapat berlangsung terus menerus maka benda wakaf tersebut
harus dijaga, dipelihara dan jika memungkinkan dikembangkan;

Perlunya peningkatan pemahaman serta pengecekan segala persyaratan yang
diperlukan oleh instansi-instansi yang berkaitan dengan jalur permohonan
persetujuan (izin) tukar menukar (ruisiag) tanah wakaf sebelum memutuskan
untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan;

Hendaknya para calon Notaris dapat mempelajari tentang wakaf. Untuk itu
hendaknya materi mengenai perwakafan dapat dimasukkan ke dalam
kunkulum pengajaran Magister Kenotariatan.
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. ' Yaong bhertanda fangan dibawah inl Kipals Direkeorot Agracio Dacrah Khuius lkukora
di |akarta. mencroogkan bahwa menurit Daltoe Pendaltacss Tonah, bidang wanah yang
terkenal sebagal o

]alanymp'

Bﬂlnkmz buturen...RiK. I 31911 2alTanah. Makal.Wan byu_r-lru‘

dalamn Xelurahan; B.E.1.0.8 c.\‘a Al
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Wl layeh :Jakorts.d2Llatan. =4
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Pondafiaran Taneh Wuks{ yang torjndi aa. l
bolum kelunroya P P, Nu €8 Talyn 1977

ASSALAMUALAIKUM W.W.
Deugin ini saya

Nama lengkap 1)

BENTUK W,D.
.

I L]

Kepada:
Y. Bopuk Kepaln Kaniar Urusnn Apanu
K ecrinntan jg_gbayoran Daru

di

LAX SR TS,

Sayid Ahmad Umar Alydrus

Jdakarta, 30 Desember-.31930—(hg)—tahun, —

Taogpal lohirfumur :
Agamn s I s 1 am
Pekorjuon v B_u.r uwh
Jobotou i
Kewargsnegaroan ; Indoneain
Tompat tinggal - 4

J1,Nipan {Tanoll Wakaf Kramat ¥pn_Syarifah)

IT,.0012 W D1 Keluranan--Rabo o gan eme——

wenoeranghan. doopgan sasonrsvlinva® buliwa tangh yuug lurupc-

sawol, pckurangnn kobun atan tombak 2)

Porcil nomaer

belkkas EIGENDOM perponding Mo, 6220-geb,

Kelas Desa :

Ukvuran ponjang

lobar
lans : 7.586,60 M2,
terlotak di : .
Dosa Kelurahan_Petogogan.
E eca m; T m . -Icoha}:ozaaﬁ-ﬁar\.
Kabupaten/Kotamadya 2) ¢ J-a.lcar-ta—bolatan ;
PropimsifSotipgkns 2 : -Daevah-Khusus—Ibukote—Jakarta—Raye:
Yrng l-c.kuran-f dikelola oleli Sz d—Al:Jm.a.d__IImaJ:_AJ_ydru-.
adalah tangl wakaf wo:ruk 2) uburan.Umat Islam

Borsama ini saya sertakue surat ketorangan Kepalu Dora

bilik tersebut.

Hal iui saya unmpalkon unl.ul.. didaliarksh u.bngn: Tansh Wokaf,

]

.
.

1), Untuk nnma leagkap ini dimaksudkin salalizatu dari
‘Nadzir Weokif atsy uhii warisnye ;an katuraann |

_ Noudzir atnn angrein ovasynrakaz y |‘nr' mnngotuhm
babwa ol toraabut ndaddul vuond wakal atuw
Eepaln Dosn 1

2), Diisi snluh sawn dari tujuse wakaf

a.

1

i

: T s ey T
- '?‘1 “i‘-“!h.?. . v ';' A L™ “*'- "
e ﬂs' > ' ~

Tukar iVIenukar...

wslg
Pombaagunan Meribu duirn tefmasuk Musjid L

L. Keperluan umnm termosuk didaltwaie bidung pesdidikao duri vingkat kaosk - konuk tinghat

dasur nmlul tln"\ul I;lug i a"rlnll.omput pooyentdoan viak yalim 1_nat'u. lUBE potre toua wista
dan koperluan umum lniobya sgsuul doogun n}n‘-an Agamn Tslm,

Woaasswelam,
ST kA, X Aonstus 1975 -

Yung meudaftarkan,

] oy
K U ‘ ‘ \\_.,_ ~ b
i EHL \ \ l ’ -
TARAH WK
B PR {;S.a‘)' . Anmad Umﬂx‘._&lid\t‘us

AJORAN &Ann
vpgot dan Morholla

-
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SURAT ~ PERIYATAAN

Kamd yang bertende tengen dibaweh ini masing-masing:

OV, Tene : Sayid Ahmed Umar Alaydrus-
“ P3l.lehir : Jakerte,30 Desember 1930 (49) tahun
' FPekerjaen : Burvuh -
Kevarganezercan : Indonesis

Tenpa¥ tinsnnd Jln,Wipah (Tenah Viekaf Kremat Ven

Syerifeh} Rt,0012 Rw,01 Kel.Petogogan,

v2, leme : Husin Adhy SIEIC .
Tsl,lehir : Jekerte,12 Agustus 1950 (29) tahun
Pelterjoan : Sveata

ileviargnnezaraan  : Indonesia ]
Tenpot tinggel : Pelmerszh Gg.Alons Ho,61 RE,008 Rvr,07

Kel.Pzlmerah,
J3, Tane . liohommed Jeis Abbes
Tsl.lahir : Brunei, 10 Pebrueri 1928 (51) tahun
Pphorjenn : Dagsang Kelontong
Wevmrionesarcen - Indonesie
Tenmnet tingsel + J1,Cikojang Ho.30 Rt,006 Rw,06 Kel,
- Petogoznn,
4, Heoema : liohapned Sidilk ,
Tsl,lehir : Jekerta,4 Desember 1942 (30) tahun
Paicerjaa : Buruh ¥ .
Yevorgenegorasn : Indonesia
Tempet tingzal : Jin.Hinah Kubur Rt.0012 Rw.01 Kel,
-Petogogen,
V5, Heme . Ao lenef
21, lehir “: Bogor,10 Tlopember 1959 (20) telwun
Pelkerjaan : Pelejar
Kewergonegarac @ Indonesino -
Tempat tinggal | ¢ Jlun,Hipah Kubur Rt.Q012 Rw,01 Kel,
Petogogen. '

Adelah benmar keani sebegai Nadzir Tenah Wekef Eramst
HWen Syaxifsh yerg teleh ditunjuk oleh Akhli ¥aris Alm,
Seyid Abdullah bin Abdurshmen iidid, ( Hu, oMo Al-wdid)

Demikianleh surat pernyetaan ini kani perbuat dan agex
pihalt yang berkepentingan menjadi meiclum,

_Jalcarta, 12 Cktober 1979.

[ {18

df’mﬁ)laydrus y L—--’S‘”_‘_'

W
iohemaad Johs Abpes—

fonor ¢ 1394/Un/IS/¥/1/PL:1979. (7 \N‘%F
Tengzel @ 13 Oktober 1979, C/

Pl ' PR Y = - : - '

OO ERANUT, ( Ke W a n & £ )r
Bobva benar nenc-nens yeng
membuat perpreisan dan taneh welkef

( ilohomand Sidik ).- (
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DAFTAR ISIAN INV‘ENTARISnSI DATA PENAKAMAN
A DAERAH KHUSUS TBUKOTA JAKARYA
L Kotq;!:gpn Tompat | Seloton o
* 1. wlalayen Kéta Jakarto : ﬁéﬁéiéiéﬁ'ééfg {:.:::..l: ------ _
e . Petggozan.. . ... DT
. Senat Jotan | Zabie, Dok, gt . ary 2/ g
ve atonat Jalan rieirt) 3 el
swnbsr Informasi
I.-Jn'ni;-cumi Pemarintah- § La RN - . . R R .
. EAsyarakat ——— hqsynrnkqt

ye nhli
« Newnp Pemboari Tniovymasi
tuzor Jahatig:
#y Adomat i

iy -

¢

+ 204} yeng berwakafl

V. Nama Yoalkds
€. Aamnt

3+ Pokerjeaan
§¢ Diwokafkan Tgl/rhn.
7. Uentuk Iiorar Yialcer

.

* x
Julcti Pemili ko:

. Cirik/Potuk/Keki tir atay

Sinrk fikat /v,

< Swral regoy latanya

. s

sukti Lain Tentong Wakaf
i. Pengokuan Mosyarkat
<. Pengukuan ahl} ¥Waris

'+ Dan lain-Yoin -

Tukar Menukar...

3. Surat Resmi Pemerintnh..,

--------- idid

Habib J\bdulluh Al

- JAMqrhwm..n

T v il - T G N T \-‘.'
: Jtahun l935 (Zaman Bcluvﬁu) .....
{ a)bis oot i SYerifaoh iixah

(-} adn nwl et xb‘_‘mca Lnﬂr. aln‘(\l;?t
¢, Dan lain lein

O A
3 i bia” ah
Catatan : Kalau ad- uu*u- .ﬂur- :1

[

Lampirlean.

Surat Ukuyr Tanuh da
?Ckcraaun

ri: Su.l u.dinu:r . "‘;'_I:
Ro.007/1970

Unum "Jakarta Setntan
Prentoglr702/1970 .

Cutatan
t.Surat »

n-
Faneldd s

: Buh’n nohon tlt Iarnf’im:a
cngururun dai1t Selksi

Lisan 7 eentnio

:\-/-['GI‘tUJJ..:i ........................
Catatar, RS mahon i, -|-1:.'\1~"*-~

v 1.8urat huuaa du
Achmod binV
Umar Alnydruu.

, Dewi Damayanti, FH Ul, 2009
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Tukar Menukar...

-2 =
¥1. Keadaan Lokasy Pomakaman
1. Nemg Tempat Pemakaman . Tanah Yakof Kromat 'VMan Syarifon .,
2. Luas Lokasi | s 7.5.‘3:6..69.!“2 B T :
3+ Bateo batas .
. - Sebelan Vtara Sl Wipah A
v - Sebelah Timur (I1,Pulo Roye, VIIY ... .. " .. . . ...
- Sobelah Selatan : TPV, Blok, F. {Maleam DKL), °ogLan Tslon
- Sebelah Barat T?E‘I. Blok P (Makom DKT,), baginn Xriste)-
, 4. Kondiei dar’Potenst '
- 'fi;g:_):,i Ko jenuhan-makam
- Kegiatan Pemckaman L bacddoddddt / Midale AleriT
, ~ Perpetekan Makam : ‘I:ﬁ;nmr‘r,’l'iglak Teratur { menurit =gae
dor mekon: Y.
. ~ Perawatan Lokasi Makamn : Beil / Yooomear / vidai
t - Serana Pembangdnan Pema :
kemay yeng ade L F & ]
Zo godcoo i oo g i - o T
- B ™ B
>+ Sudah di tutup t 8. Perda No. : .......... EEERY - - - -
Tanggel - 2 vieda.. 0 oo i .
(b) SK. cubcrnur No.D .I.1I§J1J/n/1 5/197
Tengegnl 3 HOPCNBE L A27a, ..
. . K- 2. Lain lain.
vII, Ke:tera.ngan Penpurusan ;
- a.“Sendiri
1. e o , Achmad bia Umcy Alaydyug
2. & . J1.Hipoh Kabur Rf Q12793 .. '
3. Pokerjaan :S."f“.‘!t.o:.................. ......
6 4. SK. Nadzir i Nomox®.: :25:4.'/:14"3/.‘3.'.(?/7/1’?'{3979 .....
b. Organigasi ; Tanggal: 13 Oktober 1979.
1. Nam a . Levyasan Analiyoh Aryori rrquz
2. Alinmat ;L NARok Kubur BE.001n oy 0T O TLTeR
3. Akte Organisasi’ Kl “°’°“I‘i". .’*!“.d.%b:c:"}?. <
4. SK. Nodzir .
c. Ingtansl .Pemerintah
1. Noma
2. Alomat
3.Dasar. ‘
} ~@ket _“:'I‘
| 'S =
o

'-—-—._;_‘,..._-...-T:-'-'h-.______
. ﬁ“' | Y g

RIP, e

, Dewi Damayanti, FH Ul, 2009 - -
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e ' BENTUK W.D.

NOMOr  § vevevanasrennaotnntsasnanss (s,
N Hal » Pandattaran Tanah Wakaf yang : Kepada

- ) ' m]adl'iebe\um' keluernye PP Yth, Kgpala Kantor
Nomer 28 Tehun 1977 WUivsan Agama Kecarnatan

- YORME BATU . .

dl —
SILINTS SELATAR . .

Assatamu’slalkum Wr, W, - . '
Dengen inl saya : . '
Nama langkap 1} : "IAHI.EI‘ HOSEIE .RUP, . C e e e
Tempat labirfumur : dokarim, . 18.0kctobor. 1943. ..... s
Agema D ¢ ) I P
Kewarganagaraan : LJIndonewdee .. ..

Tempat tingga| .EKps .Xromat . ET,e - 034/05 Ll:llo C’iuu'tan

manerangkan dengan resungguhnya bahwa taneh yang barupa sawsh, pcklrangm, kabon stew tlmb'lk 2]

Sertiiksi/Persil 2) nomor

Kelas Deasa Y- R . PR - - - - - -

Ukursn panjanp  oodcoooonoogd oo R . N
lebar B B R T I RN .
fues . 1 .74585,60.m2. . ... NS | g

terietak di : ‘ '.

Desz ' : . Xela.Potogogans. ... ....... . ..

Kecamatan 3 !W e g SR g o ool N

Kabupaten/Kommadya 2} .1 JJekarba Seletan,.. ... ......iila.... ..

Proplnsi/Setingkay . VIR Jekardes L

dangan batas-batas : ; : :

Sabelah timur ) : JKemplels Paoke | ... ... aoooom .

" barst : . Jalmy ipede. ... o
Utera =~ : .fMden Ripahs . P R
slann . : Tk, BIOR Pe. ...

Yang sakarsnyg dikalola oleh : 3

m,m ARROFIRUERARIR, XA SYART

sdalah tanah wakal untuk 3]

Barsama Inl says sert

Catatan
1}

“

Untuk nama lengkap Inl dimaksudken salah satu derl nadzl, wakif atav ahll warlmvp, anak keturunan nadzif atau

anggota masysrakat yang mengetahul bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf stau Keﬂnla Dasa.
2], Corer yang tidaX perlu.

31, Oiisl satah satu darl tujuan wekaf
a. Pambangunan tempat paribadatan, termasuk mas]ld langgnr dan musholls.

b. Keperluan umum termasuk dl dalarmnys bldang pendldlkan darl tiagkat kanek-kanak, tingkat dmsar ;nmpal tingkat

tinggl serts umpn punvantunan anak yatim platu, tum natra, tuna Wlsl’l'Il dan keperluen umum lainnya sesual
dengan ajaran egama [slam,

Surat Inl dimuat rangksp dua

lembar pertams untuk PPAIW
lembar kedua untuk arsip.,
-

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009 {



BERTUK W.K. . b
o . b "._I
SURAT KETERANGAN KEPALA DESA .
TENTANG PEAWARAFAN TARAN MILIK .
Jengat tsiye Kesole Dese . . . .EGWEQEG_II'; e e e e e e e
:.c:‘.:r:é-;'f.:n Bahese 12nah
forepa. _ _ . & Savah, pekarengas, kebun atzu tambzk 1)
rorslagmer ’ : 5 O D . e e
C Az De: G . [ s o coco ook ...
ChummEIziang e e e e ]
':e‘:zr = ] ERNE . . BRI .. SESECNSEY, SR WL . .. . .
Yias ’ . > _7+586,60 M*?- B IR, B ..
4 trlelak #ie ) i e,
Seid . Petogogan. .......... o e
Yecamelen -Kebayoren. Bayu. ... ! .................... -
Yavupaien Konamalys 1 . tp =3 .en 5
_q.m.ra-e slarmalys 1) Joalearta 's-elatm.‘ : i. e -
Tropms it N mI"JEkBIftE FRRRET ! ................... |
zdaleh Larmar fzngh wakall . , : ]
: : U
’ Dermirizalah 2zarmenjedikan mziclum bagi vang berzepintingzn, S 5 :
! 1

Yoear § '22{'-1;-857.1 : ' . “Jekarta, 15 HNopember 1902
Il § O Deottbor 1992 -
"y

Pitenoh wekaf tersebut dlatas berdird: '
_sebuah bengunen Husholleh, : :

r-
e

Tukar Menukar..., Dewi-Damayanti, FH Ul, 2009



KANTOR URUSAN AGAMA _ S
KECAMATAN . JFRRTORAR BAFD. ... : - .

ey, 09 Narsh. 199

Namor : 55@/9}-.,. : Kepadas _
Limp, : A .(sxtu}.backas,. .. ' Yth, Kepels Kantor Pertanahan
Hal ¢ Pendaftaren tenah wekaf, Kibupaten / Kotamedya

di- '

JAX LR A

Dengan hormat,

Bersama Inf kami sampaikan beckas permohonan pendatteran tanah wakaf dengan
lamplran sebagal berikut @ s :

1, Surat permohonan konversl/pentegasan hak.

. Surat bukli pemilikan tanah.

2
3. Akra tkrar Wakal.
4

. Surat pengesahan Nadzir. -
. - ] - a

Oemikianlah, selanjutnyz  mohon dicap'ai pada buku tanizh dan tertifikatnya.

" Terima kasih.

i ——

BENTUK W.7.

—t——

"\_‘\\

K, RODJALY. B3

._mp:.tm&t?h:.. ﬁ

TEMBUSAN ; Yelaten

. Jeiarie
Kepals Kantor Departamen Agama Kebupaten/Kodya . i vi i i nvaenanrine,

- Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH U, 2009 !
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s & 2 F NN & 8

L]

Pads harl Inl, harl

1. Nimgs lengkap

-

m

wbagai Nadiir a1as 1anah wakal yang \e‘xuk di Dena
Kitwpsien/Kotamady aton

Tanggal Lhirfumur
Agama

Peker|aan
Kewargandgeraan
Tempat tinggal

Jrbavan datam Nadrir tebagai

. Nama lengkap

Tangygal [ahirfumur
Apsma
Pekerjun
Kawarganegaraan
Tempat tinggal

_abatan dalam Nudzir sebaqgai

. Nemna lengkap

Tanggal lahisfumur
Agayma
Pekerjaan
Kewarganegarasn
Temoat tingqal

Jibatan dalam Madtic sebagai

. Narma lengkap

Tanggal hahirfumur
Agama
Pakerjaan
Kavz-qanegaraan
Tempat tinggal

Jabatan dalam Nadzir sebagai

Nama lengkap
Tanggal lahirfumur
Agama
Pelkerjaan
Ke\i}arganegarun
Tenpat tinggal

Jabatan d2lam Nadzir sebagal

Surat p_mguahan ini beriaku 1eja% 1anggal driahkan,
At

Ketarangan :

1, A3l Surat Pengetahan Lersebu diberikan kepada Nadzir yang bcrnng‘;:uhn

...........

BENTUY W.5.
SURAT PENGESAHAN NADZIR

Nomof & 65,/111/93 |hun B[, 2 S

o vangged B 443 i ey tangael 82 JTEY 10330 Kamit Kepala

. Kintor Uruien Agama/Palabat Pembuat Akta tkrar Wekat wilavah kecamatan SODEFOTED Bty
Koumidys . JoRETER_ Solaton

{ pnalivian seperfunys, mengesahkan «

Kabuipaten/

Proginsl b 84 JM

................ setetah mengadaken

....................................................

.....................................................

i M N i e

....................................................

2, Lembar ke 2 {dua) tembusan kapads Kandepag Kabupmanodv_a. PR

1 Acsip,

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009
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IKRAR WAKAF
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangdn dl bawah inl saya :

1
Nama lengkap . HeHUSIN, ATX,, BK...... PP .
Tempat dan tanggal lahlr/umur it eeerarreiecnaaans T .
Agama R LA X 1 R PO et
Pekerjaan : ' .  FPengmoara. L. cereraanan
Jabatan {bagl Wakif Badan Hukum) LT i e e e
Kewarganegaraan + JAndonesige, ., L e
Tempat tinggal : _ : . Xpa, Ball BT, 00B/P2, Rel., Hijaya Kusuna. . ..
‘ '  Keo, Petamburan Jakarta Barab, .. ......,
Bertindak untuk dan atas nama ! Hakif. Zei e e e . T e o
Pada hari Ini ‘ . . Kemi®e .. P .
sanggal ' : .14 Jenpard.1993.4.{2]. Rajab. 1413.H).. . ....
dengan fni mewakafkan sebidang tanah hak millik saya : E
' berunz 1} ; -, Tenah Pelearangan. . ... . ... ... ...,
Sertifikat/Persil 2) nomor o P . Y, DRI B .. ...
“Kelas Desa R e R, . . . .. ...l
Ukuran panjang ' ™ . . R ... .... .
lebar e F el ¥ O
luas ¢ .. T2586,60. N ol R
Terletak di :-
Desa . : . Kol Petogogan, . . .. .. ............... .
) Kecamatan L l ¢ . Kebayeran Baxu. ... .....ic..iel. . .....
Kabupaten/Kotamadya 2} : . Jdekarta Salaten, . . ... ... ........
Propinsi ' ' K Jekarta. L. e
. dengan batas-batas :
3 Sebélah timur : L Komplekg Banke ., ......c.iiiiiniianin
) barat . : ..Jalan Nipahe oLl
utara . = Jalan Nipah. FURC. .
selatan . Mekem Bloke P, L.
Untuk keperluan 3) ., Wusholeh .":r.'r."’.f.i.‘f“:‘:r.?h.i.i.“‘.' ................
. Wakaf tanah tersebut diurus oleh Nadzir yanq diwakili oleh : :
Nama lengkap : . BHMAD ALYDRUS. .. . .............c..eeenunn A
Tanggal lahir/umur : . Jdekarta, 31 Desember 1930.................
Agama A I B e
Pekerjaan o TR e
Jabatan dalam nadzir . . Y T . . i itcat e Caaraaaa
Kewarganegaraan ‘ : . Indonesia,

. JLo. Hipah Kubur, RI.P12/D1. Kal,. Petogogan. .
. Xeos, Kebsyoran Baru Jekarts Selatan,

Ikrar Wakaf ini diucapkan/dibacakan 2} di hadapan PPAIW Kecamatan

Tempat tinggal

------

L R R N v rap s
Kebayorpn, Bari. . .....vvevennn.., Kabupaten/Kotamadya 2} .. Jakarta- Selatan.. .- owe.... .
i
- Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009 '

I T -




BENTUK W.1.

Proplinsi | DKI JWR.M et rraeneear i aar e . .— tesvs.. . dengan dlsakstkan oleh saksl-saksi ;

1.Namaler_\gkap : Hr %mmm
Tanggal lahlc/umur . JJak m_’" 21, n“q‘b” 1.(-!:18.'. ............
Agama : I“]'E‘“' e rhareeiaan Ciereanaaae .
Pekerjaan ; Keryawan. . e s reieeaans .
Jabatan . ) fevans R R RLLET R
Kewarganegaraan . : Indonaaia. ..... i e
Tempat tinggal KP- FPandak dranl Ksl‘i‘. Poi‘\ﬂ)k(l(-aryn By

Keos: Pandsk Irmw-mrrnau L e

2. Nama langkap :  MOOHAMMAD JALE ABBAG, -t rc-rrartonen cenas
Tanggal lahirfumur :  Brunai, 10 Pebruaxi, .192ﬁ.. By e renchanans
Agama = o I8lame e,
Pekerjaan . Dogange . B .. . .. e
Jabatan R 50 coon o . L. LR | o AN
Kewarganegaraan : Indomesla. oL i
Tempat tingge! . Kel, ?F‘“E“B’m m‘f 005/05 Keo, . Keby. Baru..

vekarba. Splatan.. .. ... i i ci i, =

{krar wakaf ini dibuat dalam rangkag tiga : ’
Lembér'genama untuk Nadzir.
Lembar kedua untuk PPAIW
Lembar ketiga untuk Walkif,
Demikian lkrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri dart tarpa paksanaan pihak lain

i By .

| dakartp,, 29 ¥ATOR . o9,

(. AHMAD ALYDRUS

Saksi-saksi :

1. He SALIM: B, ~USHAN. {
2. MOGHs JATS ABEAS { .

: Méngetahui
'I_a‘Kanlor Utusan Agama Kecamatan/
abat Pembuat Akta [krar Wakaf,

.

Keterangan : \

i
" 1
. . ]
1}. Diisi salah satu dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak. i
2}, Coret yang tidak perlu. o _ _ .
3). Dlisi salah satu darl tujuan wakat, ) 1

a.

Pembangunan tempat peribadatan, termasuk di dalamnya masjid, fanggar den.musholla,
b,

Keperluan umum, termasuk di dalamnya bldang pendidikan dad tlngkat kanak-kanak, tingkat
dasar sampai tingkat tinggl serta tempat penyantunan ansk yatlm piatu; tuna netra, tuna wisma
atau keperluan umum lainnya sesual dengan ajaran agama Islam,

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



AKTA PENGGANT! AKTA IKRAR WAKAF

Nomor . 66/TTT/93,Tshun: ..1993x... :
f’) '
: _ 5. Syaial .. A013He ot 1993
Pada hari ini, hari Sm ........ tanggal wn.. e ors Haoatay tanggal | 39 }:Lal‘ -99 ...... .
i PR M, datang meaghadap kepada kami, nama , He. RODJALLL , Ta, .. Kapala Kantor Urusan Agama Keca
malan .Xebayormn.Dard, .... salaku Pajabat PamhuatAkla Ikear Wakef, Kecamatan JFOPYe BpXY. . Kabupatan/

Kotmadya 1} .Jalcarta-Delatan. .. - yang oleh Manterd Agama dengan persturannya Namor 1 Tahun 1978 pasal 16
ayat {2 huuf d ditugaskan untuk mambuat Akfa Penggant! Akm lkrar Wakaf wilayah Kecametan Xobayaren, Barn,,

dengan disaksikan oleh 2 {dva} aerang saksi yang kami keaalfdiperkenalkan kepada kami 1) dan Nadzir yang kami kenal/
diptikenaikan kepada kami 1} dan akan disebutkan didalam akta pengganti ini :

. . Nama fengk-np

Tempat dan 1anggal lahir : ...... e .
Agama : . Xelame R . . ... Crarees .
Pekerjazn : Pengeearey. ...l - e
Jabatan ] . : Andemeala. i
Kewarganiegaraan . Xp. .Bel %7, .008/02, Kels.}"idiw Kusure.
Tempat tinggal . Keo, Petamburen Jakarta Barat, ~ .
bagii 2) 2 '.@éfsi.fé.'.'..'.ﬁ.'.ﬁ.'.'..ﬁ..'..Ii.ﬁ ....... F . ',»
telah mendaftarkar wakal sebidang tanah : : '\-
Berupa 3) - i Pangh . Pokaralgahe - o miariinaeraaaans Ir
Persil nomar ... Y i TR i 1.
Kelas Oesa . - . . S
Ukuran ganjang TR R ... Y .
lebar . . ¢ O N SN T
- duas . 7586, .80 m?« ............ R .
Terletak di : |
Desa . Kelo Botosoeana:......... PN e
Kecamatan ., Kebayoran Baru, = . J
Kabupaten/Kotamadya 1} v Jakaxke -.Qlatam... ...... . U
. Propinsi . IXI Jakerta. = R, iere S
Bengan batas-batas ;
Sebelah timur : KomRleka Banke.......o...ievioii ol
bacat : Jalen Nipah. . . .. .
utara ; Jelan Mipeh. o
“selatan : ; Mskam Blek B. .. ... ...... e .
" Untuk keperusn 4} . Musholah Arrofikur Rohilm. '

Bl dznqan disaksikan oleh saksi-saksi :

Il. 1. Nama lengkap

o SALDUBERL WM.
Aoams B 21 persln \
Pekerjaan : MXeryawesn. e ';
Jabatan : .". ...................... \ - ............... ' :
Kewarganegaraan . Indenssia. o 02/01 KT, P " F
. » « Mende ¢
Temp_at tinggd : r ilx)"afﬁg:kf’ﬁgnok :ﬂhm nger-a.ng. |
* i

LY

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009



3. Hama lengkap : ;. POPHAMMAD, JAIE, ABBARs. ..\ teienineenn.

Tanggal lahcfumur : . Bronel, 10, Pebruart, 3928, ool
. Islam, . : '

Agama T Crreanes Crrer e
fekerjaan :. .p‘-’"ﬂ’.“."ﬁr. i reerrar e [eveenranenns
Jabatan D e NmedsedrmresververeE vt a e ; ............
Kewarganegaraan : fctlfll'?n;gtar ..... e 006{06 ]{II e .‘p .

inggal R 03"5‘”.‘. Te DOOL00 Kac, Keby,, Ppru
Tempat tingga _ Jaka.rl:a. Sala. Py

h wvakaf \ersebut diurus oleh Nadzir :

Naima lengkap S : JARMAD ATYDRUS............... : .............
1
|
i

Tanggal lzhirfumur . : Jekerta; 31 Desember 1930, i . ... ......
Agaimi ; .I.E.‘:.Le;".n!. .......... Pieseaseann e iieeeanarans
pekerjaan - ' : .'1."3‘1.":'1'.". 5500000000500 ol SERPESRRRRRRD
Jabatan D M cacno g ooon o e onoooo o M oo o TP
K evarganegaraan 2 .]Er.“}‘?'}eai@‘. ..............................

- Tempat tinoaal f TR | e | BRI e T e .

pab tersebut adalah wakal dari -

 Nama - : HARLR ARQULLAY HATRLR (qln:arhuml ......... _ -

T empat tinggal T .. - L A - R « iR
Y ang diwakafkan pada tshun -, 1935 -

ita Pengganti Akta lkrar Wakal ini dibuat raagkap tiga : 3 : : . -

Bimb ar pariama disimpan oleh PRAIW.
tmb ar kedua dilampirkan pada surat penmghonan peadafiaran kepada Bupati Kepala Daerah cq Képala Suhdit Agraria.
embar ketiga dikirim ke Pengadilan Agama yang mewilayahi taneh wakat tersebut.

]

Yang mendaftarkan

W soksi-sksi -
BV, SALTH. B, USMAN....{

Coret yang tidak perlu.

Oiisi salah satu dari Nadzir, Wakif atau ahli warisnya, anak ketsrunan Nadzir atau anggota masyarakat yang meagetahui
bahwa 1anah tersebut adalah tanah wakaf atav Kepala Desa. ‘
Diisi salah saty dari sawah, pekarangan, kebun atau tambak. )
Diisi walah satu dari tujuan wakal,

a Pernbangunan peribadatan, termasuk masjid, langgar atau musholla,

h. Kepeduan wmum termasuk hidang pendidikan dari tingket kanak-kanak, tingkat dasar s.ampal tingkat tinggi sarta

lempat penyanunan anak yatim platu tuna netra, muna wisma atau kepeduan umum |alnn~,ra sesuai dengnn tujuan
djaran agama lstam. ) N '

5).. Kala Nadzir Badan Hukum,mnka yang bertindak dalam hal ini ialah Ketua/Sskretaris/Bendaharanya,dengan menunjuk-
kan dan menyurehkan tusunan pengurusnya.

fislem meadsfrarezn tanah wakal menurut bentuk W.3 ini harus dissrtaken surat tanah, suret keterangan Kspala Desa
Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2_009



SwRar Psrnyarasns
| KETERANG AN IKEMATIAN .

)/A.A_/é*- RBERTAA DA TANGsAr DI BAWAK ,f;(//; JA YA
KAMAE 1 AANIAIA H
PsfcewvA AN /Bl RumAy TANEGA .

ALAMAT @ Tl MIPAK KUBUR , RCOK P -V

RT: 012 Ritof Ke(. Pero6o6aw
K8 . BARY — ZAKARIR SELA TALE .

JEGACas MATake (STERE ALM . WM AH#AD AlaysRysS, —
DEX GARs (M4l N7 MEMBERSKAN ;@QMyAM /IKETERAE Ay
VANE JESUNG BudtMya , 1B AHKIA oV ve Jara VANG NLIMA A}y.:
| TERIEBUT DIATAS BENAR TECAH WAFAr, Pada TALGEAL » 785 )
K997 dARs JERIA ZAHMYA ér‘ffz-aj’mMM ,97'@,%\145,' AMusetol a
ARROLMPURRA 1M T A1pAL K3
p@?vﬁ‘aé_'m : : ol
 DEMIKIARs LA LCRAT ANy A T54R7 [ RIETERAN B AN (171, P
BUAT DernGans $EB ENA!?u-&S//A&Ny;,, Jé&ﬁl_g'#/';@‘?ﬂm& 7~A-A
%}fSSWNM AAZ/R S PENCURYs 7TAAI AL %an,é “Wpans S
RIFAl ABLULLAR AL~ ArDID" 7y asgpass IUBUR R7 012 RWI -0

YR R7.G12 [01 ICECLRAM.

K’e:z_ ’OEMQOGA"N/ -MMA‘/TE/OADA ,D/‘#'«Mc VANGE RERKEpEA
TN & sty K UA Dany PN Cens s AEA/GE7A st Ada-Al,

3
4
‘#
S
i )
NARARTA; I JunT Root?

JBAS .

: ____;———-""'KVLLL /

(HHuSin Ay AlaydRys $H ).
MELOASAICAM «

AE=reca R 612, /O 2.
91 g O |
o I\.‘J .

LR £
'

r—-—_._. L ps s ——
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URAT ¢] EMBERT g

Yang bertanda tangan dibawah ini, '

- Nama : H.HUSIN ADY ALAYDRUS SH.
Pekerjaan 1 Pengacara
Al amat :

J1.Masjid Nurvul Iman I No,24A RT.008/02
Kelurahan Duri Kosambi Cengkareng
Jakarta Barat.

Kaml atas.nema Wakif dan selaku Ketua PengPrus Tanalh Pemakaman~

Wakaf "Syerifah Habilb Abdullah Al-Aidig" yang berlokasi dilingkungan
RT.012 Ry,0L Kelurahan Patogogan Kebayoran BaruiJakarta Salgtan,Maka
dengen ini Kaml menunjukk dan mengangket serta mémberi.Kuasa gelalsu ~
NAZIR/Pemelihsra Tanah Pemakaman Waksf,dan sekaligus sebagal Ketua-

Musholla yang berada diatas Tanah Pemakaman Waka f tersebut, kepada

NHNamna ' H.M.Mustar H.Saabah
Pekerjaan : Quru Mengali
£lamat

: J1l.Nipah Kubur No.l RT.012/01 Xel.Petogogan
Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12170.

Yang selanjutnya menggantikan Almarhum Bapak Achmad Alaydrus
selaku Ketva Pengurus Pemakaman yang telsh Wafat.

Denlkian Surat Keterangan Pengangkatan Selaku NAZIR/ Pemelihara’
Tanah Pemakaman Wakaf, yang Kaml buat dengan sesungguhnya.

Meka kepada Instaensi yang berwenang untuk mengetahui adanyaza.

Jakarta, 13 Juni 2001.

A/N.Wakif/Pe‘ngurus Tanah Wakaf
"Syarifah Habi_jb Abdullash Al-AidiqQv

¥ang diberi Kuasa . fang wmemberd Kuas

—

(H.16.Mustar H.Saabah), (H.HUSIN ARY ALAYDRUS SH),

\

l
!
!
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PEMERINTAH PROPINS| DAERAH KHUSUS [BUKOTA JAKARTA SERI: A
KOTAMADYA J‘\K’\R'r“b .'.L“!}E"‘LN . ' 4673 57
KECAMATAN . .. KEBAYORAN HARU ~_No.4o /.
KELURAHAN ... EETOGOGAN ‘m‘*‘K o PM. 1 WNI

e KEl. I -
(71017}

jalan Yidaya, Timur Raya No,1 Telp. 727065,

SURAT - KETERANGAN
Nemor: | ?/1.755.09/2001

|

Yang bertanda tangan di bawah'ini Lurah: ..., LR oY N Y- o W
Mencrangkan bahwa :

Tempat/Tanggal Lahic ... Boagor,.. 9. Swad.. . 1957 ..o
Jenis Kelamin : Laki-laki/Pezmpuan : .
Agama : I.s.lam16‘5549
Mo. KTP/SKTLD D 09,5307 1506557 0489, e e
Alamat Ly JJ.:...ﬁi.nah..!&uhm:....gﬁ.:Et.aoﬁj.zf.ﬁxi...ﬂ.‘.'..........
..pelurahan. Petogagan Kecomatan. Kehayoran Baru .
Maksud/Keperuan  : ....Nama.ksk.diakas. adalah. bepar, wargs kami yeng,
telah diberi kuasa-eleh-Katua-Pongurus. Wakef.Nipah Kubur yang b
Nama : H. HUSIN ADY.ALAYDRUS.-SHy..-Surat-Xeterangan-ini- diberdik
untuk mengurus NADZIR Pemakaman Wakaf Nipah Xubur,-------
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapi{l dipergunakan scbaga'!mana mestinya.

Tanda tangg_gfis.

(H’.dﬁfnmm Musnﬁ',

\
3 Juni: 2007

................................

- {TIDAK DIPUNGUT BAYARAN |

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009




SURAT KETERANGAN PEMBERTAN TUGAS.

Yang bertanda tangan dibawah ini,

N anma : H.Husin Ady Alaydrus SH.
Pekerjaan : Pengacara
Alamat : Jl.Magjid Nurul Iman I No.244 RT.008/02

Kelurahan Duri Kosambi Cengkareng.
Jakarta Barat.

Kami atas nama Wakif dan selaku Ketua Pengurus Tanah Pemaka
man Wakaf "Syarifah Habib Abdullah Al-Aidid" yang berlokasi dili
. pekungan RT.012 RW.OI" Kelurahan Petogogan Kebayoran Baru Jakarta
'Selatan, Maka dengan ini Kami menunjuk dan mengangkat serta mem-

beri tugas selaku Sekretarig Nazir Tanah Pemakaman Wakaf tersebuJ
kepadaj -

Nama : Kamil Yusuf S.
Pekerjaan : Karyawan i
Alamat : Pejaten Timur RT,004 RW.O06 "

Kelurahan Pejaten Timur Pasar Minggu
Jakarta Selatan.

Yang selanjutnya menggantikan Almarhum YUSUF SEHBUBAKAR sel
ku Sekretaris Pengurus Pemakaman yang telah Wafat.

Demikian Surat Keterangan Pemberian Tugas Selaku Sekretarie
Wazir Tanah Pemakaman Wakaf, yang Kami buat dengan sesungguhnya.
Maka kepada Instansi yang berwenang untuk mengetahui adanya.

Jakarta, 13 Juni 200L

A/N.Wakif/Pengurus Tanah Wakaf
"Syarifah Habib Abdullah Al-Aidigd

Yang diberi tugas

¢ Kamt¥ Yusuf S ). (H.Husin 2&dy Alaydrus SH).

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



1.

Nama lengkap
Tanggal Ishir/Umur
Agama

- Pakerjaan

Kewarganegaraan
Tempat tinggal

BENTUK W,
SURAT PENGESAHAN NADZIR -

Nomor : 66/;11/93 .. Tehun 1993,

..... tanggal, 25, J.Ule 14824 tanggal 14, ﬂSuPb ZOQﬂ kami Kepaia
Kaator Urusan Agamaﬂ’nlabal Pemhuul Akta Tkrar Wakaf wilayah Kscamatan

menpadakan penelitian seperlunys, mengesahkan :

Kebeyoran BPI‘. .......... setelah
'_H MUHAMAD HUSTAR H SAABsH, 7

-Jabatan dalam Nadeir sebagai .':'.". e m‘ .'.".".,. .........................
Nama lengkap KAHIL !'USU'F Se o N
Tanggal lahit/Umur Jakari;a_,. 8 april’ ‘959 ................
Agamas L . D, P, . . .. -

M.L ﬁﬁa‘n
Kevarpmegaran TR
Tempat tinggal . beJaten Tialis RtU04/05
pat tingg * "EBY/PbJEben’ T1a0Y Hebt PAshY linggn
. Jabatan dalam Nadzir sebagai .-'.'.‘. SEKRETARTS = PR \/ .......
k SYARIF HUSEIN BAF. N ...
Tanggal tahtfUsnu Jakared, 16 Gitaber 1943 0
Agama - - 1'51.9@ ..................................
_ Pekerjazan }':.(tig.gt.:. ag e et
K - i AP — .
Temat finamak RbUOA/05 "Rel. ‘¢irsiitan
Kpagat’ Jatdl Takartd "Timue """ """ "
i i e . - reeriui . RPN
Jabatan dalarm Nedzir sebagai HO’G:BEm'JA%AiﬁI.S.TABBAS .................
4. Nama lengkap i e eis s PR . ...

Tangyal lakir/Umur ;D 123??}1.3.1:1. 1928 ................... Ceas

Agama "“B"a‘fgﬁ ......... R 0 0 ¢ 0 o o

* Pekerjsan ';ngaﬁéh‘r ........ Ve et S L L .

Kewarganegarzan 5 ) a captyadss s R L, P

Tempal tinggal .RtUGG,DE Bal. Petq.gogg_n. ............
Iiaodmﬁtan B.bbajbrad Bar\i '

R POFT Pty i D N

Jabatan dalam Nedzir sebagai Pot Aﬂ‘fﬁb‘r ......... L e l/ e

S, Namalengkap L2 o ey LW M ..................... ~

Tangqal lahic/Umue ceet .31 .}‘.a??i.h. 1949 410 0 0 o B B rA TP
Agama ; istEm 0 C TR e s erraanetren
Pekerjaan : .Q ?‘?a.a'.'r?'?'.th ......... S
¥ewarganegaran .IudOdBBi“‘ .....

Tempat tinggal RtUUNDT K.el . Palqerab. Jaka.rt.é _B.a_x:at
Jabaten dq\am:Nadzir sebagai “- MGGDTA -- ........ ! .' ............

- Patogogau |Kebayoran Baru
aebagal Nadzir atas tanah wakal vang terletak di Dpsa . .5 S o e o oo e KREAMALAM s oty v e vt v nanrcnenns
Kabupalen/Kotamadya. , . . &B{L - ?, d‘ta ............. Propinti ... Eﬂ ﬁ eﬁkarta ...............

Surat pengesahan ini berlaky sejak fanggal disahkan. : 1

/
akarta
[]ail:'h::::g:all “ry Aguﬂ b'lIEl F1 Yo & ICR R
' Q:’sf- EN' s Kantor Urus Auama Keca t !hebayorah Bar

l&?’ shat Pambus

Q »

* | KANTOR URUSAN AGENA| % . L_____,)

f .% ||||| |‘ |||||||||||

. \:3}’4“( #}g A {tk

LN e
Ly e Nig: 0 963

Tukar Menukar..., Pewi Damayanti, FH Ul, 2009



BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN
Jalan Trunojoyo No. 1, Telp. 7393788
Jakarta Selatan

f
Daftar  : Hadir dan Pengnmann  Honorarium  Panitia
Pemeriksaan  Tanah {Fanitin A dalam ragas
Pemeriksaan Tangh), sesuai dengan SK Kepalq
BN No. 12 Tahun 1022,

A, Hars Tanggal |
B. Wakiu S 1300 WIB ‘1

|
C. Tempat “ Lotak Tanah @ Jalan Nipah Kubur RT. Q12 RW, 03
Mel. Pefogogan 0

Kee. Kebavoran Baru ;
1. Pemohon : TEMPAT PEMAKAMAN UNMUM

; I Y i Jibatan “Redudkan dim | Banyak | \
. . i Penitin Honorariun: . _ ‘.

11 NADND TAMAMI, SH. | Staf PHY ! Ketua’Angeota | Rp. 250 & 1 ( N2 (). :
-'1': - ‘ ‘! -
S IKUSNANSAR. BE. Sta{ PEPT i Anggota | Rp. 2SO {2 (i)
'5 " q I!‘ '
_‘ * SUHARIANTO Kasubsi PPT Anggote Rp. 2.508L- 13,
i : )
E ' {r DAHRIZIAL SYOFYAN | Kesie PGT Anggotz | Rp. 2500, !

: Fd } 1 :
R :

B . ; L
§ j HAIRUDDEN ANWAR Lugah Petogogan Angpota ) Rp. 2300 | A
A B .- i _
A . ! )
S :SUWARNG St Pl | Anggoln | Rp.2500- 16 ( R
: . ! = g
:c:‘ o Jumlnh i 4R ‘ Rp. 15.000, |
MENGETAUUI : JaKAM, e eve e e 200)

AN KEPALA KANTOR PERTANAN AN
' JARARTA SELATAN
KEPALA SERSI HAK-HAK ATAS TANAH
CEETUAPANITIAN

AN, KEPALA KANTOR PERTANAT AN
JAKARTA SELATAN
Bendabarawan Khusus.

(HARDIONO, SH )
NTP, 010164657

(INARYATUN]
NIP. 010071667 '

Rawvitansi © Tgl

No.

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



S8 1- ESIAIPULAN '

3 1. Babwa penmohonan tersebut dapat diluluskan dengan Pemberian Hak MJhk

b

Balwva pemberian Hak Milik yang dimohon itu hendaknya disertai syaral — syaral .

Bahwa ataw melihat tetak dan keadaan tanahnya, maka diusulkan untuk mcmba\"lr uang pemasukan

kepada Nepara herd'\s.arlr‘an harga Dasar sclempat { -) sebesar Rp. '0,~ (nol rupiah) permeter
{lC"‘iCEI i

d 4. Bahwa gondi nagi lersebut hendaknyva d\lupluk'\n wistuk dibavar st:l\ahgusfdcngnn SCCFa angsuran waktu 6
2 (unnm) bulan.

E-;m Kian I’crncnksmn ini telah kami buat p1dn tanggal terscbut dalam rangknp (dun) untuk d:pcrgunakan
%bao:umm:a mestinva. ‘
‘f PANTITA PE?\-[ERJ}{S AAN TANAH_IE_RSEBUT :
jl - Nama , uda Tangan
1L NADJID TAMAML SHL 1
LK USNANIAR. BL, 2.
S UHARJANTO 3.
Ir. DAIRIZIAL SYOFY AN - 4.
- HARUDDIN ANWAR ‘ 5,
S UWARXNO 6.

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009
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SERIDANG TANAH TERLETAK DALAM

PROpInG i D20AN KRUSUS IUKROLA JAKAMA 1 hrrvenssiioss ooty o st .
Featuipaien F KOUMIAYE T g1 o o Qalgiameessere it orarsioss o s sa et s s s e

Kecumamam K ﬁhﬁ&'ﬂ!@.ﬁ...ﬁém .....................................................................................................

Fewad Kehorahan @ Patogogan -Jatan -Hipeh - Kubur -~ RTx O 12 RW:- D - . i

Petr - o fologrameii lahun 1980 o Noar Pata Pendalfaean @ e oo

Keackon Tanah = Bgbidang lanah. perarangan..di. alasnya. lardapal. baheraos, Dangunar, . perman =

Tandu-tanda batas 5 ....... 1embok-tembok: 2:b, b-C._ dan ¢-0_yang. berdin di dalam, ...

.......................................... T.embok:Len.xb.o_‘«...d:e_:..e_:l,l.zg..g.-h..t\-.i_.j.-l&.k.-l..l.-m...m—.u. 10, PO Qel.. oS, S0t

LU, Uy, v, vex xey dan yea yang berdin di lvac

Penvmpubaa dan ponetapan gy ¢ e85 Peda U I A Y s

.Dipergunaken. unuk. L Temnal, Pemakaman. Umam (. TRUY. . ...

LJRivkuroteh s Bunardl S, s
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" - r :
NI
22y
13575 E! YAYASAN
g & G
ot o . Nomor 1}.
g ER
b= . L
f\\\f: é‘-ﬁ‘”"ﬁada hari ini, flenin tangpgal enam April seribu sembl La
C e i
\f 2 Sin |ratus delapanpuluh tujuh (&-41927)) menghadap kepada s:
=y i
T s - e :j NALE POEMKON KARIM, berdasarkan lurat Penetapan Hakim Pe
20 L M
%_-: R z [ﬂD -adilan Meperi Jakarta I'nuoat, tertenrral cnambelas. Pet
g g ;Lﬁ-‘i <F + ri seribu Bemhllanrntus delapanpuluh tujuh (16-2<1987)
~ N 3 ) .d: *,
3 5 &3 ¥ nomor 04/CN/PDT/P/1987, pengronti dari tuan MUDIYOMO, Nc
?g iz n taris di Jakerta, dengan dihadiri oleh parn saeksi yang -
LR ] . g ’
2z ? & sayn, Notarisp kenal dan aksn dinebht nama-namanya padg -
: v _!‘:0. - -E, _ H
23 =) bofFinn akhir akte ini _ ¥ -

~uan VUSEIN BIN ABUBAKA:® ALAYDIUS, kerynwan Rotaris, be

temnat tinggal di Jakarta, Jalan lsyr Condet nomor 55, -

AT .08-i04 .05, Cililitan, Jakarta ‘i‘.i.rllr-ut';-,--l- -

. 1
—~dalam hol ini menurut keteranrann?n bertindak 3
[

R. untuk diri sendipi;- .— e

b ) : 5 ' -
ibe ocleiu kuaoa lissn dari dan kurounnyn untulk dan atasn
]

Relalubil serta_snhegnpn periu mengunf“nn divi guna menang

‘punp dan menjamin kepent.ngan tuan-tuan ;-

1. Insinyur ALT BIN ABUBAiA: GTR SiAllABg —
‘B 27 laji IUSIN ADY BIH UTN A-AYE US Seejana lokumy
9 YUSUF L ILEDUBAK AR ;
Cj) MIYAD BIE A" ALAYDIEUS;
|5, DALLE RIN UGHAIN ATAIDID; . ‘ -

/4 |6, ABURAKAR BIi ABIULLAN DIN GUANAD; | .
—aemuanya svanbka, . . ' .
b ortcmpnt ti. nf"["'ﬂl . | '? » PUHANAD DIN ABDUINAMMAR ."lLﬂll‘ﬁzi H -

di Jakarta

i8] Doktorandus laji MUIAMAL JALS ABBAS; Al

—Penpénunp bertindak sebagaiwano tersebut dlnfaq meners

lan dengaﬂ in1? bahwa dengan vang sehesar Rp.50.000,- -

(1imapuluh ribu rupiah),

KQMthmﬁ

[
r ”,
t‘ P “ﬁ

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009
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T, ‘\Wrﬁ'*ﬂ'ﬂht'mw

*)

T ) .
“|yang telah dipisahkan darl kekayaan mereke, dengan ini -

‘Imendirikan suatu Yayasan dengan memakai anfaran dasar a.

hagal borikut 1

NAMA DAN TeMPAT K'IE.DUDL‘T‘I!LN

e i e e et e

— Pasal l.- n}ww

~Yayasan ini diberi name: YAYATAN nNéLIIAH ARROFIQORRAHY,
VAN OYARIFAH, berkedudukan di Jakarts, dengan mempunyai

Cabang—cabﬁnm/perwakiian-perwakilaﬂ‘ditempat-tempat lain
yang dianggap perlu oleh Badan Fengurus dengan persetuju

an Badan lendiri.-

-

LAMANYA BREADINI

~ Yasal 2.~

~Yayasan ini dimulai pads hari dan tongrmal akte ini ditae

da tangani den didirikan untuk suntu waltu yang lamonys

tidak diténtuken terlebih dahulu.---—---

A 2 A 5

bt Pﬂsal 3-"'

~Yaysoan ini berazaskan PANCA OILA sebagoimana tercsntum

dalam pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar 1945 (seribu sembila
ratus empatpuluh lima).-

MAKCUD  DAN  TUJUAN .

-~ Papal 4.- e

~Malksud dan tujuan Yayasan ini, ianlah :

—

fyemelihara, nengembangkan dan melrnjutkan Amaliyah Tane
Wakaf Wan Syarifah yang terletak di selurahan Petogopar
Wr.012,/01 Kecamatan Kebayoren Boru, Jakarta Uelaten; —-

(ihemelihara, mengembangkan dan memanfaatkan serta mempt

1 baiki Mushollah yang telah ada yang bernama: HUSHDLIAH

ARROFIG@RRANIM, terletak di

i as tanih walkafl ke un'aan .
~ o _ puny

Yian Yyrrifan,

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009 }
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Aeningkatkan rasa Bolidu.ritnn soplal tr'rhndap ummat Islam

Phusumyn dan men;jun[rjung tin{r{"i :raq'a kemanusiaan pada --

umupnya §- )
1

— U s A H A e e e

U P S

- .- ~ Pagal S.- - oo e
% | _Untuk mnncapaj maksud dan tujuan scbarnimena tersebub da-

lam pasa)l & diatan, Yaynann ini \)erusuhn :

a, tiembentuk dan mendirikan lsmbaga Jondldiknn Ieloam mepox
iti: iladrasah-madrazab dimuinil d.-nr:i. tinrknt Lamon kanak-

!kanak. felcolah Dasar lalam {(Ibkidniyah), Yhanawirah ,

Aliyah sampal kepads Perpuraan Tinged .

bo. Fendirilan Hajlis Taklim;

lc o Hembantu fakir miskin dan yatim piatu;- - -

ld.' hembina kesehatan dan kesejahteraan para keluargnlyané:’-

ltidak MERPY § -

me—— i ————— =

\w. Borusaha menpgadalian anbnﬁn—lcnbn[a flecterampilan dan —-
I'ensuluhan sosinl terbadop uwamnt I.nl.w aor bisa mandi-

P i

|r. Flembentuk usaha-useha lain yonp tidak bertentancan de -
| nran syariat apama Islam, demi tercapai meksud dan-tu -
' Juan .seperti disebut dalam pogal I diatarn.-..

e REKAYAAN / MEUANGAN- - ..o

- Paaal 6;— 5

e

~-Kelcayaan/Keuangan Yayasan ini terdiri dari :
|

|
a. Modal panpkal sebosar Up.50.000.- (lima puluh Tibu
§

Tapiah),

b. Pendapatan-pendapatan dari usaha Yayasan;

____.____}__,______
¢. lumbangan
1

Katy- L.

—pumbangan dari manapun Juwra yanp Lidak nengl.

._Jd. Hadiah-hadiah, wasiat-wasiat, hibah-hibah.dan hibah wa.

. .

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009 '



"-““'rsﬂint yang tidak mengikat,-

el e Wt A1

ALY CET7 L

BADAN ~ DPENGURUS  ~oommmesos e morms o s

| - - Faarl 7.-- et e D
!1. Yoynaen ini diurus oleh suatu Rndan I'enpurus yang ter-
diri dari scorang Ketua otau lnbgh, soorong -Dekretaris
atan lebih, seorang Bendnhara ntéu lebih rdan bebnrapau

orane. snfpota menurut bidang unaﬁn dan keshliannya, di

" bawah pengawasin Badan Pondiri;- * e

o

Anggota-angizoto -Tadan Pénﬁurus dipilih dan diangkat -—-
dalan kedudukannya masing-mnaing %erﬁn ditatapkan oleh
Bndan_Pendiri untuk waktu 3(tira)| tahun.- -— 0 —_

3. ﬁenyimpanﬂ dari jangka waktu pangnnpkntanbnyns masing-ma
ning angrratn ladan Mengurua dapnt:dihnrhcntikan olah -

Badan ’endiri dengan alasan-nlnsali terlentu, antara

lain yang‘borsanmkutah harus divsneri} untuk diminta

1

keteranronnys .-

e e CSANGGOTANT - BADANN 1 HSURUL

e W . SSEPosTER D -

‘1. Reanﬁkotaan Badan Penpgurus berathir.kareng T

"a. meninpgal duniaj
b. abas permintaan sendiri meletakian dabatannyay; - -

]

el

pemecatan atau alasan lain atak kepubusan Dadan Pen-
: l [ 4 e

\d. ditaruh dihawah pengaupuarny

\2. Pgngangkatan—pnnmdngkatan dan/atnu'pembnrhentiun—pem -
berhentian para anggota Dadan Fenpurus skan dilakukan—

oleh Badmn Pendiri.- - ——— e om

r o ———— 3

3. Jika terjadi lowonpan, maka penganpkabtan untuk mengisi

%Ljfwonﬁanhitu alcan dilakuksan oleh: Badan Fendiri, akan -

] tetapl anggota Dadan Pengurus lainnya depat mengajukan

e




=

calon-cnlon untuk mengisi lowonsan;itu kepada sadon I
N 1]
diri. ‘

en-

T
T

e KMATINAN DAl KeXUAGARE BRDAR 1:iilnus -

——

~-- = Pasal 9,- : Tt

Badan lenrurus berkawajiban mengusghekan torcapainya mab

Al sinm bujuan Yeyesan dan moemelibora kekaynan Inyasan -

annaik-baiknya denpon meny indahkan peraturan—pernturgxl-
tuerpebut dalam uﬁﬁmnran degar Iloyagan.— .o e

Hacan lanpurus mengafur seperlunya dalam peraturan-pera-
turan Aumqﬁ Langra, ssmao hal yans: Li-iak atau tiderk cu -
kup diatur dalam anpggaren daaar ini, dengsen mémbunt per-

aturan—peraturan yanp; dipeandang perlu danp’ berguna untuk-

Yaysoen, -

1

Veraturan-poraturan yang Geracbnt dalon ayat dimuka ini-

tirtak noleh hartenktansan danpen angparcn dasar dari Yaya

Gan .- =

Pian~tiap tahun sekali, selambot-lambatnya dnlam triwula
norbana dalam tahven berikubaya, lenrurua mongndzkean lapo
ron venbanur keadaan Yayasan dalanm tabun yang; lampau,-—

~Inroran aana diwnumkan denpan selayakinya dan harus disa

tan oleh Balan icpdiri.-

FelGURUS st LAl -y

--- = Fasnl 10.~

hntua, bersama-sama dengen divantu oleh scorang lekreta-

ris dan seoranr dendrhara merupakan lenpurus liarian dan

-karenanya kewakili Ypyasan ini di dglam dpn di luar Peng-

dilan tentong sepsle bal dan dalam sopnlo Kedadien denga)

hek untuX aclakukan segala perbuntnn dan tindakan baik -

yahp menpenal pengurTusan maupun yuanp monrenal penilikan,

akmn tetapl dengan pcmbatnﬁnn hahwa 1

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



.| A+ meminjem ntau wmeminjemkan unang atos rpann Yayasan (da—
[}

lam hal ihi tidak termasuk mengambil uwanpg Yayoean ——-—
yveop diaimpan di Bank-Bank- atas rel:iening steu kredit—

yeng, telah dibuka) ;-

| b. mombelil, wenjual etau dengon cara lain mnlapaskan —--—
ot:iau mondapatkan harta tetnp atnu momberstkannya ;- —

¢! mengradalkan barang~barang bermernk kepunyaan Ynyasan

-haruslah mendapat peractujuesn tovinlis terlebih dahulu-—

- | dari Batan Fendlri.- A =

‘a

. Fenpurus harlan menimpin pokergean sehari~hnri dari Yaya-
nan Ann diwajibkan dalam mﬁnjalnnnnn pnkerjann tersebut -

bartancoung, jawab kepada'ﬂndan fennuras den Bodan lendird

1 w—

turat-surat Folnar yang bersifat panting barus ditanda

T

‘ tanpeani oleh Fetun atau walcilnga dn@ borsama=sang dearan

gaoranm Selkretaris ataw walkldlnyni- - - ——

—rat-: wwrat mengenai pengoluaran dan/atou pensrimasn uang-
dardl surnt-surat lainnya yang barhubunsan dengsh keuanpan -
Yayasan, harns ditanda tonmeni- 0leh hetun sbau wakilnya ber-
sama-RANA (lanman SROTONE, Bendahnrn-hfnp wakilnya.— e e
ool KAAMGGOTAAN DADAN F;H}IRI

A - Papal 1l1.-

—Anmrrota Badan Fendiri terdiri Qarvi :

1. Mereka yane mendirikon Yayesan ini.- -

12. a. morern yoang atas upul seorang enpmola idndan lendiri -

| dau disntujui oleh rapat anpgmota asdan i'endiri;~ -
\ b.

moreka yanr monurut Badan l'endiri telah menberikan ja

l ca-jnsn, baik wmorriel maupun materiel yang 'bex:g,una ba

il Yayason.— e e e

R W

R} W - - .
13. ienpAangkatan anprota Baden Yendiri .dilakukon dalam rapat

|_ khusus dadan Yendirli denpan ketontyan bahwa keputusannya

.

-“Waﬂﬁ ﬁ‘;r

PR I T 2 LS P Ry T }- .-, ";9,&, '\1“* tl'l p‘ft

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



biln dinnerep perlu oleh seoran t4tua athr sokurang—lou-:
\ ranznya 1/3(satu portima) dart Jjumlah ancrota yanm mam--
beritahukan lehendalmyn itu aecnrn;tnrtulin kepadn KRetua

, Ui dalnn semunr rapat, Ketua yonp memeranes Vimpinan apa-

Liln setun tidak hadie, Fimpiﬁnn dipeeans oleh wekilnya
dnn spabiln wakilaya juga tidalk badir, timplnan dipe —-

rang; oleh gnoreng yan;s dipilih oleh dan 2eri antara me-

—r

rabva yanpr hodir dalam rannt. -

Iapnt ndan Penmurua hanya sah apabila sokurang-karang-

nyn 1/2(actonroh) dari para ane abAnya hadir, -

4, Anabila yanr hadir tidak cukup, fetun rapnt Lerhok me -

manseil rapat bsru, secepab-copntnyn dalnm l{satuj ming:

ru dgn =~laphat-Lanbatnya dalan 2 (dua) minpru sotelah -
rapalt purtaira, dalam rapat mona dapat diarmhil Reputusman .
denean tidek manmikat Jumlabh anpurota yane hadin.—- —

!5. Tinp-tinp angmota dalem Tapnt borhall non:-2luarkan satu

.
suara, - g b8 |
i&; Famua tooubusan diambil demman suara Lorbanysak, sonertsi
. birsa kecuali dnlam anprearsn Hunnh thncra ditentuken -
|‘ 3 -

cara lain.-—

Y7. Apabila jumlah suars yang satuju dan tidok sntuju neama

banyaknya, maka diadakan uvndian.- ‘--—— o o

BAVMN  EF-2EANAS o

e ———

SRS g I’;\ﬁal 4,.-

Badan Tencrawes terdiri dari soovan anrrota atau lobih
‘ .

.l van~ dicngkat dan diberhentikan oleh Badan Pendiri.- -

Badan Pangawas bertumas monpavasi Pedon rengpirun, -
) H

Fara anc~ota Hnlan Fenpawas baik bFrsnmn—sama manpun  ~
dendiri-gendiri, berhak setiap wakfu kerja untuk mema-
i

rikaa cemala buku-buku, surat-surat dan lain-lain ba -

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009 '



g TN P B, A A e -

.o

| &,

| 1.

o ——
L}

I

.

ranp~bnreng kepunyaan Yayassn, memcriksa dan mencocoklkan
keadapn uang kne serta mamaguki segala rusnran atan tem-
pnt ynnp dipergunalken atau dilkuasai olah Ynynsan dan me-

neebphul semua tindakan yanp telah dijalnnkan oleh Badan

aupurug .~ ————————— s

Nadan ¥onpgurus diwajibkan memberilkan nenjelasan-ponjelas
an tontanr hal-hal yan ditanynkan olch Uadah Pangnwag -
untuk kepéntinman pemeriksaan lerscbut.-
P T A U B-B U "R U IR
————————— - = Pagal 15.- - o eemminee - =
Tahun' buku’ Yayasan ini dimulai. pais awal Janurri snmpai
denpgan _Etigapuluh sgtu Dasenbor tiap}tinp tahun.- = -7 -
Bacan tenpurus divsjibltan membunt laporan tohunan yang
digediakan beroona denyan perhitunssn keuancnn iuynﬁan
dﬁn puvtangﬁunﬁnﬂ Jawab lainnya untuk d¢iminta pengesahean

n¥a et deotan lendiri.-

e R

dan pertangrungan -

Pongenshan akas perhitungan keuwanga
Jauab dimakswd, adalah membébaskan E

adan PFenpurus untule .
serrala tindakannya terhadap Yaynioandalnm tahun buku ——

Jyoni© bersangkutsn.- -

------- : PUKUBAIAR, TARBAINAN LRS- 3THUBALAN -
e - Pagal 16.- B W
Fapukusan untulk merubah dan menambal anmharan dasnr Ya—
Yesan ini atau membubarkannya, hanya sah apabila disetu
Jjui olel rapat angrota Badan iendiri.- Bl
Leputusan untuk membubarkan Yayacan-dapat diambil apabi
la‘menurut pertimbangan Badwn l'endiri ternyata bahwa . lce
kaynan Yayasan telah habis atsnu nedémikian kurangnya se
hingpa tidak culkup lagi untuk memehﬁhi tujuan Yayasan -

e CARA MEWGGUNAKAN SI7A §1EAYARN o o= oo

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



"#/.( .= Pasal 17.-

-inabila ‘Inyﬁsa.n dibubarkan, maka danran menpindahkon bu -
nyi pasal 1965 Kitab Undnpg—“ndanﬁ ﬂu%nm 'exdata, Sailan _
Penpurus ‘nr.zrkewn.jibs.m untul menratur, asmboreskan semaa --
mtans Inyasan dibawah pengdvwaaan Parian amdiri, dan sisa=
nya anabile sda diberiksn kepada !.‘ar.‘.lhn--hm'm vanee tujuan-~

1
nya aama dengan Badan ini, lecwali opabile rapat lndan en

diri mmminskan esra lain, tentang nenmeunacn aisa Kekaya-

en Ipynson dengan wengindahkean dasar njuam Yayanan .~

= BLEATMINARE el

-~ Fanald) 18.-~

: 1. Yepala hal yang kidek ataou tidnk cenkap dintur dalam ang
i favan donsr jni atsu dalam anroapan samab fangga meupun
‘i - ‘ dalan peratuoran-peraturan laiarnva, dipatunkan oleh ra -~
; pat Botan Fendiri .- ' -
i 12;' enyinpane dari ketentuan gane ditentukan dalam pasel 7
: ! d:n pagsal )1 diatas mengenai r.cn:*.n:nf-?.ntan Dadan rengu -~
l ™G, makoe untull bcrtnmﬂ kalinra di3n1k1t scbagai 1 -
~DADAK “PENDIRL : — p
1, ™an Insinyur ALL BIN ABUBAKAR éThJSHAHnH; s

%, Maan HUSEIN RIH ADUBAKAN ATAY U,

4. Tuon YUSUR -GHEDBUBAKAR -
S Tuan ARMAD BIN UMAT ATAYDNUDS - —

6. Tuan SALIM BIW ULMAN ATAINL,

7. Tean ABUBAYAR BTN ABOULTLAH NTR SHAMAD; ———

o Puan MUGATAD BT ABDULRAHMAN ALATAS; -

LY -
9. Yuan ioktorandun faji IUHAL AR JATI 355,
~BADKN PENGIRUS - -
. 6& e bLua dHadi HUSIN ALY BTH UMAR ALAYOUD Darjans

q.w i

e
-l m“-’;‘l_..\..guu-.-
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'U.?akil Kotua ¢ NUSEIN "IN ANUBAKAR ALAYDRUS.
~snlkroteris I: Uolktorandus Hnid BLWATAD JATD Ad3nis
_takil fekretards @ YUSUY BIN SHEBUBANAT S
~Dendnharn AU TR U RLAYSIUS, L

“Ualril Yendabarn. tOANMINAI R WTH AILLAN BT :alm!ar{.4-
—— - WHTETAN A T - e =
dilmat dan diseleesiken di Jn}nrtq paﬁalhnri dan tangmAal -
geptitli digabual pada swal =kte ini, dinirse dihadiri oleh-
tuapn-tuan UULGIIT dan SUDAILA, Yedua~dwanya peiawal kentor
Notarie, bhartempat tingemal di Jakerte, scebapel sskei-saksi
—setbsleh aayn, FRolaris, membacakan akto ini koepnila pengha-

dap «dan prra seksi, make sefcra penchadap, para saksi dan-

— ———— e et e B s

sayn, Yoleris monanda tansani nkba ini.—

—iibhual dencgn empat tamboahan .-

B m—

., —hg=li akte ini telah ditanda i;'an-;;,ani. accukupnyan.

R 3. 2Eay ks At VAl ATA AUNYIN

4
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Notaria lenprapti- Jaliarta
}
;'

hraathiein g
W

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009

Ay

/ o 3 .;‘ (¥t A 5%.;"
M ph by L ¥
S PRIt ) P ‘;E;.‘ o) ‘i‘! ‘.‘



NN N N AN N SN N N N AN AN N S N N N N N AN NS OSSO NI

%\\*ﬂ.&*f/»}\ oo 2 //4@. RNV ﬁ\@ RIZN M\\*ﬂt\\‘%&#ﬁ\\tﬂé\\tﬂe\\tﬂ:\\:ﬂs\M\‘}’.\*@f>\
2 \%
A :\

gD

k!

D
N,

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA
REPUBLITK INDONESIA

. . DIREKTORAT JENDERAL

. ‘ ADMINISTRASI HUKUM UMUM
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KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAX ASASI. MANUSIA REPULIK INDONESIA
NOMOR : C-256.HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

/
\{:

78\
N

N
3/

Ay - Membaca  :  Surat permohonan dari Notaris Misahardi Wilamarta, SH Nomor 09/MW/PT X1/2005

tangpal 17 Nopember 2005 perihal permnohonan pengesahan anggaran dasar Yayasan
Amaliyah Arrofigorrahim Wan Svarifah dun Nomor 3S/MW/{PT.l/2006 tanggal 25
Januari 2006 perihal Yayasan Amaliyah Arrofigoreahim Wan Syarifah.

RO

i)

NVZANINZA
NN,

Menimbang

A
Y,

Bahwa sctelah dilakukan peaetitinn terhadap Akta Pendirian Yayasan yang

disnmpaikon kepada kami, Akta terscbut telah memenuhi syarat-syarai dan keteniuan
peraivran perundang-undangan yang bérlaku. schingga cukup beralasan untuk

memberikan pengesahan Akta Peadirian Yayasan tersebut.

NS
AN AN

N
7

Mengingat - |.

N7

Undang-undang Nomor 1§ Tahun 2001 tcniang Yayasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 4132) juncio Undang-undang Republik Indonesia
Homor 28 Taliun 2004 tentanp Perubahan atas Undang-undang Nomeor 16 Tahun
2001 1entang Yayasan {Lembaan Negara Republik Indonesia Tahur 2004 Nomor
115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430). :

/4
N

[
N
NGNS

Sural Keputusan Direktor Jenderal Administrasi Hukum Umnm Departemen
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.1C.TH
2004 tanggal 06 Desember 2004 tertang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian
™ dan Persetujuan Akta Perubaban Angparan Dasar Yayasan.

N
7

A4
2\

.{l

@r

g

NN

MEMUTUSKAN

SN

PR A
SN

Menetapkan ':
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

5 ;,

O . LAk

N
<

%ﬂ*_\)\v
A

YAYASAN AMALI YA ARROFIQORRAIMINM WAN SYARIFAH
NPEWP : £2.411.240,1-005.000

N
AN

e
%

£y
0

N
Yo%
N

berkeduwdukan di Jakana, scsuai Akta Nowmor 13 tangpal 86 April 1987 yang dibuat
olel Poerkon Karim pengganti Notaris Mudiyomo berkedudukan di Jakaria, Akta
Nomor 102 tanggal 19 Oktober 2005 yang dibual ofeh Yana Valentina, SH-MKN
penggunti Nolaris Misahardi Wiiamarta, SH berkedudukan di Jakarta don Akea

Neomor 47 tanggal |6 Januari 2006 yang dibuat aleh Notaris Misahardi Wilamania,
SH berkedudukan di Jakaria.
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KEDUA Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai
berlaku sejak tangpal ditetapkan,

¥,

AWZA
>

N7
V7N

Diletaokan di Jakarta
_pada tangpal 09 Pebruari 2006
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PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN
SEKRETARIAT KOTAMADYA B

i Prapancu Raya No. 9Telp 12789171 - 72?39”3

: _ Kode Pos 12170

NOTA DINAS
Kepada : Walikotamadya Jakaria Sclatan
Dari : Kabag Adm Sarana Perkotaan
Hal : Rapat masalah Tanah Wakaf ). Prapanca
( Belakang Kanlor Walikotamadya Jukaria Selatan)

Dasar : Undangun Sekretacis Kotamadya Jukaria Selatan -
Peserta yapat : Hadir sesuaij undingan 1.8dr. Husvin Alaydrus

' 2.Sdr, .M Mustar

) 3.8dr, Syarifuddin
Hari/Tgl : Jumal langgal 23 Juli 2004

Pimip.rapat : Kabap Adm Sarana Perkolaan

H al i
zﬂawasm Tanah WakaF terscbut direncanakan akon digunakan sebagai perluasin /
pc_niat_aa_n_l_\a_w_asan Kantor Walil.otamadya Jakarla Selalan 1

2. Kawasan Tanali Wakaf seluas +_7586,60 m adatah milik dari Yaysyan

Arrofigorahim dan pada prinsipnya Yzyasan mendukung terhadap Rencana
Penotaan Kawasan tersebul

. 3. Diatas tanah vrakaf terscbut aga + 68 KK yang mencmpati, tanah tgraebut cukup

lama memelihara tanah wakaf tersebuf, Warga meminia kepada Walikotamadyn ~¢ °% #is = 0” o
Jakaria Selatan, Camat Kebayoran Baru, Lurah Petogogan mituk mcmbcrlk n Tl eV
Sosinlizasi kepada wargs tenlang rencany terdebut '

4. Flasil rapat di Kanior Walikolamadya Jakarta Selatin .|ka|1 thsnmpmkm Ketua
Tim Warga sebagai bahan Sosialisast

5. Akan diadakan rapat dengan warga aclclah ada koordinasi Ketua Tim dengau
© Warpa
Demikian agar mcujndi maklum
KABAG ADM SARANA PERKOTAAN
KODYA JAKARTA SIEATAN,
Dy HETARYANTO
. NI, 010090607
Tembusan :

Aglsten Thbang Jakarly Sclatan

(-?’?-l’;-} el "-f‘{:-_-ag (')):/ ""{ f)’ﬂ«dl, W e 3 RRET at i

&,

;i-ol;, oot 29 7&)7
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MALIYAH ARROFIQORRAHIM o
WAN SYARIFAH

Alumnat : . Raya Condet No. 35 Ry 004/05 Cililitan, Jakarta Timur 13640
R(02]) 8301938 Fax_ (021} 80883534 E-mail : Lpbhi_alaydrus@eudoramsil.cam,

i s

No - OOJIIWISTIWS.QOOS Jakarta, 25 April 2005
Lamp : 1 (satu) berkas r} ; ‘
Hal : Pcrmnlmn.m witslap ‘Fanah Wakaf

-/ Kepada Y (h:

Bpl Kepala Koantor Urusan Agama
R Kecamalan hebayorqn Baru
Di tempat '

Assalamu 'alaikum Wr. Wb,

Sehubungan dengan keberadnan tanah wakaf WAN SYARIFAH yang terletak di JI.
Nipali IV (belokang Kantor Walikota Jakarta Selatan), perkenankanlah kami yang
benanda tangan dibawali ini YAYASAN AMALIYAH ARROFIQORRARIM “WAN
SYARIFAH” melaporkan serta mohon kepada Bapsk Kepala KUA Kecamatau
Kebayoran Baru, hal-lial sebagai berikut :

('I) Baliwa lokasi tanah maqam wakaf WAN SYARIFAH yang erada dibeclakang

" kantor Walikota Jukarta Selatan telal dimasukkan dan direncanakan oleh PEMIDA
Jakarta Selatan untuk perfuasanjpenataan kantor Walikotamadya Jakarta Selatan.
Bahwa guna seafisasi program tersebut, kami sebagai Penpelola/ Pemelihara seria
Pelesturi nilai-nilai wakaf dari kelvarpa WAN SYARIFAH pada prinsipnya lidak
berkeberatan, asal scsuui denpan ketentuan HUKUM AGAMA dan Negaru.'

O Bahwa untuk itu kami mohon, baik kepada PEMDA Jakarta Sclalan c.q Bapak
Walikola juga kepada Bapak Kantor Urusan Agame dibawah Departemen Apgania
c.q KUA Kec. Kebayoran Baru, dapat memben pcmmhanban tentang hukuinya

guna ruilslag penukaran lokash tanah ke tewpat lain, sepanjang fidak berteitangan
| dengan hukum Islam.

@ Babwa YAYASAN AMALIYAH ARROFIQORRAHIM WAN SYARIFAH
berencana akan mcnukar £ inemindahkan ke tokasi di Jakmia Tinyur,

5/ Bahwu penukaran  / ruils[n-' tanah  wakal YAYASAN AMALIYAH
ARROFIQORRAIIM WAN SYARIFAN, kami harapkan l!np,lk Walikota dapat
memberikan kebijaksanaan antara lain -

a.  Tanah wakaf scluas minimal £ 9.000 m*.

b. Banpgunan kanfor yayssan dan mmah peajaga.

¢. Mushollo / masjid untuk masyarakat sekilarnya dan rumah 9al|m

d. Sekedar kas yayasan untuk biaya operasional / perawatan daan pemelitiaraan.

6. DBalwa sclanjutnyu apabila berkenan mendapat pertimbanpan / Fatwa dan Bapak
Kepala KUA Kee, Kebayoran Baru, penangpung jawab pelepasies slau perselujuan
akan dilakukan olel : .

1. Ketmi Yayasan Amaliysh Avrofiqorrahin Wan Syavitul, Sdr. Husio Ady, SHL

2. Wakil Ketus Yayusan Amaliyall Arvrofigorrahim Wan Syaeilith, yung juga
schapai Nadzr deugan jabatan Bendshara sesuai dengan Suval Penpesuhan
Nadzir No. 66/111/93 talian 1993, Sdr. 8. Huscin Alaydrus, SH.

Tukar Menukar:.., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



Demikian pennohonan ini kani sampaiken atas perhatian dan FatTia / pcnilpbangml .
dari Bapak kami ucapakan terima kasih.
Wassalamu ‘alallamm Wr. Wé. :
| )
Honmat kai,
YAYASAN AMALIYAH ARROFIQORRAHIM
“WAN SYARIFAH"

O, :
S %
D"
. ) Py i 1/
HUSIN A [ b=t € HUSEIN ALAYDRUS SH
Ketua Wakil Ketun
PARA NAZIR :
Sekretans Ketua

e

H. MUMAMAD MUSTAR I SAABAL

Angpota

S iasebsns

i
MOHAMAD JAIS ABBAS

ABDUBAKAR SHAHAD

~Catatan:
Bersamo ind kwni lampirkan ;

‘a. Surat Kelerangan Pendaflaran Tanah No. 3589 rangpal 28-9-]1274 tentang Keberadaan
O Tanah Wakaf Wan Syarifah.
b

Surat No, 002/I/IST.WS/2005 tanggal 31 Marel 2005 unlukfkr..pada Bapak Walikota
Jakana Sclatan.

Surat ukur No. 00527/2001, tanppal 22- IO-'?O-‘JI dari Kantor Penan..\han Kotamadya Jakaria
Sclalun.

Foto copy Akia Yayasan Amaliyah ARROFIQORRAHIM WAN .SYAR.I[‘AH beserta
kelerangan Domisili, dII.

Foro Copy surar lainuya' perihal TANAH WAKAF,

c.

.
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: " YAYASAN
" MALIYAH ARROFIQORRAHIM

- WAN SYARIFAH
Lf Alamat : JI, Raya Condet No, 35 Rt 004705 Cllllitan, Jakarta Timur 13640
o IT(021) BO01928 Pax. (021) 8083353 E-mall 1 Lpbhl_slaydrus@endoramall.com
- ‘L i J l.
. Nomor 1 027/VIIY ArWS/2006 Jakarta, 21 Juli 2006
L Lampiran : | (sam) berkas
- Perihal : Mohon Persetujuan (Tzin)
i Tuker Menukar Tanah
o Wakaf
: Kepada Yih,
L.- H
- BAPAK MENTERI AGAMA RI
_ L. - Up. DIRJEN BIMAS ISL.AM DAN URUSAN HAJI
; Melalui
: Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
(- Kebayoran Baru
) Jakarta Selatan -
L Assalam'alaikum Wr. Wb,

! Berdasarkan hasil musyawarsh para Pengurus Yayasan dan Nedzh Yayssan
- Amaliyah Amofiqorrohim “WAN SYARIFAH™ pada ianggal 2 Juni 2006, kami segenap
. Pengurus/Nadzir menyetujui penukaran Tenah Wokaf WAN SYARIFAH yang terletak

i .4i Kelushan Pelogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Sclatan dengan i
[ ocmmbangan :

L Bahwa Tanah Wakaf tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Gubemur i
R - Kepala Daerali Khusus Ibuketa Jekarta No. D. Ifi-6143/0/16/75 tangeal 3 | ,
: . Nopember 1975 TENTANG PENUTUPAN PEMAKAMAN UMUM NO. 4
. BLOK P KEBAYORAN HARU (TERMASUK PEMAKAMAN WAKAF
B WAN SYARIFAH YANG TERLETAK DISEBELAHNYA) dan Leinbaran
S Daerah Khitsus Toukota Jakarta Nomor 61 Tahun 1975. (foto copy terlampir).
3 18 Bahwa dengan adanya Peputupan Tgnah Makam Wakaf WAN SYARIFAY
= yang telah dipergunsken untuk penguburan (maskam), sebagian tansh yang
' belum terisi makam telah diserobot/dibangun rumab-rumsh kumuh/iar tanpa
seizin pihak yayasan; dan sesuai denpan Rencana Penataan Kota Jakarts
- Selatan, pihak Pemerintah Daerah (PEMDA) akan melzksanakan penyesuian
pembangunan di atas Tanah Wakaf tersebut.

Oleh kareea itu, kami mengajukan permohonan dan persetujuan untuk tuker-menukar
(Ruslag) Tanah Wekef tersebut dengan rincian sebagai berikut.

I Tanah Wakaf yang dimaksud : :
a. Status dan Kepemilikan : Belum bersertifikat
L b. Luas : 8985 m* (gambar situasi BPN terlampir)
R ¢. Letak tanah : Kelirahan Petagogan
Kecamatan Kebayoran Bary,
Jakaria Selatan
d. NJOP tanah JI. Nipah  : Rp 1.147.000,-
Kubur

-

1L Tanah Pengganti :
a. Status dan Kepemilikan : Sedang dalam proses sertifikasi
b. Luas ;% 10,600 m? (folo copy girik, PBB terlampir)

O

—
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- Bangunan Pantj Asuhan dan Tarnan Pendidikan Al Quran (TPA)
- Bangunan Kantor Yayasan
- Bangunan Rumzh Jaga
Bangunen Mushola
Dcuga.n luas seluruh bangunannya adalah £ 1150 m?.

Adapun sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami sampaikan hal-hal sebagai beriku,

a. Pihak Penukar telah membongkar rumah-rumah liar sebanyak + 80 rumah di atas
Tangh Wakaf,

b. Pihak Penukar skan memindehkan kubuman-kuburan/makam tersebut ke lokasi
tempat lain,

c. Makam WAN SYARIFAH akan dipugar scperti Makam Ade Irma Suryani
Nasution, i

d. Mushola Arrofigorrahim 2kan direnovasi bangunannya.

Demikianlah permohonan ini kami sampaiksn dengan harapan semoga mendapat
pertimbangan Bapak.

Wassalemu ‘alatkcum Wr. W,
‘Hormat kami,

Yayasan Amaliyah Arrofiqorrahim
“WAN SYARIFAH"

5. 3 -u :\t.\i"t’-
S W*/

S. HUSEIN ALAYDRUS SH R > 7 H.M.MUSTAR H SAABAH
KETUA pY Yo SEKRETARIS
Tembusan Yth:

1. Bapak Welikota Jakarta Selatan
2. Bapak Kepala Kantor Departemen Agama Jakarta Selatan
3. Arsip,

Tukar Menukar.‘.., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009
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' . YAYASAN
. WAUYAH ARROFIQORRAHIM
WAN SYARIFAH '

Alamal : JI, Raya Condet No. 35 Rt 004/08 Cllllitan, Jekarta Timur 13640
T (021} 8001938 Fax, (021) 80883534 E~mall : Lpbh!_slaydrus@eudoramall.com

10.

1L

LAMPIRAN
SURAT NO 027/VII/YA/WS/2006 TANGGAL-21 JULY 2006
TENTANG PERMOHONAN IZIN TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF
YANG DITUYUKAN KEPADA BAPAK MENTERI AGAMA RI
Up. DIRJEN BIMAS ISLAM DAN URUSAN HAJI

Foto Copy KEPMEN HUKUM DAN HAM RI No. C-256.HT.01.02.TH 2006

Tentang Pengesahan akta Pendirian Yayasan Amaliyah Arrofigorrahim Wan Syarifah v

a. Foto Copy Surat Ketcrangan Pendafiaran Tanah No. 3589 tanggal 28 September
1974 dari Direldorat Agraria DKI {Tanah Wakaf WAN SYARIFAH). nd

b. Folo Copy Surat Ukwr No. 00527/2001 tertanggal 22 Oktober 200! dari Kantor
Pertanahan Kotamadya Jakarta Sclatan. v

¢. Foto Copy Surut Ukur dari suku Dinas Tata Kotagakarta Selatan.

Foto Copy Keputusan Gubernur DKI JYakarta No. D.RI-6143/2/16/75 Tenlang

Penutupan Tempat Pemakaman Umum No. 4 Blck P Kebayoran ljaru (Termasuk

Pemakamsan Wakef Wan Syarifah yang Terletak di Sebelahnya). " 4 _

Foto Copy Surat Pernyawzan Persetujusn dan Kuass Dewan Pembins Yayasan !

Amaliyah Asrofiqorrahim Wan Syerifah yang ditandatangani pada tanggal 27 Maret

2006,

Kesepskatan Tuker-Menukar Tanah Wakaf Antara Yayasan Amaliysh

Arrofigorrabim Wan Syarifah dengan PT Multi Promo Mandiri.,

Fotn Copy Surat Pefjanjian RuislabvTukar-Menukar Tanah Wakaf Sesuai UU No. 41

Tahun 2004 Tentang Tanah wakaf Pasal 41 ayat i, 2, 3, dan 4.

Foto Copy Girik No, 156 tanggal 20 Juni 1984 Jl. Kp. Rawa Bacang RT 06 RW 012

Kelurahan Jatirzhayu Kecamatan Pondek Gede, Bekasi, a/n Dean bin Dekok.

Foto Copy PBB Tahun 2005 s.d 2006 a/n Nenti Bin Dean (Dean bin Dekolk).

Foto Cocy Peta Lakasi Tanah Penukaran.

Foto Copy Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi tertanggal 17
Februari 2006.

Foto Copy Berkas Keterangan/ Permohonan Pendaftaran Tanah No. 736/17559/X1/92
pada Kantor Urusan Agama.

Jakarta, 21 Juli 2006
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.7 . YAYASAN
. MALIYAH ARROFIQORRARIM

WAN SYARIFAH
- Alamat : JI. Raya Condet No. 35 Rt, 004/05 Cllllitan, Jakarta Timur 13640
e T (021) 8001938 Fax. (021) 80883534 E-mall : Lpbhl_slaydros @eudoramall.com
) [ L4 ‘,HF
LAMPIRAN
';_ SURAT NO 027/VIVYA/WS/2006 TANGGAL 21 JULY 2006

TENTANG PERMOHONAN IZIN TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF
YANG DITUJUKAN KEPADA BAPAK MENTERI AGAMA RI
_ Up. DIRJEN BIMAS ISLAM DAN URUSAN HAJI

1. Foto Copy KEPMEN HUKUM DAN HAM RI No. C-256.HT.01.02.TH 2006
_ Tentang Pengesahan akta Pendirian Yayasan Amaliyah Arrofigorrahim Wan Syarifah v
@ a Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 3589 tanggal 28 September
1974 dani Direktorat Agraria DK (Tanah Wakaf WAN SYARIFAH).
b. Foto Copy Surat Ukur No. 00527/2001 tertanggal 22 Oktober 2001 dari Kantor
Pertanahan Kotamadya Jakarta Sclatan. v
¢. Fota Copy Surat Ukur dari suku Dinas Tata Kota ga.kartﬂ Selatan.

3. Foto Copy Keputusan.Gubernur DKI Jakarta No. D.0I-6143/2/16/75 Tentang
Penuiupan Tempat Pemakaman Umum No. 4 Blek P Kebeyoran ga.m {Termasuk
Pemakaman Wakaf Wan Syarifah yang Terletak di Sebeiahnya).

4. Foto Copy Surat Pemnyetazn Persetujuan dap Kuasa Dewan Pembinz Yayasan
Amaliyah Arrefigorrahim Wan Syarifa:h yang ditandatangani pada tanpgal 27 Maret
2006.

5. Kesepakatan Tukar-Menukar Tangh Wakef Antara Yayesan Amaliyeh
Amofigorrahim Wan Syarifah dengan PT Multi Promo Mandiri.

6. Foto Copy Surat Perjanjian Ruislah/Tukar-Menukar Tanah Wakaf Sesuai UlJ No. 41
Tahun 2004 Tentang Tansh wakaf Pasal 41 ayat i, 2, 3, dan 4.

7. Foto Copy Girk No. 156 tanggal 20 Juni 1984 Ji. Kp. Rawa Bacang RT 06 RW 012

) Kelurahan Jatirahayu K ccamatan Pondok Gede, Bekasi, a/n Dean bin Dekok.
Foto Copy PBB Tahuo 2005 s5.d 2006 a/n Nenti Bin Dean (Dean bin Dckok).
9. Foto Cocy Peta Lokasi Tanah Penukaran,

{
o~

10. Foto Copy Pendaftaran Tenah pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi tertanggal 17
Februari 2006.

11. Foto Copy Berkas Keterangar/ Permohonan Pendaftaran Tanah No. 736/17559/X1/92
i pada Kantor Urusan Agama,

. Jekarta, 21 Juli 2006

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



o
SEET L ,1-;'\-. S

RAT PEMBERIT

NAMA DAN ALAMAT WAJIB.PA.
NENTI BIN DEAN Sivbiaiiin

Jl. RAYSS HANR?,[{\"‘;‘% 44 #

v =
Ly

MY 0 fRWG p N

VATIRAHAYY: . - A :
KUTA BEKASY : R
T L -='!?E._ &fﬁésﬂb&i Seand
PN T T
M2), 1 KELAS FEAMZ . A SIUMAR SRR,
P E I .

!

PONDORNGRDE,
KOT A-BERATIY:

R

ANHAANS X% 0

N

OBJEX PAAKil

ok . 1 4_-.. "'r"‘_"-'."_':"’l{:‘:‘bk".'l Jr q:_,_;‘:' ey = ;
aly RoEE ;i‘ﬂm Q- ""*.-aﬁf_ﬁ'.:.'ﬁ 200003000, L7 2|
B AN GUNAN7 | SRIgas -.-{‘;"‘ : i

o A e o 2 G
o e
i e NGRS
r -. ; l_._l_ -._ .'.-.' T T R -
‘-? -

B
5%

£,
iy

A

b LYo

- b

Mo

LTS P A o AN
SAJAKC BUBI DA AT BN VANGHARGS DigAYAR (Rp) .
ENRAK nﬁ'f-g,gz‘f" - __}gj'{;'_riz!i?ﬁui_‘ﬁiﬁ"i_’i‘;r{m

bl
o= By
et

wie
N £

[P i DA ::':-{'?’g 0
Foav o SURAT TANDATERIMA SETORAN s Y
7 Tempa\ Pombasptan: LJNT T FONDOK W$EDE .
Tnhbrr!ancrﬁmwnhwaunl’aﬂm dart: ¥ TR

[ NAPIWa BEITY RIN pEaN l
Lok Oblok Pefak : KeeambMDOK Gy ) Gk
SR © 1 Dusa A T IRAHA YU ’
75.010.00’2.017-—0388.0'{

L 4.740.000

AL i SR ETS

B G2k Jabu Tomses 1o A0 LS TLls 2005 .
Y iriiice harus dibayar {lemavuk dond 6 i
K ;@ﬂmﬂﬁﬁuw Iwr(u_o‘agﬁwguaul?aﬂ}hnl?m?owawmn +1
B L : XN+ T B

XV 30/05/2005 [ 0 @
Rp. xy . 45240 . 000
Rp.xvi e
B xvin

EBNEAYARAHN, .
t-'; DA ADIM {0 32
I

Qs PEMBAY AR -
?.} vk A um
g ke P 1 T g XX
.- 30 uaR W i
¥ RN - . XX
Kap o e
g ARABEDAMARAEA KFBCOQA—001
'_ _'-XIIE‘S-_‘G‘{;:’;Q -'.‘.-:'!El_-\'.'.-?_"' - xx’lv
' Tan.qgajﬁ#P'a Difdran! LT: -
- Jomishyang dboyar; - LB
- Re 42240600

R Trr Ay

‘g_c- i FEPEAY ARAN
:

[T TR T

Y

—— e

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009




-‘.{sﬂ. Pembaitanian Rincikan L. 19..... :
B sk brf .v.sL: "hak &la' lua.'r'
4,—“ &) ‘ﬂ-ch v s

W iainin,
HS

!ERLAKUG"'

ety

2 m B FL
Jg.{)fﬂg.a._&EIEHANGANOBYEK UNTUK KETE:I'APAN IPEDA' ey 1y
Eiiiias; SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR Penkof@._ \ :
; "'5"‘-‘"‘".' i L e !
O S R e 1
X — DESNKELURAI—[{\ o
Ll TN e CA— KEGAMATAN A
i RINTALIASEREERASN: Dol fe KABUPATENJKOTAMAq”im -J
y ;{’S’ﬁi *-ﬁﬂm - .é'/&’a'ﬂ?' PROPINSI “r
- '_";3,{‘_‘ , 2’3-:" l bukﬂ bal‘i(-ra tensh-tanah tarsabutldl bawah inl lﬂlah 1er Catal
: narna ?-padqj(nptoplnspaksi lursn Pembangunan Caprah Bekasi. -
:-,?5_,¢E.n\|rNhGATAN “BEKASI, éw
o MR a ;
4 'Pema angj erangan diwajibkan “;1 g3
S -E '.h..'*?;; wu ﬂ [+ ;
mombarl.-l.:poran apablla terjadi perubah- §¢. T bala Feksl | O
o Y 15
= - 2 waNTOR gy it 23
Sl e Bt orn BN 2
.‘.‘. - . {P J-r ‘) B .
'%E' L - N NIP. oaooas,lz \%
HVGEIRE P ERK OTA AN, g
e N i Luas {Ha) No- Porsit | ) N' o Rk,
Nyt e e S Keolarang- da:fa'B i '” ‘“.; 'Té;"'"’-"l
.15_‘ i %-‘-wﬁ':? 2. {18s [Datr)atl an jf-_ﬁar:i? sn — SR
S ko e E" X 1 Ha | da ".‘ ria_hw._'
S R T A X
A " i
T '-'..'_ - ; 3 i
. . _ r ! '-‘-_ "-- - f?r‘ e ‘ _ ';g:"n 2 |
T _-‘;‘--‘=;=,‘: o It = s
il e AN : gt x eRiis
: .— “T\;:_E?i:‘i
R TR _ Al ; g
: _W = L'.u_;,:—'.

ITukar

Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



N KANTOR PERTANAHAN bl 306
’ . ) KOTA BEKASI
Moty BC s
TERIMA DARI : AUNEY 70N Dein .
i * ) - N - '
=) ‘ n % ! & | I
TERBILANG . .7 DUA J17TA SE\R;% 5 U DUA RATUS RUPIAH_ # B e
v
UNTUK PEMBAYARAN * '
—PoEuRuTTT
LR N, DAETAR hsmN
Llf armin l g St
. : ol 12 Faavz&ﬂazh /
L DP- _G8/5U TR 827 lfzas o(y e
- 11- -Mll— -t L 7 108 T "5““’-‘: |IL':"‘I“:?"
] Trkde & gy e '-“?“"‘I::L‘,‘":“'«‘;“.'KL"“'25."':".‘52.",?7:‘1:':?i.'i":}:‘ mefie
EJﬂj'J__hE'ﬂ ’ r‘1 d ka P‘/ _ g j**l::l t..nuu-: e o L el Eﬁ,
‘Luk‘_s;:'(irga_zi T |- TANGGAL BAYAR JUMLAH 1Rp)
_TO600 17-03-2006 TR, A, 2000
K
H PERMATIAN !
- Kwilanal. Il -Jangan hllang, harap dibawe pade sant pangambilon.
_; Sertifikat. Saltnea /! Fotoypopy Kwitans! inl tidek kaml Inyanl.-
|
A

L !
I 4
-
1 -
5
.
- _
;
:
;
—
: T
e
<% y

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



DEPARTEMEN AGAMA

KANT[IR LIRUSAN AGAMA KECAMATAN KEBAYORAN. BARU
1. Kerinci Blok E No. 20 Telp. 7393335

Jakarta Selatan B <
W
Nomor : KK.09.01/KP.01/£%/2006 Jakarta, 25 Juli 2006
[;a.mp. : Satu Bundel
Pc;ihal 1. Persetujuan Perubahan Status/
Tukar Menukar Tanah Wakaf
Kepada

fth. Bapak Kepala Kandepag. Agama
Kota Jakarta Selatan
Di

Jakarta

Asszalmu’alaikum Wr. Wb.-

- Mcnindak lanjuti surat permohonan Penpurus Yayasan Amaliyah - Arrofiqorrohim
“WAN SYARIF;&H" tertanggal 21 Juli 2006, perihal sebagaimanaipada pokok surat di
atas. Dengan ini Kami mengajukan permchonan persetujuan tu:kar menukar tanah
 wakaf “yang lerletak di Ke'urahan Pelogopan Kecamatan Kebayoraﬁ Baru Jakaria
Selatan, Untuk dapat penyelesaian seme.stinya,_adapl'}n sebagai bahan pcﬁimbangan

Bapak, Kami lampirkan data-data pendukung sebagaimana terlampir. ql
Demikian, atas perhatian Bapak Kami haturkan banyak leri_mé kasili.

Wassalamu'alzikum Wr, Wb.-

’.
Tl \I.l’

NP 150 212 521
Tembusan ; |

1. Yih. Ka. Kanwil Depag DXI Jakarta
2. Arsip

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



DEPART EMLN AGAMA
KANTOR KOTA JAKARTA SELATAN

Nomor 1 Kd.09.01/7/BA.OL/ 2792 /2006 Jakaria. 81 Juli 2006
Lamp + | (sat ) Bendel '
Hal : Permohionan Ruislap :

Kepada Yih,

Bapak Walikolamudya Jakarta Seintan :
_Jokartn [
: i

|

i

Assalamu *alaikum Wr WB . \

Séhubungan dengan surat Kepali KUA Kee. Kebayoran Barn Kodya Jakarta

Selatan No KK.09.01/KP.01/63/2006 tanggal 25 Juti 2006 tentang Ruislng Tukar
Menukar Taash Wakaf di Kel. Petogagan JI. Nipal Kaibur RT.012/01 Kebayoran

Baru Jakarla Selatan, dengan ini kami mohon kep: it n.np.lk kiranya dapal

(bl Jggu@nﬂ Tim Rms!ag, uatuk menpadakan raput dan Mmmmmgsmlsall

pengganli.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasily,

\\’nss:ulmn.

T' 1560209 174

Tembusan : :
-Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi DKI Jakan L.

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009 )



DEPARTEMEN AGAMA' »
KANTOR KOTA JAKARTA SELATAN =" -

Ji Bun'cil Raya No. 2 Pejuten Barat Pasur Minggu Jakarta Selatan Telp. 7994007 Fax. 7940217 Jakarta 125 QO
NOmOT 75472006

Hal
Lamp : Ruislag Tanah Wakaf

— e
— Jakatla, 31 -7 - 20060 .

Kepada Yth,
1. Ketua Yayasen Amaliyah Armrofiqurrohim Wan Syarifah
2. Direkiur Utama PT. Mulii Promo Mandiri

di -

Jekarta

Assalanmu ’Alaikum, Wr Wb

Sehubungan dengan surat permohonan pengurus Yayasan Amaliyah Amafiqurahim ™ Wan
Syarifah * tgl 21 Juli 2006 dan surat dari kepala KUA Kec. Keb. Baru Jakarta Selatan No.
KK.09.1/KP.01/63/2006 1gl 25 Juli 2006 tentong persetujuan perubahan slatus Lukar
menukar Tanah Wakaf dengan ini kami bcrllahukan

). Bahwa sesuai Undang-undang No 41 Thn 2004 tentang Wakaf pasa: 41 ayat 3
LR hanta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian
-h ' ~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang

manfaat dan nilai tukar sekuranp-kuranpnya sama dengan haria benda wakal
semula.

)

Bahwa sesuai surat edaran Dirjen Bimas Istamy dan Urusan Haji Depag Depap
RI No.D.11/5/HK.007/901/1989 Folo copy terfampir.

3. Bahwa setelah kami meneliti permohonan dari  Yayasan Amaliyah
) Arrafigurrahim Wan Syarifah belum terpenuhi sesuai yang disyaratkan Undang-
- undang No 41 Thn 2004 tentanp Wakaf dan surai Edaran Diifen Bimas Islam
dan Urusan Haji Depag RI No. DI 1/5/HK.007/901/1989 yaitu :

u. Calon tanah penukar harus sudah bersertifat

b, Wilai tanah penukar harus senilai seimbang dengan tanah wakal.

Demikian agar menjadi makjum.

Wassalam,
n Kepala,
A5 \[LBq 3 ka(danWaLaf
/;{\-._3,
135 e )

‘\:.f.r:,- RE .
LD'ré"‘l-lRazyld smand[
*an,d} 225210 |

/\-.

Tembusan : _ '
"1. Kepala Kandepag Juk- Sel b{:hdbal lnporun
2. Kakénwil Provinsi DK1 Jakarla
3.. Walikotamadya Juk-Sel
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) ‘{JU,/

WALIKOTAMADYA JAKARTA SELATAN - 7/

//ll"-: C

11265 {-071.3 e - 29  September 2006
1 (satu) eks .
Tukar Menukar (Ruislag) Kepada
Tanah Wakaf - Yth. Ka. Kantor Departemen Agama
I(otamadya Jakarta Selatan
di
Jakarta

Sehubungan dengan suret Saudara Nemor KD.09.01/7/BA.01/2754/2006 tanggal
31 Jull 2006, hal Rulslag Tanah Wakaf, setelah dladakan peninjauan lapangan dan -

penelitian admrmstras! serta hasil rapat Tim dengan ini dlsampalkan hal-hal sebagai
herkut :

1. Bahwa tanah wakaf Yayasan Amalizh Amrofiqgomghim Wan $yadfah seluas 8.9685 m2
vang terletak dl Jalan Nipah Kubur RT.0012/02 Kelurahan Petogogan, Kecamatan -
Kebayoran Bary, Kodya Jakarta Selaten, ternyata telah ‘ditutup pemanfaatannya
berdasarkan Keputusan Gubemur KDKI Jakarta Nomor D. Hlv6143fa,{16/75 tanggal 3
November 1975 tentang Penutupan Tempat Pemakaman Umum No.4 Blok &

Kebaycran Baru (Termasuk Pemakaman Wakaf Wan Saﬂfeh yang terletakk
dlsebelahnva)

2. Bahwa sejak penutupan tersebut dllakukan, maka pelayanan Pemakaman Umum Biok
P maupun Pemakaman Wakaf Wan Syarifah terhenti; lokasl Pemakaman Umum Blok
P pada saat Ini telah dumanfaatkan unkuk Pembangunan Kantor Walikolamadya -
Jakarta Selatan dan Taman Kota, sedangkan Jokasi tanah wakaf Yayasan Amaliah
Arrofiqurrohim Wan Syarifah kondislya tidak® terawat {agl, sehingga sebahagian
arealnya dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggun ]awab untuk mendirikain
bangunan/rumah hunian taripa ijin (liar). Akibatnya mengg#nggu kondisi ingkungan
{(kumuiy, rawan sosial/rawan kamtibmas), terutama pada malam hari dijadikan tempat’
mangkal para WTS/PSK dan transaksl Narkoba. %73 MG

. 3. Lokasl tanah pengganti berada di daerah perumahan yang sangat- strategis untuk
pengembangan usaha dalam rangka peningkatan kemaslahatan/ kesejahteraan umat.

4. Adapun nilai keseimbangan terhadap rencana fukar-menukar tersebut dapat dirfnci
seperu berikut :

a. Tanah Wakaf Yayasan Amaliah Arrofigurrohim Wan Svanfah seluas 8.985m2 yang
terletak dl Jl.Nipah Kubur RT.0012/02 Kelurahan Petogogen Kecamatan
Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan dengan NJOP Tahun 2006 =
Rp 2.013.288,- dibulatkan menjadi Rp. 2.015.000,- mempunyai nilal keseluruhan

8.985m2 x Rp 2.015.000,- = Rp18.104.775.000,~ (Delapan Belas Millar Seratus
Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Pulub Uima Ribu Ruplah)

LY
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b. Rincian Nilai pengganti dari PT MULTI PROMO MANDIRI adalah

1). Lokasi di Jl.Rawa Bacang RT.006/013 Kelurahan Jatl Rahayu, Kecamatan
Pondok Melati, Bekasl.

- Tanah seluas 10.6p0 m2 x Rp

=Rp 2.120.060:000,~~
- Bangunan 2.472 m2 x R

|~ Rrp 6.180.000.000.--
! Rp..B.BOD.QU0.000,-—
e ya 2). -ﬁr anah seluas 300m2 dilengkapl bangunan -

LT SE (Rehab Total) + fasilitas penunjangnya dl J BN
- { Nipah Kilbur Kelurahan Petogogan .= Rpu 250.000.000, )
3). Pembongkaran bangunan/rumah penghunt liar d -
31, Nipah Kubur Kelurahan Petogogan = Rp 3.000.000.000,/
4). - Pemindahan makam 2000X Rp 2.000.000,~  =Rp .4.000.000.000,--

5). Biaya Perijinan dan Pajak-pajak =Rp 2.500.000.000,—
6). Dana Taklis Operasional

Jumiah Keseluruvha
(Dua puluh satu miliar tigd

5. Bahwa setelah diadakan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan oleh _Tim
Keselmbangan Perubahan Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf Yayasn Amaliah
Arrofiqurrohim Wan Syarifah dengan PT. MULTI PROMO. MANDIRI diperoleh hasil
sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahyn 1977 dan Surat Edaran
Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Hajt Departemen Agama Repubhk
Indonesia Nomar DII/5/HK3007/901/1989.

6. Berkenaan hal-hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya_ saya dapat menyetujui
proses Ruislag/Tukar-Menukar dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.

Alas perhatian dzn kerjasama Saudarg, saya ucapkan terima kasih.

Ternbuvan :
1. Ka. Kanwil Departemen Agama Provinsi DK Jakarta
2. Sekretaris Kotamadya Jakarta Selatan
3. Asisten Kesmas Setkodya Jakarta Selatan

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



TIM PELAKSA DAN MONITORING PEMINDAH MAKAM

YAYASAN ARROFIQURROHIM WAN SYARIFAH
KELURAHAN PETOGOGAN - KECAMATAN KEBAYORAN BARU -
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

' w\ 1% c:'
FORMULIR PENDAFTARAN

PERMOHONAN PEMINDAHAN KERANGKA JENAZAH

Yang bertandatangan dibawah ini ;

Nama
Alamat

------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Pekerjaan
No. KTP

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Sebagal keluarga/ahli waris dari :

Nama

------------------------------------------------------------

Keluarga dari

Meninggal Tahua

............................................................

1. Menyatakan, mohon dapat dipindahkan kerangkz nama tersebut di atas
ke lokasi :

..............................................................................

2. Menyatakan akan memindahkaan sendiri kerangka jenazah namas
tersebut ke lokasi

...................................................................................

Demikian pernyataan/permohonan ini kami bual dengan sebenar-benarnye, tanpa
Faksaan dari pihak manapun, dan kami bertanggung jawab sepsnuhnya, apabila
ada pihak lain menuntut/menggugat atas pemindahan kerangka jenazah tersebut.

Jakarta,

Pihak Keluarga
Ahli Waris

iy e

( )
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1181 PELAKSA DAN MONITORING PEMINDAR MAKAM
YAYASAN ARROFIQURROHIM WAN SYARIFAH
KELURAHAN PETOGOGAN - KECAMATAN KEBAYORAN BARU

KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

033 - '
ARt 25. 5 20
- "‘. -y
FORMULIR PENDAFTARAN

PERMOHONAN PEMINDARAN KERANGKA JENAZAH

Yung bertandatangan dibawah ini :

Nama : ./5&4.4/.4{.«.015/. .......... B ITARRLIITIRE
Alumuai L ek ek .ﬁc.f!’.’?/."."‘f/.?.._’ ....................

------------------------

Pekerjaan : ,ﬁ/‘fff ....... 05’.(?1‘7;?‘%/({,5'%0/}12":?‘1—5}
No. KTP . B7.5.36 742009 82 ULE

....... (212 foz. Kt fereiaSac. Ky, Ayt

Rebagai keluarga/ahli weris dari :

Nama /‘/MACA{W#/HQ‘M#MMD?%&W

Keivarga dart : Ayah,@@ Nenek.@ Saudara,
Daudani; ... W TR N e N

Meninggal Tahon /7}22.“ ...........................................

" 1. Menyatakan, mahon dapat dipindahkan kerangka nama tersebur di atas
ke lokasi fo/ﬂﬂ(erE@*(_ﬁHﬂ“Wq pada
hari ... R&BY: ... anggal ... 20,

......................................................................

2. Menyatakan akan memindahkan sendiri kerangka jenazah nama
tersebut ke lokasi

-l --

" Demikian pernyataan/permohonan ini kami buat dengan sebener-benarnys, tanpa

- paksaar dari pihak manapun, dan kami bertenggung jawab sepenuhnya, apabila
ada pibak lain menuntut/menggugat atas pemindahan kerangka jenazah tersebut.

Jakarts, 2.5 €7 97497

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



a PEMA KAMAN WAKAT
SYARIFAH ABDULLAH AL-‘AIDID

JL. NIPAK KUBUR (. D12 RW. 01
BLOK Q. V KEL. PETOGOGAN
KEBAYORAN BARU - JAKARTA SELATAN

o — m b E m oapeta

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 203, /2N 5L /2004,

o Yang Gertanda iangan dibawah fud, kamid selake pengurux |1¢|\\_‘:lkill“:ln Walinf “Syaritab

- o Y

Andulin AL-AILDDDY mcneringkan :

L]

Jenis Kelamin 1 bakddaki/Percnipuan

Pekerjuan E /&’&”MA‘C“’HM&"&A :

Alamat : JZ- E.tnué‘f({. RAya RITgL §/00§)EC“‘1MW &
MAME. PRAfiasocts \Jord —NECATA

! Bahwa roma lerscbut diatas, telah melaksanakaw pemindihan Makam Kerangka

Seaazah Almarhwum £ Almadannah 'QAAMA'TM‘”;%HO%JPR!A/“EQ‘?” i '
(4 ! s
Puda hari \S“’"}‘J’w- Tunggal : 2€ Ma‘p ’lﬂag W e OO

untul: Jinindahkan dan dimakamban kenbabi di eopat.Pemakaman Ko asonh

ZLYSE REVETEAS SAWAH (JAKOBRTA SECarmat

Dcmikian surat kelerangan ini dibuat wntuk dapat digunakan sebagaimana mesiinya.

Pengurus Pemakaman Wakat

L)

- varifsaih Abdutlah AL--ATDID™
(/- r7-200 Q/j’ . %‘hp‘uhﬂﬁm vk
| $alh, — N
(_ — :

- SYARIFEY EBIULLAY IA-AI00 )
N orET015/ 01

ARL, S, (P, _ L RETaaos —

I USINABDYA L AMBRUSS )

————————
= i T ml
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* | YAYASAN ' :
AMALIYAH ARROFIQORRAHIM g
" WAN SYARIFAH ‘ ‘

Alamel : J. Raya Condet No. 35 Rt. 004/05 Cilllitan, Jakaria Timor 13640
B (021) 8001938 Fayx, (021) 80883534 E-muall : Lpbhi_slaydrus@eudoyainail.com

13 n
i W}

] - —r i
SURAT PERNYATAAN

Yang bedandatangan dibawah ini, Syarief Husein Alaydms, SH, selaku Ketua Yayasan

Amaliyah Arroﬁqon’ahifn “ Wan Syarifah ® menerangkan serta menyataksn sebagai
berikat :

1. Bahwa tanah wakaf Wen Syarifali yang terletak di JI. Nipah LA. Kelurahan
Petagogan, Kecamatan Keboyoran Bam, telabh kami kasongkan dar baspgunan-
Langunan liar yang berdin/dibangun diatas lanal; wakaf tersebut.

2 Bshwa pemindahan kerangks jemazah diareal panm ta'scbult. telah kamij
angkat/dipindahikan kelokesi lain sesuei dengan persetujuan para kerbat/ahli waris
yé.‘ngl}ersangl-iutan.

Deinikisn pemyataa:i!-ket_eraugan ini kami buat dengan scbenamys untuk nenjadi
maldum. i _

‘7 Jakarta, 23 Desember 20067 —. 5 27
Yany menyatakaf L NPT
Ketua Yayasan Amsliyah e

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



YAYASAN
AMALIYAH ARROFIQURRAHIM
WAN SYARIFAH

Kepada Yih. ;

Ahli Waris keluarga yang dimakamkKan
Di Pemakaman Wakaf VWan Syarifah

JI. Nipah Kubur, Kel.Petogogan, Kec.Kebayoran Baru,

Jakarla Selatan.
Penhal Pemberitahuan.

A;salamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan ini kami selaku Pemblna Yayasan Amahlyah Arrofi qurrah:m Wan Syarifah, )

membentahukan hal-hal sebagal berikut :

1. Bahwa kami {idak pemah mengeluarkan Sural Edaran Pendaftaran Permohonarn

Pemindahan Kerangka Jenazah dengan mengatasnamakar: Yayasan. '

2. Bahwa kami selaku Pembina dan Pengurus pada saat partemuan di kediaman Saudara
Syarif Husein Alaydrus,SH pada tanggal 25 Mei 2007 Telah diakui bahwa Yayasan tidak

f pemah dan tidak akan pemah rnengeluarkan Surat Edaran alau formulic dalam bentuk

apapun juga.

Demikian pernberitahuan ini kami sampaikan. Apabila beredar surat-surat tersebut karmi '

o e L

selaku Pembina Yayasan Amaliyah Arrofiqurrahim Wan Syarifah tidak bertanggung jawab.

Jakarla, 27 Mei 2007,

PEMBINA, ' =

l"'.\ .
SYARIF NUH ALAYDRUS, SH: ALWi AIDID

Anggota

CC: 1. Pengurus
2. Pengawas
3. Arsip

-Tukar Menukar...

ketuz

, Dewi Damayanti, FH Ul, 2009
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- DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEBAYORAN BARU

31, Kerinel No. 20 Kebayoran Baru - Jakaita Selaten Telp, 7393335

Nomeor: KK.09.01 Pl 12007 ' Jakarta, 04 Juni 2007
Sifat : Penting )
Lamp :1 Berkas '
Perihal : Penjelasan Tanah Wakaf ‘ -

Kepada

Yth. Bapak Kepala Kantor Dep. Agama

Kota Jakarta Selatan

Di

Jakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan maraknya pembentaan Tanah Walaf Arrofiqurmohim Wan

Syarifah yang berlokasi di Jalan Nipah Kubur R1.012/09 Kel. Petogogan Kec.’

Kebayoran Baru, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. " Berdasarkan buku dafiar AKta Ikrar Wakaf yang ada pada Kantor Unusan
Agama Kec. Kebayoran Baru, tereatat pada APATW ( Akta Pengganti Akia

- Tkrar Wakaf ) No. 66/H1/1993, tanggal 29 Maret 1993.

2. Sesuai dengan APATW { Akiz Pengganti Alta Ikrar Wakaf ) tersebut

peruntukkarnys Musholla dan Pemakaman, yang dikelola oleh : Yayasah

e =

Amslish Amrofiquirohim Wan Syarifah.

3. Sesuai depgan surat dart Yayasan Amaliyah Amofiqurrohim Waa Syarifah

© No. 027/VIVYA/WS/2006, tanggal, 21 Juli 2006, teniang permohonan
Persetujuan Tukar Menukar / Ruislag Tanah Wakaf yang ditujukan kepada
Menteri Agama RY, meialui KUA ( Kantor Urasan Agama } Kec. Kebayoran
Bary, Kotamdya Jakarta Selatan kemudian KUA Kec. Kebayoran Baru
mencroskan permohonan tersebut kepada Kepala Kandepag Kotamadya
Jakarta Selatan ( Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan
Urusan Haji : DIVS/HK 00.7/901/1989, Tentang Petunjuk Perubahan
Status/Tukar Menukar Tanah Wakaf ).

Demikian, atas pethatiandga Bapak kami ucapkan terima kasih.

. Wassalamw’alaikum Wr. Wb.

Kepala

JUBAEDI, SH

NIP. 150 212 521
Tembusan :

1. Kepala. Kanwil Depag
Prov. DKI Jakarta
2. Camat Kebayoran Baru

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN

SUKU DINAS TATA KOTA
Ji. Prapanca Raya No. 9 Lantai 9, Kebayoran Baru Telp. 7220911

JAKARTA ]
L -
Jokarta, 4 Juni2007
Ne. - :94/-1,711,5 Kepada
Sifat ; Blasa '
Lampiran Yth: lkatan Keluarga Besar Ahli
Perihal

- Informasi peruntukan tanah Waris Makum Tanah Wakaf’
: “ Wan Syarifah “

di ’ )
Jakaria e

Sehubungan  dengan  swal  Sesudara  Wo.  (02/Sek
BAKBAM/V/2007, Tanggal 30 Mei 2007 , perihal “ Permohonan
Informasi Data tentang peruntukan tanah yang terletak di JI. Nipah

Kubur R1.012/ 001, Kel. Petogogan , Kee, Kebayoran Bare™ bersama ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa lokasi dimaksud terletak di JI. Nipah Kubur, RL.OI2 7 001, T
Kel. Petogogan Kec. Kebayorun Baru Kotamadya Jakarla Selatan.

2.yBahwa sesuaij rencana kota , peruntukan atas bideng tenah tersebut
adalah Penyempurna Hijau Makam (FPHM).

Demikian penjelasan kami, agar menjadi maklum.

DINAS TATA KOTA
QK ARTA SELATAN

DIPL. ING. ERMANSYAH UMAR, MSi
NIP. 470056541

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



DEPARTEMEN AGAMA |
KANTOR KOTA JAKARTA SELATAN -

——

Nomor 1 Kd.09.01/7/BA.03.2/ 5826 1007 Jakarta, 05 Juni 2007
Lampiran :- - o
Hal . : Laporan Tanah Waknf Wan Syarifah

Kepada Yih.

Kebala Kanwil Dep. Agama Provinsi DKI Jakaria

di ;
JAKARTA

Assalamu’alaikum Wr,Wb

Bersama ini kami sampaikan laporan Tanah Wakaf  Yayasan Amaliah
Arrofiqurrohim Wan Syarifah, yang berlokast di J1. Nipah Kubur RT.G12/01 kel.
Petopogen Kee. Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang pada sélal ini menjadi sorofan

- publik-sbb : e )

I. Tansh Wakaf Yayasan Amalial Arvofigorrahim Wan Syasifah telah dimatup
h- berdasarkan’ Keputusan Gubemnur Kepala Daecrah Khusus Ibukota Jakarla .
No. D.I-6143/2/16/1975 tanggai 3 November 1975 tentang Penutupan Tempat
Pemakaman Umum No4 Blok P Kebayoran Bacu (Termasuk Pemakaman

Wakaf Wan Syarifah yang ierletak disebelahnya); l -

2. Diatas tanah wakaf Yayasan Amaliah Arrofiqurrohim Wan Syarifah terdapat
bangunan liar yang dihuni sebanyak 85 KK (delapan puluh lima Kepala
Keluarga) dan kuburan + 1.000 makam; |

3. Tanggal 23 Juli 2004 Walikotamadya Jakarta Selatan _:\:I_\engundang Yayasan

- Amaliah  Arrofiqurcohim  Wan  Syarifah guna  membicarakan
pengosonpan bangunan liar yang berada diatas tanah wu.kafl';

Sural_pcnnohonan Yayasan Amaliah Arrofiqurrohim Wan Syarifah kepada

encane

Walikolamadya Jakarta Selalan langgal 22 September 2004, perihal apar Tandh
Wakaf dibelakang Kantor Walikotamadya “Jakarta Selaian dapat dijadikap

Bagian Kantor Wa|ikolmadyﬁ Jakarla Selatan dengan catatan dapat diberikan
pengparntinya;

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



5, Tanggal 3] Maret 2005 pihak Yayasan Amalia.h Arrofiqurrohim Wan Syerifah

kembali membuat surat ke Wahkolamadya -Jokarta Selatan penhal udak
~ keberatan diserahkan ke Pemda asal diberikan konpensasi;” - ° - . .

6. Pada tanggal 08 September 2005, kami diundang Walikotamadya Jukarla
Selatan untuk membicarakan masalah wakaf tersebut. Kanjor Dep. Agama Kola
Jakarta Selatan menjelaskan kepada pimpinan rapal (Whlikolamédya Jakarta
Selatan) sesual UUD No. 41 tahun 2004, bahwa lanah wakaf tidak .boleh
diperjual bcllLan kecuali denpan proses muislag (tukar menukar) sesuai Surat
Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Dep. Agama RI No
D.I1/S/HK/007/901/ 1989 , sedanpgkan Rurslag harus memenuhi syaral :

a. Tanah wakaf tersebut lidak dapat dipergunakan z.::sum ikrar wakal.
b. Tanah wakaf tersebut diperlukan untuk kcpcrlupn keapamaan yang

F -Ian;,sung dan sangat mendesak. l

‘c. Calon tanah penukar harus sudal bersertifikat.
-d./ ,Nll.u tanah penukar harus senilai dan sesnai dengan tanah wakaf,

7. hemudlan Yayasan Amaliali Arrofiquerohim Wan  Syarifah  mengajukan
permohon.m _melalui Kantor  Urusan  Apama  Kebayoran  Baru

B o, 003IIWISTJ'WSIZOOS kemudian KUA Kebayoran Baru, meneruskan

" permohonan (erd€but ke Kantor Dep. Agama Kola Jakarta Selatan langgal 25
Juli 2006 dan kemudian Kantor Dep. Agama Kota Jakarta Selatan . menjawab
Surat Permohonan Ruislag tersebut tang_g,all 31 Juli ?.006{" l‘)c'lum‘ bisa
meneruskan/merekomendasikan ke Kanwil mengingat persyaralan yang belum
terpenuhi sesuai Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji; seperti pada
point 6.

Demikian  kronologis rencana  Pemindahan  makam ° Yayasan Amaliah
Arrofiqurrohim Wan Syarifah Kelurahan Petogogan kecamatay Kebayoran Bara di

I. sampaikan, atas perhatian dan bantuan bapak kami ucapkan terima kasih.

fe
T
o

Wassalam, \

KEPALA \

/Q 9"—’6@‘1 .

==

s. H.M. Sholeh HMG, M.Pd
NIP, 150 209 374
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DEPARTEMEN AGAMA - 3
KANTOR KOTA JAKARTA SELATAN -

JI. Bunclt RayadNo. 2 Pajaten Boret Posor Minggu - Jekarta Selaten Telp, 7804007 Fax, 7940217 Jekarta 12610

p——

Nomor

Lamp
"Hal

1 Kd.09,01/7/BA.03.2/ 5833 /2007 "- Jakarta, 07 Juni 2007 T
: 1{ Satu } Bendel '
1 Ruislag Tanah Wakal Wan Syarifuh

. . ‘\'_l?

Kepada Yk, ¢ a
Bapak Walikota Jakarta Selatan ' .
Jokarta

Assalomvalailom Wr, Wb

' 'Sehhb;lngnn dengan Surat  Bapak Walikota Madya Jakarta Selatan
"Nomor:1265/071.3, Tanggal 29 Scptember 2006 tentang Rt.uslag' Tanah Wakaf
Whan Syarifah, Moka bersama ini kami sampajkan hd-hal sshagai berikut :

1
A. UUNo. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, berbunyi sebagei berikut :
Pasal 40; .
Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilerang :
dijedikan jaminan i 5
disita
dikebulkan ) .
dijual > -
wariskan . - ; o
di tukar atau dialihkan dalam pengalihan lainpya

mepoow

Pasal' 41; '

1. Ketentuan sebagaimara dimaksud dalam pasal 40 boruf £ dikecualikan
apabila harta bende wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk
kepentingan umum, sesuai dengak Rencana Umnm Tata Runng
(RUTR) berdasarkan ketentuan peraiuran perundang-undangsn yang
berlaku dan tidak bertentangan.dengan syari’ah. .

2. Pelaksanaan ketentwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Mentri Agama R1

- atas persetujuan Badan Wakaf Indopesia :

3. Harta benda wakaf yang sudah diubah stalusnya karena ketentuan
pengecualian sebagzimana dimeksud puda ayar (1) wajib ditukar
dengan harta bénda yeng raanfaat dan nilai tukar selturang-kurangnya

. sama dengan harta benda wakaf sermula. ol
4. Ketentuan mengénai perubahan status harla benda v-v'é?caf sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur leBih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah tersebut.

B. Peraturan Pemeriniah No.42 tahun 2006, tertang Pelaksanaen UU No.41

tahun 2004 tentang Wakaf ,dalam pasal 49-yang berbunyi sebagai berikut ;

2. Izin tertulis dari Mentri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat diberikan dengan pertimbengan sebagal berikut: ~ -

2. perubahan harta benda wakaf tersebut dighnakan untuk kepentingan

| umuni sestni dengan Rencana Umum  Tata Ruang (RUTR)

berdasrkan ketentnan peratwran  perundang-undanean dan tidak

bertentangan dengan prinsip syariah. :
@Vartn benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesus; dengan ikrar
akaf atau , ' h ‘

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



1

¢. pertukaren dilaknkan untuk keperluan keagamaan sccara langsung
dan mendesak. . _

3, Selain dari pertimbangen scbagalmang dimaksu.d pada ayat (2), izin
pertukaran harta benda wakafnya dapat diberikan jlka : N
o, harta benda penukar memiliki sertifikal etau bulti pomiliken snh'

sesuai denpan peraturan perundang-undangan dan :
b. nilai dan manfaat harta benda penukar-sekurang-kurangnya sami
dengan harla bendu wakaf semuta, B '

4. Nilai don manfaat harta bende penukar scbagpimena dimaksud pada
ayat (3)huruf b ditetapkan  oleh”  Bupali/Walikota = berdasarkan
rekomendasi Tim Penllal yang anggotasiya terdiri dari unsur :

a. Pemerintah Daernh Kabupaten/ Kota; b, Kantor Pertanahan

Kuobupaten / Kota; ¢. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten/

“Kota; d. Kantor Dep. Agama Kabupaten/ Kota dan Nadzir tanah

_wakaf yang  bersangkutan. : '

C. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, kamii}:mclihat bahwa

rencana ruislag (tukar menukar) Tanah Weakaf Yayaser Wan Syarifah
masih diperlukan persyaratan sebagai berikut

8. Alasan mengapa Tanah Wekef Yayasan Wan Syarifah terscbut harus
herus dltukarkan sebagai borkut § :

(1). Setelah ditukarkan tanah wakaf yung akan dipunakan
wntukkepentingan umum apa 7
{2). Apakah rencanz pemilikan itu karena disebabkan oleh perubahan
RUTR schingga benda wakaf tersebut tidak dapa: lagi digunakan
sesuai dengan ikrar wakaf ? atav adanya keperluan keagamaan
yang mendesak 7 dan :
(3). Akan digunakan untuk kepentingan apa tanah wakéf tersebut ?
apakah penggunaan tanah wakaf tersebut, setelah diperlukarkan
tidak berlentangan dengan cyarish 7
b. Apakah benar bahwa nilei harta penukar telak sekurang-kurangnya sama
dengan nilai harta wakaf tersebut 7 perlu ada SK Watikota untuk hal ini
yang didukung oleh hasil kajian dari tim penilai yang dibentuk
Walikota, untuk keperluan tersebut yang terdiri darj ;
(1). Peinerintah daerah Kabupaten/ Kota
(2). Kantar Pertanahan Kabupaten/ Kota
(3). Majelis Ulama Indonesia (MU1) Kabupaten/ Kota
(4). Kantor Dep. Agama Kabupaten/ Kota dan
(5). Nadzir tanah wakaf yang bersangkutan.
“Slansh yang skan dijadikan penukar harus sudah memiliki sertifikat

-7 (kepemilikan yangssh), — T .

'd. Untuk menyikapi hal-hal yang sedang berlanpsung sekareng ini, komi
ingin menyampaikan kepada Bapak Watikota bahwa kewerangan untuk
melakukan tukar menukar harta benda wakef hanya ada pada Mentri
Agama. Karena itu perjanjian atas kesepakatan dengan pikak manapun

yang dilakukant oleh Nadzir tidak akan merubah status tanah wakaf
tersebut,

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH UI, 2009



Karena Itu kemi menyarankan-kiranye kegiatan-keglatan diatas tonah

wakaf tursebut untuk sementarp tidal; dllanjutkan, Mudah-mudghan
Bapnk Wallkota Jekarta Selatan mendepat {Indungen Alleh SWT.

_Demikianlah ates perhatlan bapak kemi woapken tezima kasih,

Wassalam.

o aa.
ﬁ g )
7 F— ':,:'\
{ KANG v

\

x
N 55, H')\{S}aélch HMG, M.Pd
\<\.1 NP ysz 374

Tembusan .

Kepala Kanwil Dep. Agama Prov. DKI Jakarta
POLRES Jekarta Selatan

KODIM Jakarta Selatan

Camat Kebayoran Baru

Lutah Petogogan

KUA Kec, Kebayornn Baru-

Yaynsan Wan Syarifah

RSB o i
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VAYASAN . -
AMALIYAH ARROFIQORRAHIM
WAN SYARIFAH

Jakanta, 15 Juni 2007
Kepada Yth: '

Bapak Syarief Husein Alnydrus S.H.
Selaku Ketua Yayasan. '
J1. Condet Raya No. 35

Jakarta Timur.

Perihal : Pemberitahuan

Assalamualaikum Warahmatulzhi Webarakatuh,

L
"

Unituk dan atas nama Pembing & Penpawas Yayasan Amalifah Arrofiqorrahim
WanSyarifah, kami beritahukan hal-hal sebagani berikut :

1. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran rumab tangga Yayasan

nomor 13 , tertangeal & April 1987 pasal 2, tentang tugas dan wewenang
Pembina berbunyi ; - )
1. Pembina berwenang untuk dan atas nama Pembina .
2. Kewenangan Pembina meliputi ;
a. keputusan mengenal perubahan anguaran dasar ;
b. pengangkatan dan penghentian angeota Pensurus dan anggote Pengawas,
c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran dasar Yayasan.,
d. Pengesahan program kerja da-n rancangan anggaran tahunan Yayasan
e. Penctapan keputusan mengenai pengpabungan atau pembubaran Yayasan
f. Pengesahan lacporan tahunan
g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan
3. Dalam hal hanya ada secrang anggota Pembina , maka segala tugas dan

wewenang Yayasan yang diberikan kepada ketua Pembina atau anggota
Pembina berlaku pula baginya.

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan

Nomor 13 , tertanggal 6 April 1987, pasal 16, tentang Tugas dan Wewenang
pengurus, butir 5 berbunyi ;

Pengurus berhak mewakili yayasan di-dalam dan dilusr Pengadilan tentang

segala hal dan dalam sepala kejadian , dengan pembatasan terbadap hul-hal
sebagai berikut ;
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8. Meminjam atau meminjamken uang atas nama Yayasan (tidak termasuk
mengambil uang Yayasan di Bank) )

b Mendirikan suety usaha baru atau melkukan penyertasn dalam herbagai
bentuk usaha baik didatam maupun diluar Negeri.

c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap,

d. Membeli afau dengan cara Jain mendapatican/memperoleh harta tetap aias
nama Yayasan; .

e. Menjual atau dengan, cera lain melepaskan kekayaan Yayasan serta
mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan; o

f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan
Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayesan atau sescorang

yang bekerja pada Yeyacan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi
tercapainya maksud dan {ujuan Yayasan,

Bahwa Berdasarkan Pasal 40 Undnng-fmdang no.41 tahun 2004, tentang
wakaf , berbunyi sebagai berikut ;
Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

a. Dijadikan jaminan; .
b, Disita;
¢. Dihibahkan; -
d. Dijual;
¢. Diwariskan;
f.

Ditukar; ataw

ga

Dialihia dalam bentuk pengaliban hak lainnya.

Bahwa Mcﬁunjuk Surat Departemen Agama nomor Kd.00.01/7/RAI0I.

2/5853/2007, tanggal 07 Juni 2007 tentang Ruislag Tanah Wakal Wan
Syanifah, :

Bahwa mendengar himbauan dari Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia

DKI Jakarta secara lisan yang mengatakan bahwa mohon dihentikannya
Pembongkaran kerangka Jenazah .

Berdasarkan hal-hal tersebui diatas ,maka dengan ini kami Pembina dan

Pengawas Yayasan Amaliyah Arvofiqorrahim Wan Syarifah memeniatahkan kepada
Saudara, apar segera:

L.

Menarik Surat Edaran mengangkat Kerangka Jenazah yang mengatasnamakan
Yayasan Sesuai pertemuan dengan Saudara padn hari fum’at tanggal 25 Mei
pk. 14,00 WIB dan Rapat Pengurus hari Jum’at tangga! 8 Juni 2007 pk. 14.30

. WIB;

Menghentikan Pembongkaran Kerangka lenazzh walaupun ada permintaan
dari Ahli Waris / Kerabat Makam, menutup kembali pagar-pager yang
terbuka dan hanya ada pinly masuk satu seperti semula, tidak mendirikan

banpgunan-bangunan lain seperii MCK, Pos, Posko dll, ~serta tidak adyp. lapi

melakukan aktivitas apapun yang berkaitan dengan Penganpkatan atau
Pemindaban Kerangka Jenazah; tidak ada orang yeng mengaku dan PT,
Promo Mandiri yang berada di lokasi.
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SURAT PERJANJIAN RUISLAH/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAE
Seauai UU MNo.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
Pasal 41 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4.

Pada hari ini, Senin, tanggal 24-7-2006 (dua puluh,

empat Juli dua ribu enam) telah terjadi kata sepakat
antara:

I.1, Tuan YENDRA FAHMI, 1lzhir di Pekan Baru, pada
ténggal 22-1-1971 (dua puluh dua Januari seribu
sembilan ratus tujuh pulvh szatu}, Warga MNegara
Indonesia, Direktur Utama PT MULTI PROMO MANDIRI,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mampang Prapatan II
nomor 2, Jakarta Selatan;

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di
atas, demikian sah mewakili Direksi dan bertindak atas
nama PT MULTI PROMO MANDIRY, barkedudukan di Jakarta,
yang anggaran dasarnya dimeat dalam akta tertanggal
25-5-2001 {dua puluh lima Mei dua ribu satu) nomoxr 3,
dibuat di hadapan SHINTA DEWI, Sarjana .Hukum, Notaric
di Tangerang, yang telah -mendapat pengesahan dari
Menteri Kehakiman dan Hazk Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan
Menteri Kehakiman dan Hak BAsasi Manusia Republik
Indonesia tertanggdl 18-10-2001 {delapan belas Oktober
dua ribu satu}) nomor C-10838 HT.01.01.TH.2001 dan
telah didsftarkan dalam Daftar Perusahaarn di Kantoer
Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan pada
targgal 4-5-2004 {(empat Mei dua ribu empat)
800/BH 09.03/V/2004; =53

perubahan anggota Direksi dan Xomisaris PT MULTI PROMO
MANDIRI dimuat dalam akta tertanggal 3-7-2008 (tiga
Juli dua ribu enam) nomor i, dibuat di hadapan HADIJAH,
Sarjana Hukum, Wotaris di Jakarta;

dan untuk melakwkan perbuatan hukum dimaksud dalam
perjanjian ini Direksi PT MULTI PROMO MANDIRI telah
mendapat perseftujuan dari Komiseris Utama PT MULTI
PROMO MANDIRI, sebagaimana akan disebut dibawsh ini:

2. Tuan ACHMAD MCHDAR, lahir di Jakarta, pada tanggal

nNomoxr

29-8-1971 {dua puluh sembilan hgustus seribu sembilan
ratus tujun puluh satu), Warga Negara Indeonesia,
Komisaris Utama PT MILTI PROMO MANDIRI, bertempat

tinggal di Jakarta, Puri Sakti Buntu I nomor 9, Jakarta
Selatan;

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut gi
atas dan selaku demikian memberikan persetujuvan kepada

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, EH Ul, 2009



perbuatan hukum dimaksud dalam perjanjian ini.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Peruislah (Pengganti).
I1.1. Tuan SYARIEF HUSEIN ALRYDRUS (HUSRE1IN bin ABUBAKAR

ALAYDRUS), Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada
tanggal 18-10-1943 (delapan belas OQktober seribu
sembilan ratus empat pulun tiga), Warga Negarva

Indonesia, Ketua YAYASAN AMALIYAR ARROFIQORRAHIM WAN
SYARIFRH, bertempat tingyal di Jakarta, Kampung Kramat
Jalan Raya Condet, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005,
Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati,
Timur; . -
2. Tuan Haji MUOHAMMAD MUSTAR bin Haji SAABAH, lahir di
Bogor, pada tanggal 15-6-1957 (limaz belas Juni seribu
sembilan ratus lima puluh tujuh}, Sekretaris YAYASAN
AMALIYAH ARROFIQORRAHIM WAN SYRRIFAH, bertempat tinggal
di Jakarta, Jalan Nipah Kubur Q IV, Rukun Tetangga 012,

Rukon Warga 01, Kelurahan Petogogan,
Kebayoran Baru, Jakarta Sélatan;

dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka masing-
masing tersebut di atas, demikian sah bertindak untuk
dan atas nema YAYASAN AMALIYAH ARROFIQORRAHIM WAN
SYARIFAH, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasar
dan perubahan—-perubahannya dimvat dalam akta:

- akta terxtanggal 6-4-1987 (enam April seribu sembilan
ratus delapan puluh tujuh) nomor 13, dibmat dibadapan
POERKON KARRIM, pengganti MOUDIYONO, Sarjana Hukum,
Hotaris di Jakarta;

- akta tertanggal 19-10-2005 (sembilan belas Oktobexr
dua ribu lima) nomor 102, dibuat
VALENTINA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
pengganti MISAHARDI WILBMRRTA, Sarjana Hukum, WNotaris
di Jakarta;
- akta tertanggal 16-1-2006 {(enam belas Januari dua
ribu  enam) nomor 47, dibuwat dihadapan MISAHARDI
WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;

yang telah mendapat pengesahan dari Menteri HKukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
ternyata dari Surat” Keputusan Menteri
Asasi Manusia Repubiik Tndonesia,
(sembilan Pebruari

C-256,HT.01.02.TH.2006;
Selanjutnya disebut sebagai Pihak
(Penerima Ganti).

Jakarta

Kecamatan

sebagaimana
Hukum dan Hak
tertanggal 89-2-2006
dua ribu anam) nomor

Penerima Ruislah

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009
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Para pihak menerangkan dalam perjanjian ini:

a, Bahwa Pihak Pengganti telah sepakat dengan Pihak
Penerima Pengganti akan mengadakan tukar menukar tanah
wakaf YAYASAN AMALIYAH ARROFIQORRAHIM WAN SYARIFAH vang
terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya
Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan
Petogogan, setempat dikenal sebagai Jalan Nipah Kubur,
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 01, seluas + 8,985 M2
{delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima meter
persegi), dengan -Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)
09.02.05.07.00527, menurut Surat Ukur tertanggal 22-10-
2001 (dua puluh dua Oktober dua ribu satu) nomor
06527/2001, yang diperoleh Pihak Pertema berdasarkan
wakaf dari tuan HABIB ABDDLLAH AIDIT (almarhum),
sebagaimana ternyata dari BAkta Pengganti akta TIkrar
Wakaf tertanggal 29-3-1993 (dua puluh sembilan HMavet

— g

seribu _sembilan ratus —sembilan—pulub  tiga) nowor
66/111/93 Tahun 1983;
demikian berikut segala sesuwatu yang didirikan di atas
maupun di bawah permukaan tanah vang melekat menjadi
satu kesatuwan yany tidak terpisahkan, serta vyang
ditanam dan ditempatkan:di atas tanah tersebut, yang
menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-usndang dapat
dikategorikan sebagal benda berikut segala sesuatu yang
berkaitan cdengan- tanah, tidak ada yang dikecualikan,
{aalggJuLnggﬁgl§ebut Tanah Nipah) ;-
dengan:
\/ sebidang tanah bekas Hak Milik Adat nomor 156 persil
nomor 53, Terlatak di Propinsi Jawa Barat,

Kabupaten

Bekasi, Kecamatan Pondok Gede (sekarang Pondok Melatif%
Dezsa/Kelurahan Jatirahayuw, seluas +° 16.600 M2 (lebih

kurang sepuluh ribu enam ratus meter perseqgij,

Y tertulis
atas_nama Dea in Dekok; a
demikian berikut™ Langunan dan segala sesuatu yang

didirikan di atas maupun di bawah permukaan tanah yang
melekat menjadi satu ke=satuan yang tidak terpisahkan,
serta yang ditanam dan <Jditempatkan di atas tanah
tercsebut, vyang menurut sifatnya, peruntukannya dan
undang-undang dapat dikategorikan sebagai bkenda berikut
segala sesuatu yang berkaitan dengarn tanah, tidak ada
yang dikecualikan, (selanjutnya disebut Tanah Pondok

de)
C::gi/bahwa Pihak Pengganti menyatakan akan menyelesaikan
Tpembayaran Tanah Pondok Gede (Tanah Penggarti) tersebut
dengan perhitungan + Rp 500.000,-/M2 (kurang lebih lima
ratus ribu per meter persegi) atau seluruhnya sebesar
Rp 5.000,000.000,- (lima milyar Rupiah).

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009



Selanjutnya kedua belah pihak telah sepakat untuk

memenuhl aturan-aturan dan syarat-syarat

sebagal
berikut:

Pasal 1

1. Pihak Pangganti bersedia menyelesaikan sertipikat
dan pajak-pajak atas Tanah Pondok Gede dan pajak-pajak
atas Tanah Nipah tersebut.

2. Pihak Pengganti Dbersedia membangun fasilitas-
fasilitas (mushola, kantor vayasan, rumah penjaga,
rumah vyatim dan TPA {(Taman Pendidikan Al Quran) di
lokasi Tanah Pondok Gede tersebut (Lokasi Baru/Tanah
Pengganti) dengan keseluruhan luas + 1.150 M2 (kurang
lebih seribu seratus lima puluh meter persegi) dengan
perkiraan biaya pembangunan Rp 1.500.000/M2 (satu
juta lima ratus ribu Rupiszh per meter persegi},
sehingga pembangunan tersebut akan mnembutuhkan biaya +

Rp 1.650.000.000,- {lebibh kurang satu milyar enam ratus
lima puluh juta Rupiah}.

Pasal 2
1. Pihak Penerima Gantl akan menyerahkan Tanah Wakaf
dan Akta Ikrar Wakaf kepada Pihak Pengg.ati.
2. Pihak Penerima Ganti barsedia menyviahkan bangunan
musholla yang lama dan makam WAN SY/i.[FAH di Tanah
Nipah tersebut kepada Pihak Pengganti, +.atuk dipugar.

Pzsal 3
1. Pihak Penerima Ganti telah sepak::

dengan Pihak
Penukar tentan

karsn/pe cegan - hangynan-—

_bangunan liar di _atas tapnah wakaf mcnjadi  tanggung
jawab Pemerintah Daey ya Jaka:ta Selatan ataun
yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah Walikota

Jakarta Selatar dan Pihak Penyganti.
2.. Pihak Pengganti akan membiayai pessongkaran rumah
liar di atas tanah wakaf tersebut -lengan bantuan
Pemerintalh Daerah Kotamadya Jakarta & tatan (sebagal
fasilitator) yang memakan biaya embongkaran/-
pengosongan sebesar Rp 30.006.000,- !‘'ga puluh juta
Rupiah) per keluarga atau seluruhnys sebesar + Rp
3.000.000.000,- {kurang lebih tigz pului. milyar Rupiah}.

Pasal 4
Pihak Penerima Ganti telah sepakat dengan Pihak
Pemerintah Daerah Jakarta Selatan peri-..1 kemungkinan
pemindahan kuburan akan diatur/ditatz 1-:.ih lanjut oleh

Pemerintah Daerah dengan segale biays dan lain~lain
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menjadi kewajiban/tangguag jawab pinak Pemerintah
Daerah Jakarta Selatan dan Pihak Pengganti dengan biaya
pemindzhan tiap makam/kuburan sebesar Rp 2,000.000,-
{dua juta Rupiah} atave diperkirakan keseluruhannya

sebesar + Rp 4.060.000.000,- (kurang lebih empat milyar
Rupiah).

Pasal 5

Para Pihak sepakat bshwa perjanjian ini menjadi
landasan/dasar tukar-menukar.

Selanjutnya para pihak juga telah sepakat bahwa tukar
menukar ini Dberpegang pada Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 (dua ribu empat) Tentang
Wakaf dan Peraturan Pemerirtak Republik Indonesia Nomer
28 Tahun 1997 bahwa tukar menukar tersebut mempunyai
nilai yang setara/sepadan antara vyang ditukar dengan
penukarnya yang dilaksanakan oleh tim ruislah.

: Pasal 6

Jika Dalam perjanijlan ini terjadi bada pendapat antara
Pihak Penggantl dengan Pihak Penerima Ganti, maka kedua
~belah pihak akan menyelesaikannya dengan musyawarah.

Pasal 7
Perjanjian ini dibuat darn menjadi ovegangar masing-
masing pihak yang kemudian ditaati segala

persyaratannya dan perjaniian ini ditandatangani oleh
kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun

dan dalam keadaan sadar agar .davat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Pemikien Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua,
masing-masing bermeterai sehelai untuk masing-masing
pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, g4 juli 2006
Pihak Pengganti, -

YENDRA FAHMI

Tukar Menukar..., Dewi Damayanti, FH Ul, 2009
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ACHMAD MOCHDAR

Pihak Penerima Ganti,

SYRRIEF HUSEIN : _
ALAYDRUS bin  _———"" _d}_ﬂ"%u:__'
ABUBAKAR

e = .
ALAYDROS, SH

R R I R I R I I O N T R

H.MORAMMAD MUSTAR 3
bin Haji SAABAH

Homor: 15.901/MR/IIT/LI2006

Saya, yang bertanda tangan di pawak Ini, MISAHAWDI WILAMARTA, Sarjana Hukur, Nokaris
di Jakarta, menorangkan Lahwa saya, Hotaris

5, telah mechacaken dan menjelaskan fai —-
Eurat Perjanjian Rulalah/Tukar Menukayr Tanah Wakaf inl kepada: ———

1. Tuan YENDRA FANHI, Direktuz Utama P7T HULTI PROMO HMAWDIRS, be'ccmpat cingeal oi -~
Jakarta, Jalan Hampang I'rapatan 1I romor 9, Jakarta Selatar: =
2. Tuan ACHHAD MORDAR, Fomlsariz Utama PT HULTI PROMO HMAHDIRI, bnrtcmpat Linggal di-
Jakarta, Purl Sakti Buntu I nomnr 9, Jaksrta Selakan; =-—=-—-c-s—eeesocu—ssmeo—u——c——o
3. Tuan SYARIEF HUSEIN ALRYDRUS (HOSEIH bin ASNBANAR ALAYDRUS), Sarjana Mukum, -----
Ketua YAYRSAH AMALIYAH REBROFIQURMRHIM WAM SYARIFAM, bertempakt Linggsl di CJakarta, --
Kampung Kramat Salan Raya Condet, Rukun Tetengga 004, Rukun Hargs 405, Melurahan —--
Cililitan, Kecamatan Kramat Jagl, Jakarta Timur; ~—---—----—- B e R T EL DL P Pt
4. Tuan HURAMAD HUSTAR (Hadl MUHAMMAD MUSTAR bin llaii SAARDAM1, Sekfetaris —--v—-—----
YAYASAN AMALIYAH MARROFIQOARAHIM WAU SYARIFAK, bertempat tlnggal di oakarta, ------~-
Jalam Mlpah Kubur Q I¥, Rukun Tetangua D12, Rulun Warga 01, Kelurahan Fetogogan, —=-
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; -——=

yang telah dikenal oleh says, Rotarls, kemudlar mereka merbubuhkan tanda tamgan ----

mereks ¢i atas Surat Perjanjlan Rulslah/Tukar Menukar Tanah Wakaf inil dl hadapan ---
saya, Hotarls. - -

,-,~"Janarb 24 Juli 2046

\ ¥ipot di Jakartaw;

U QF \\ 7
N

///; _\
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YAYASAN

_ " AMALIYAH ARROFIQORRAHIM
WAN SYARIFAH

Alamat : JL Raya Condet Mo- 35 Ry 0040005 Cifilinan, Jakarts Timur 13640
W{021) 3001938 Fax. (021) 2088353 E-mail ; Lpbli_alsydrus@endoramil.com

I--I‘ :J

- '

PERNYATAAN PERSETUJUAN \/
DAN
KUASA

——— = — —— =

Yang bertanda tangan dibawah ini :

DEWAN PEMBINA YAYASAN AMALIYAH ARROFIQORRAHM
"WAN SYARIFAH"

berdasarkan Akta No : 47 tanggal 16 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Misahardi

Wilamarta, S.H. menyatakan / menyetujui :

- Bahwa tanah WAKAF yang lerleisk di J. Nipah Kubur Rt012/Rw.0l, Kelumhan
Pctogogan, luas + 8,985 m” sesuai dengan Surat Ukur No : 00527/2001 dari Kantor

Pertanahan Kotamadya — Jakaria Selatan tanggal 22 Oktober 2001,

Tanah tersebut lebih dikenal dengan Tanah Wakaf WAN SYARIFAH sesuai dcnga.n SKFT

No. 3589 dart Kcpala Direktorat Agraria DKI Jakarla tangpal 28 September 1974
. dipindahkan ke tempat lain,

di ruitsiag { dialihkan oleh Pengurus Yayasan yang sekarang, sesuai dengan Anggaran Dasar
Akta Yayasan No : 47 tanggal 16 Januan 2006 pasal 16 ayat 5 butir ¢, d, dan ¢ serte ayat 6
tentang Pengaliban Kekayaan Yayasan.

Selanjutnya guna kepentingan tersebut, dengan ini memberi KUASA kepada Sdr. Syarief
Busein Alaydrus, SH untuk dan / alau atas nama Yayasan bertindak :

- Mcnandatanga.n.i- surat-surat yang diperlukan serta akta-akta dan perjanjian-perjanjian antara
Pihak Yayasan dengan instansi-instansi yang terkait sehubunpan dengan pemindahan
pengalihan/ruitslag tersebut, serta melakukan segala sesuatu (tidak ada yang dikecualikan),

menandatangani kwitansi penerimaan uang dan sebagainya, guna kepentingan untuk dan atas
nama Yayasan Amaliyah Arrofiqorrahim Wan Syarifeh

Demikian Surat Pemnyataan Persetujuan dan Kuasa ini diberikan untuk dipergunakan
sebapaimana mestinya.

Jakarta, 27 Maret 2006

DEWAN PEMBINA _

7 O
= \,\&"\\3\ . \
SYARIF NUH ALAYDRUS, SH 4 20\~ # KAMIL XUSUF SHEBUBAKAR
Anggota %y‘ “~Anggota
'\-.“\‘—”-“ .
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